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A.         PENDAHULUAN

Latar Belakang Keadaan

Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang akhirnya berkembang menjadi krisis nasional. Krisis yang bermula dari hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan perekonomian nasional dalam menghadapi badai krisis keuangan      yang juga melanda negara-negara sekawasan, telah menyebabkan goncangnya nilai tukar rupiah. Gejolak nilai rupiah tersebut dengan cepat melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional.       Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan utang luar negeri        swasta, yang dalam jumlah besar bersifat jangka pendek dan       sebagian besar tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar, menjadi beban yang sulit dikendalikan dan segera menghambat kelancaran roda usaha. Sementara itu, usaha swasta juga memiliki pinjaman dalam jumlah yang besar terhadap perbankan nasional sehingga goncangan nilai tukar rupiah dan tersendatnya kelancaran roda
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usaha berdampak membengkaknya kredit macet yang pada             gilirannya memperlemah kinerja perbankan yang merupakan              jantung pembiayaan perekonomian nasional. Kondisi perbankan          seperti itu telah memperburuk lagi keadaan perekonomian nasional. Berbagai indikator mencerminkan keadaan tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 tercatat hanya 4,7 persen, jauh di bawah rata-rata selama tiga dasawarsa terakhir yang mencapai sekitar 7 persen. Bahkan di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 13,2 persen. Inflasi membumbung tinggi, tercatat 11,05 persen pada tahun 1997 dan mencapai 77,63 persen pada             tahun 1998. Pengangguran membengkak dan jumlah penduduk miskin meningkat tajam.

Pada awal krisis yang melanda kawasan Asia, berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional memperkirakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis sedalam negara-negara tetangga. Perkembangan yang terjadi adalah sebaliknya. Ternyata landasan ekonomi, politik, dan hukum masih rentan, termasuk kehidupan bangsa yang bersendikan nilai-nilai                agama, sosial dan budaya.

Di bidang ekonomi, sektor swasta diharapkan menjadi tumpuan penggerak perekonomian. Namun, sejak lama dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak berakar pada daya saing             tetapi lebih mengandalkan pada akses untuk memperoleh            kemudahan, seperti kemudahan dalam memanfaatkan sumberdaya            alam, mendapatkan sumberdaya dari luar negeri, memperoleh permodalan, dan memasarkan hasil produksi. Keadaan ini         menimbulkan ketimpangan dalam struktur dunia usaha, yaitu sebagian besar kegiatan ekonomi terpusat pada sebagian kecil masyarakat. Terpusatnya kekuatan ekonomi pada kelompok yang sesungguhnya tidak memiliki daya saing mengakibatkan rapuhnya landasan perekonomian. Hal ini terjadi karena ketiadaan pranata dan
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praktek kelembagaan yang baik (good governance), baik di sisi pemerintah maupun di sisi swasta.

Di samping itu, pranata-pranata politik, hukum serta agama        dan sosial budaya yang ada pada waktu itu juga tidak kokoh, sehingga tidak mampu mendukung pemulihan perekonomian dan          justru menambah permasalahan yang ada. Krisis di bidang ekonomi,
dengan segera merembet ke dalam krisis nasional yang meliputi pula krisis di bidang politik, hukum dan sosial budaya.

Di bidang politik, tatanan kehidupan politik selama tiga dasawarsa memang menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, stabilitas tersebut bersifat semu karena partisipasi         dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di bidang hukum, belum memadainya peraturan perundang​undangan organik tentang pembatasan kekuasaan eksekutif telah memberi peluang terjadinya praktek KKN di berbagai tingkatan pemerintahan yang melibatkan kekuasaan peradilan. Di samping itu, telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh para penegak hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya perlindungan         dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kelemahan tersebut tidak         terlepas dari pembinaan lembaga peradilan oleh pihak eksekutif           yang telah mendorong terjadinya intervensi eksekutif dalam proses peradilan dan praktek-praktek negatip pada proses peradilan.

Di bidang agama dan sosial budaya, jati diri bangsa yang       disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum                dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun. Sebagian masyarakat melakukan tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum dan agama, yang sungguh bertentangan dengan akhlak mulia serta budi pekerti luhur yang bersumber dari norma-norma dan ajaran agama,
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serta nilai-nilai budaya bangsa. Di samping itu, juga terjadi perilaku yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi hukum.           Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial              lainnya makin menggejala di samping berkurang pula rasa          kepedulian dan kesetiakawanan sosial masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa interaksi antar krisis kepercayaan di berbagai bidang telah memperburuk keadaan.         Namun, pada saat yang sama krisis tersebut telah membangkitkan tekad bangsa untuk melakukan reformasi di segenap aspek kehidupan bangsa.

2.
Penanggulangan Krisis dan Pelaksanaan Reformasi

Dalam Sidang Istimewa pada bulan Nopember 1998,            Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR              RI Nomor X/MPR/1998 telah mengamanatkan Pokok-pokok            Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan         Normalisasi Kehidupan Nasional untuk dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR. Pokok-pokok tersebut merupakan          kehendak rakyat untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang pembangunan yang mencakup bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya. Dalam pokok-pokok            tersebut digariskan langkah-langkah yang saling terkait dan saling memperkuat, yaitu langkah-langkah penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi.

Upaya penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi               pada hakekatnya dilaksanakan secara serentak dan saling            mendukung. Upaya penanggulangan krisis terdiri dari upaya-upaya memulihkan stabilitas ekonomi dan upaya-upaya untuk mengatasi dampak krisis, khususnya terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah. Sedangkan pelaksanaan reformasi ekonomi bertujuan untuk
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mengatasi akar permasalahan penyebab krisis tersebut dalam rangka mewujudkan landasan pembangunan yang kokoh, dan mendukung upaya penanggulangan krisis.

Krisis ekonomi juga telah menyebabkan Iumpuhnya                kegiatan perekonomian, meningkatnya pengangguran,                 meningkatnya harga-harga, dan meningkatnya jumlah penduduk          miskin. Peranan pemerintah dalam mengatasi dampak krisis sangat diperlukan mengingat kegiatan sektor swasta dalam keadaan yang sangat lemah. Oleh karena itu, alokasi anggaran negara diupayakan         lebih besar dari masa sebelum krisis. Anggaran negara tersebut diarahkan untuk meringankan beban masyarakat yang paling rawan terhadap krisis, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta menggerakkan kembali perekonomian. Upaya-upaya            di dalamnya termasuk pemberian subsidi berbagai kebutuhan pokok rakyat, peningkatan anggaran untuk pendidikan dasar (antara lain           untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dan pemberian beasiswa kepada yang tak mampu), peningkatan anggaran
pelayanan kesehatan dasar (antara lain untuk penyediaan obat-                         ​obatan, membantu biaya operasional rumahsakit dan pelayanan         kesehatan lainnya), program padat karya dengan maksud             menciptakan daya beli bagi mereka yang menganggur, program         untuk menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya usaha kecil dan koperasi serta crash program bagi peningkatan produksi pangan          melalui pemberdayaan masyarakat/petani.

Sementara itu, dalam mengatasi akar penyebab krisis        ekonomi, dilaksanakan kebijaksanaan restrukturisasi perbankan,         termasuk pemantapan kelembagaan bank sentral, serta                restrukturisasi utang swasta dan deregulasi sektor riil.               Restrukturisasi perbankan diarahkan untuk memulihkan                kemampuan perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam jangka yang lebih panjang diupayakan
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pembenahan lembaga-lembaga keuangan secara umum. Dalam             kaitan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan undang​undang perbankan yang baru. Pembentukan asuransi deposito juga tengah dipersiapkan agar dapat menunjang penjaminan tabungan               dan simpanan masyarakat di perbankan secara berkesinambungan.
Untuk mewujudkan perbankan yang kuat dan efisien, selain melalui program restrukturisasi, diperlukan bank sentral yang independen. Bank sentral yang independen lebih memungkinkan pelaksanaan kebijaksanaan makro yang sehat. Karena itu             kemampuan Bank Indonesia diperkuat dengan menjamin kemandiriannya dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter.

Sementara itu, restrukturisasi utang swasta diarahkan untuk membangkitkan kembali dan sekaligus memperkokoh kemampuan      dunia usaha nasional. Salah satu pemicu meluasnya krisis ekonomi     adalah tidak terpantaunya utang luar negeri swasta yang jumlahnya         sangat besar, tidak dilindungi terhadap gejolak perubahan nilai tukar            dan umumnya berupa pinjaman komersial. Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, termasuk BUMN, harus senantiasa mempertimbangkan batas-batas kemampuan ekonomi        nasional dan ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Karena itu untuk mencegah terulangnya krisis, perlu       dilakukan penyempurnaan sistem pemantauan utang luar negeri            swasta dan pemerintah, termasuk BUMN.

Selanjutnya sebagai bagian dari program restrukturisasi          ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dilaksanakan berbagai langkah deregulasi di sektor riil. Iangkah-langkah tersebut adalah berupa penurunan tarif impor, penyederhanaan prosedur investasi, dan pengurangan hambatan perdagangan dalam negeri. Sementara itu, untuk mendorong persaingan yang sehat dan kegiatan
berusaha yang lebih efisien, adil dan beretika telah diluncurkan

II/6

Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan           Usaha Yang Tidak Sehat.

Berbagai langkah restrukturisasi tersebut didukung dengan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan mencegah hiperinflasi dilaksanakan kebijaksanaan         moneter yang ketat, termasuk didalamnya membatasi pertumbuhan          uang beredar. Sedang untuk menggerakkan perekonomian rakyat, utamanya yang berskala kecil dan menengah, disediakan dana          subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain dalam bentuk subsidi bunga kredit program untuk meredam pengaruh tingkat suku bunga yang tinggi.

Kebijaksanaan fiskal yang longgar ini diupayakan sekecil mungkin dampak negatifnya terhadap kurs rupiah dan inflasi, yaitu      dengan membiayai defisit anggaran seluruhnya dengan bantuan luar negeri yang bersifat lunak, yang dikategorikan sebagai bantuan          program. Ketersediaan dana untuk membiayai berbagai prioritas pengeluaran pembangunan juga terus diupayakan melalui upaya meningkatkan penerimaan negara, dengan meningkatkan                 penerimaan pajak dan menegakkan ketentuan mengenai penerimaan       bukan pajak, di samping pengurangan pengeluaran negara dengan membatasi pembiayaan pada program-program yang bersifat sangat mendesak.

Dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangan              krisis tersebut di atas, pengembalian kepercayaan adalah kunci         utamanya. Langkah awal diarahkan pada pengembalian kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan makin nyatanya tanda-tanda pulihnya kepercayaan pelaku-pelaku dalam negeri, kepercayaan                 para pelaku luar negeri mulai ikut kembali pulih. Untuk              meningkatkan kepercayaan, salah satu langkah penting dalam            reformasi ekonomi adalah mewujudkan kebijakan ekonomi makro
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dan mikro yang transparan. Di samping meningkatkan kepercayaan, transparansi kebijakan juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan.
Langkah penting lainnya dalam rangka meningkatkan kepercayaan adalah langkah-langkah pengembalian rasa aman dan ketertiban serta menggalang konsensus politik. Upaya menggalang konsensus politik dilaksanakan dalam kerangka perwujudan           kehidupan bernegara yang demokratis dengan kedaulatan yang sungguh-sungguh berada di tangan rakyat. Untuk itu dilaksanakan pemilihan umum yang benar-benar luber dan jurdil. Selanjutnya, partisipasi dan kebebasan politik dijamin dan sekaligus dijaga agar kebebasan sebagai nilai utama demokrasi berdiri sejajar dan setara dengan tanggung jawab.

Dengan terciptanya kestabilan dan demokrasi politik, kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan negara dan pemhangunan diharapkan meningkat. Peningkatan kepercayaan politik ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi politik rakyat        yang merupakan cerminan dari proses demokrasi yang lebih sehat            dan herkembang. Dengan dukungan kepercayaan seluruh rakyat dan partisipasi politik secara tertib, maka penegakan kembali wibawa                dan legitimasi pemerintah dapat cepat terwujud.

Upaya mengembalikan kepercayaan ini juga ditempuh dengan menumbuhkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui peningkatan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pulihnya kepercayaan secara bertahap, maka nilai         tukar rupiah menjadi lebih stabil dan secara bertahap membaik dan akhirnya mencapai tingkat wajar. Karena melemahnya nilai tukar
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rupiah adalah salah satu penyebab terpenting inflasi saat ini, maka menguatnya nilai tukar dan menjadi stabil pada tingkat yang wajar,         akan meredam tekanan inflasi dan sehingga laju inflasi terus menurun. Harga barang-barang pokok, serta subsidi yang harus disediakan juga menurun secara bertahap.

Menurunnya inflasi akan diikuti dengan menurunnya tingkat bunga. Bersama-sama dengan mulai berhasilnya pembenahan perbankan dan makin banyaknya para pelaku ekonomi yang mulai merasa aman, tenteram dalam melakukan kegiatan sehari-hari, penurunan tingkat bunga akan mendorong bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri.

Dalam mewujudkan langkah-langkah penanggulangan krisis         di bidang ekonomi dan politik diperlukan perangkat hukum pendukungnya. Di bidang ekonomi, langkah untuk mewujudkan            bank sentral yang independen serta restrukturisasi perbankan dan         dunia usaha nasional secara keseluruhan membutuhkan perangkat perundang-undangan yang baru. Demikian pula di bidang politik, dalam kaitan pelaksanaan pemilu dan membenahi kelembagaan          politik, termasuk lembaga tertinggi negara. Upaya penanggulangan               krisis di bidang hukum pada dasarnya mencakup pemantapan kemampuan penegakan dan terlaksananya hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Untuk itu, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah melaksanakan pemisahan tugas, fungsi, dan wewenang aparatur        penegak hukum agar dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh dengan membenahi perundang-undangan yang mengaturnya.

Masalah hukum yang juga menonjol dalam masa krisis adalah penghormatan dan penghargaan hak asasi manusia. Karena             itu selain penegakan hukum, maka kesadaran hukum bagi
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masyarakat juga harus ditingkatkan. Pada akhirnya pembangunan        hukum harus dapat menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Krisis nasional telah merambah pula sendi-sendi kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai moral bangsa dirasakan mengalami penurunan. Keadaan ini mempersulit upaya penanggulangan krisis karena pada hakekatnya keberhasilan dari          segala langkah yang telah disiapkan seperti diuraikan di atas akan         sangat tergantung pada tekad dan kesadaran seluruh bangsa. Oleh       karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi penanggulangan krisis adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa             dan memperkokoh keberadaan nilai-nilai luhur sosial dan budaya        bangsa. Hal ini lebih dapat dicapai dengan dukungan strategi untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi krisis melalui pelaksanaan jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat     dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya pembinaan akhlak mulia, moral dan etika terus diupayakan untuk mewujudkan       SDM yang berkualitas dalam rangka terciptanya tatanan masyarakat      yang adil, taat pada hukum dan aturan, berbudi pekerti luhur,               sebagai perwujudan terbentuknya masyarakat madani.
B.         EKONOMI

1.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan penanggulangan krisis di bidang ekonomi seperti tercantum dalam Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan adalah           untuk mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat​singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai tukar rupiah pada          tingkat yang wajar, tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok
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dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, serta berputarnya         roda perekonomian nasional. Sedangkan tujuan pelaksanaan         reformasi di bidang ekonomi adalah untuk mendukung upaya penanggulangan krisis dan meletakkan landasan pembangunan yang lebih kokoh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
2.
Langkah-langkah yang Dilakukan dan Hasil-hasil yang Dicapai

Sampai dengan paruh pertama tahun 1998, situasi     perekonomian nasional semakin memburuk sejak dilanda krisis       moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Gambaran         suram yang sekaligus merupakan masalah ekonomi yang sangat           berat untuk ditanggulangi antara lain sebagai berikut. Nilai tukar        rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat        sangat tidak stabil dan cenderung merosot tajam, hingga mencapai          Rp 14.900,- per US$ pada akhir bulan Juni 1998, dari Rp 7.970,-          akhir bulan April 1998 dan Rp 10.525,- akhir bulan Mei 1998. Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi selama periode Juni 1997 - Juni 1998 sangat dipengaruhi oleh menurunnya total aktiva luar negeri Indonesia dari US$ 28,9 miliar     pada akhir bulan Juni 1997 menjadi US$ 16,5 miliar pada akhir bulan Maret 1998, sebagai akibat mengalirnya modal swasta bersih ke luar negeri sebesar US$ 13,7 miliar selama periode tersebut.

Laju inflasi pada bulan April dan Mei 1998 masing-masing    4,70 persen dan 5,24 persen, bahkan selama 5 bulan pertama tahun     1998 sudah mencapai 40,06 persen. Relatif tingginya laju inflasi       selama 5 bulan pertama tahun 1998 diperkirakan erat kaitannya        dengan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta menurunnya ketersediaan dan memburuknya distribusi bahan       makanan. Hal ini jelas terlihat dari relatif lebih tingginya kenaikan angka indeks harga konsumen untuk kelompok sandang (59,17
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persen), bahan makanan (52,17 persen), makanan jadi (46,29 persen), dan kesehatan (47,19 persen).

Seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya laju inflasi, maka suku bunga SBI (28 hari) meningkat dengan cepat dari 46,43 persen pada akhir bulan       April 1998 menjadi 58,0 persen pada akhir bulan Mei 1998, yang diikuti pula oleh naiknya suku bunga deposito berjangka (1 bulan)       dari 50,57 persen menjadi 57,43 persen. Indeks harga saham       gabungan di bursa saham Jakarta cenderung terus melemah, seiring dengan naiknya suku bunga dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tegasnya menurun dari 460,13 pada akhir bulan April 1998 menjadi 420,46 pada akhir bulan Mei 1998.

Pertumbuhan ekonomi, atas dasar harga konstan 1993, pada triwulan I dan triwulan II 1998 telah mengalami kontraksi masing-masing 3,97 persen dan 14,61 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 1997. Pada paruh pertama tahun 1998, kegiatan produksi dan ekspor hampir terhenti, jumlah pengangguran terus meningkat, jaringan distribusi barang dan jasa terganggu, serta          harga bahan kebutuhan pokok seperti bahan makanan tidak stabil        dan cenderung meningkat.

a. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam rangka penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi ekonomi, telah disusun dan dilaksanakan kebijaksanaan makro dan sasaran pembangunan jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, kebijaksanaan makro diarahkan untuk penanggulangan krisis, meringankan beban kehidupan masyarakat, serta menggerakkan kembali perekonomian. Dalam jangka       menengah, kebijaksanaan tersebut diarahkan untuk mewujudkan

perekonomian nasional yang kokoh dan sekaligus sesuai dengan demokrasi ekonomi.

Sebagai hasil pelaksanaan langkah-langkah pemulihan serta reformasi ekonomi selama setahun terakhir, perekonomian nasional telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Beberapa indikator ekonomi yang memperlihatkan kecenderungan adanya pemulihan antara lain adalah menguat dan makin stabilnya nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi, menguatnya indeks harga saham dan terus menurunnya suku bunga. Membaiknya indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa langkah-langkah penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sudah pada arah yang benar.
Sasaran penanggulangan krisis ekonomi dalam jangka        pendek adalah mewujudkan nilai tukar yang stabil dan pada tingkat yang wajar. Penciptaan nilai tukar rupiah yang stabil diupayakan dengan menekan tingkat inflasi. Untuk itu selama lebih dari satu        tahun terakhir dilakukan kebijaksanaan moneter yang ketat disertai dengan upaya penjadwalan kembali utang luar negeri swasta dan pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakan moneter yang ketat, berbagai agregat moneter termasuk uang primer dan aktiva         domestik netto (NDA) pada awal masa stabilisasi diprogramkan      untuk tumbuh 0 persen. Program moneter ini terus dikaji ulang dari waktu ke waktu untuk menampung perkembangan keadaan yang berubah cepat. Sementara itu sistem nilai tukar mengambang dan sistem lalu lintas devisa bebas tetap dipertahankan.

Sehubungan dengan langkah-langkah tersebut uang primer (MO), yang menjadi fokus utama pengendalian moneter selama     krisis, sejak semester kedua tahun 1998/99 cenderung menurun pada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahun 1998/99 pertumbuhan uang primer berhasil diturunkan menjadi 32,5 persen dari 68,1 persen pada tahun 1997/98. Selanjutnya, selama 6 bulan
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pertama tahun 1999/2000 pertumbuhan uang primer mencapai 3,2 persen. Sementara itu, uang beredar dalam arti sempit (M1) bergerak relatif stabil setelah mengalami lonjakan pada semester pertama 1998/99 sebagai akibat meningkatnya jumlah uang kartal. Selama tahun 1998/99 pertumbuhan M1 menurun menjadi 7,6 persen dari 54,6 persen pada tahun 1997/98. Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) dalam tahun 1998/99, walaupun masih mencatat pertumbuhan yang tinggi, namun pertumbuhannya            menurun menjadi 34,1 persen dibanding 52,7 persen pada tahun 1997/98. Sejalan dengan pertumbuhan uang primer yang cenderung menurun pada tahun 1999/2000, jumlah uang beredar M1 dan M2          selama periode April - Agustus tahun 1999/2000 menunjukkan perlambatan yaitu masing-masing sebesar 3,7 persen dan 5,5 persen.
            Di samping kebijakan moneter yang ketat diupayakan pula ketersediaan dan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok yang memadai. Sebagai hasilnya inflasi (lihat Tabel 2.1) pada semester         II tahun 1998/99 turun menjadi 5,36 persen dibanding 38,04 persen pada semester I. Sedangkan selama enam bulan pertama tahun 1999/2000 terjadi deflasi (penurunan harga) sebesar 3,9 persen. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa deflasi tersebut terutama didorong         oleh penurunan harga kelompok bahan makanan. Selama sembilan         bulan pertama tahun 1999 kelompok ini mengalami penurunan          indeks harga sebesar 9,2 persen, jauh menurun dibandingkan sembilan bulan pertama tahun 1998 yang mencapai 116,5 persen. Kelompok barang dan jasa lainnya meskipun mengalami kenaikan indeks harga, namun juga jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

            Berdasarkan perkembangan inflasi sampai dengan bulan September 1999, maka laju inflasi selama tahun 1999/2000 diperkirakan akan berada jauh di bawah perkiraan awal sebesar 17,0
persen.
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TABEL 2.1

INDIKATOR STABILITAS EKONOMI DI TAHUN 1998 DAN

SEMESTER PERTAMA 1999 a/

[image: image1.png]Akhir Inflasi SBI Deposito Kredit Nitai Tukar IHSG
Periode Bulanan (1-Bulan) 1 bulan Maodal Rp/US$
Kerja

Tahun 1998
Janvari 7.2 20,0 25,7 25,6 10375 485,9
Februari 12,7 22,0 286 25,6 8750 4824
Maret 53 27,8 44,5 27,8 8325 5414
April 4,7 46,4 50,6 29,5 7970 460,1
Mei 52 58,0 574 332 10525 420,5
Juni 4,6 58,0 52,9 338 14900 4459
Juli 8,6 70,8 51,0 34,1 13.000 4817
Agustus 6,3 70,7 554 350 11075 3424
September 38 68,8 61,8 35,7 10700 2762
Oktober -0,3 59,7 60,4 357 7550  300,8
Nopember 01 513 - 53,0 352 7300 3863
Desember 1,4 384 41,4 34,8 8025 3980
Tahun 1999
Januari 3,0 364 37,9 34,6 8950 4119
Februari 13 375 38,0 34,6 8730 39,0
Maret -0,2 378 37,3 33,1 8.685 3936
April -0,7 352 344 31,7 8260 4952
Mei -03 28,7 29,8 30,5 8105 5852
Juai -0,3 22,1 23,9 28,8 6.726  662,0
Juli -1,1 15,0 17,6 26,2 6875 5979
Agustus -0,9 13,1 12,1 26,2 7.565  566,7

September -0,7 13,0 11,6 26,2 8386 5479





a/ Tingkat suku bunga SBI diperoleh dari hasil lelang minggu terakhir bulan yang bersangkutan.Tingkat                suku bunga simpanan adalah tingkat suku bunga deposito bank umum. Tingkat suku bunga pinjaman                     adalah tingkat suku bunga kredit modal kerja bank umum. Nilai tukar Rp/US$ adalah kurs tengah BI.                         IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta.
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TABEL 2.2
PERUBAHAN IHK MENURUT KELOMPOK BARANG/JASA
PER SEPTEMBER 1999
(dalam persen)

[image: image2.png]Sep98  Sep 98 Sep98  Sep 99 Sep99  Sep 99

Kelompok thd. Sep thd.Des thd. Mar thd.Sep thd.Des thd. Mar
97 97 98 98 98 99

UMUM 85.63 7547 38.04 1.25 0.02 -3.90
Bahan Makanan 14082 11653 56.56 -8.41 -9.18 -15.12
Makanpan Jadi, Minuman, Rokok dan Tcmbakau - 89.15 44.80 5.01 221 -0.04
Perumahan 48.37 44.58 21.23 6.54 4.46 1.96
Sandang 11245  103.67 39.55 1.96 4.52 -2.16
Kesehatan 79.50 79.09 3118 7.58 351 1.95
Pendidikan, Rekreasi dan O.R? - 38.29 20.36 453 475 4.61
Transpor dan Komunikasi® -- 55.06 36.28 4.14 3.81 0.46





¹ Sebelum tahun 1998 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau tergabung ke dalam Bahan Makanan                                           ² Sebelum tahun 1998  Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga tergabung ke dalam lain-lain                                                                      ³ Sebelum tahun 1998 Transpor dan Komunikasi tergabung ke dalam Lain-lain

            Dengan lebih terkendalinya laju inflasi dan meningkatnya kepercayaan dalam negeri dan luar negeri, secara berangsur-angsur         nilai tukar Rupiah terus menguat (lihat Tabel 2.1). Pada bulan Juni      1998, nilai tukar rupiah mencapai sekitar Rp 14.900 per US$.       Dalam triwulan kedua tahun 1999, Rupiah menguat dari sekitar Rp         8.260 per US$ pada bulan April 1999 menjadi sekitar Rp 6.900 per US$ pada bulan Juli 1999. Namun akhir-akhir ini nilai rupiah          melemah dan berkisar antara Rp 7.500 - Rp 8.000 per US$         disebabkan oleh faktor eksternal yang kurang menguntungkan dan menurunnya kepercayaan pasar akibat masalah pelaksanaan        pembayaran penjaminan Bank Bali dan masalah pasca jajak pendapat di Timor Timur. Secara umum dalam tahun 1999/2000      nilai tukar rupiah diharapkan stabil pada tingkat antara Rp 7000 - Rp 8000 per US$ , sehingga nilai tukar riil pada tahun 1999/2000 diperkirakan terdepresiasi 30 persen dibandingkan tahun 1996/97 (sebelum krisis). Tingkat ini cukup aman untuk mendorong produksi, terutama untuk mewgjudkan neraca pembayaran yang                sehat.

            Dengan pulihnya stabilitas moneter secara berangsur-angsur dalam semester kedua 1998/99, maka suku bunga mulai bergerak          turun. Tingkat diskonto SBI turun menjadi 37,8 persen pada akhir          Maret 1999 dan rata-rata mencapai 13,0 persen dalam bulan          September 1999. Pada giliran selagjutnya suku bunga deposito juga      turun dari 60,4 persen pada Oktober 1998 menjadi sekitar 11,6 persen pada bulan September 1999. Suku bunga kredit juga turun                dari 35,7 persen pada bulan Oktober 1998 menjadi sekitar 26,2 persen (untuk modal kerja) pada September 1999. Ini berarti suku         bunga simpanan sudah lebih rendah dibanding suku bunga kredit. Penurunan tajam suku bunga deposito tersebut telah menghilangkan         biaya marjin negatip (negative spread) yang harus dipikul               perbankan terutama selama tahun anggaran 1998/99. Penurunan
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suku bunga yang disertai dengan adanya sistem lelang SBI yang          baru telah menghilangkan pula gejala segmentasi di pasar uang.
Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan, minat terhadap pembelian saham kembali meningkat. Indeks harga saham gabungan (lihat Tabel 2.1) yang pada akhir Maret tahun ini masih di bawah        angka 400, selama triwulan pertama tahun 1999/2000 meningkat hingga mencapai indeks 662 pada akhir bulan Juni, yang berarti         berada pada kisaran sebelum berlangsungnya masa krisis. Namun beberapa kejadian pada bulan-bulan berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan rekapitalisasi Bank Bali dan keamanan pasca jajak pendapat di Timor Timur, menyebabkan indeks harga saham gabungan kembali menurun, hingga pada akhir minggu         pertama bulan Oktober menjadi 588.
             Pengendalian agregat moneter yang efektif memerlukan                      syarat adanya Bank Sentral yang mandiri. Karena kemandirian Bank Sentral memudahkan Bank Sentral dalam merumuskan serta melaksanakan kebijaksanaan yang menjadi tanggung-jawabnya baik         di sektor moneter, pengawasan perbankan maupun sistem         
pembayaran. Untuk memperkuat landasan hukum bagi kemandirian Bank Sentral telah disusun UU tentang Bank Sentral, yang antara            lain memuat ketentuan bahwa Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya dan bertugas untuk mencapai            dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah.
Kebijaksanaan fiskal pada tahun 1998/99 dan 1999/2000, dengan kemampuan sektor swasta yang terbatas, diarahkan untuk ekspansif. Namun, agar selaras dengan kebijaksanaan moneter yang ketat, defisit anggaran harus dibiayai dari sektor luar negeri, yaitu dengan pinjaman luar negeri yang bersifat lunak. Di sisi              penerimaan, dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan, pada tahun 1998/99 penerimaan dalam negeri masih

mengalami kenaikan terutama penerimaan pajak. Penerimaan dalam negeri mengalami kenaikan 36,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama diperoleh dari adanya kenaikan dari pajak penghasilan (PPh) yang mencapai 44,6 persen.          Penerimaan bukan pajak (PnBP) tidak mencapai sasaran, yaitu          hanya sekitar 56,5 persen dari yang direncanakan. Rendahnya      realisasi PnBP ini disebabkan oleh menurunnya kinerja dan      rendahnya penerimaan hasil privatisasi BUMN. Hal ini disebabkan adanya penundaan penjualan beberapa BUMN yang diakibatkan rendahnya minas investor asing dan belum selesainya persiapan        teknis dari masing-masing BUMN yang akan dijual tersebut.          Selama tahun. anggaran 1998/99 privatisasi telah direalisasikan pada PT. Semen Gresik dan penjualan saham milik Pemerintah pada PT. Indofood. Secara keseluruhan, nilai penerimaan yang diperoleh dari privatisasi untuk tahun 1998/99 sebesar Rp 1,8 triliun, sedangkan dalam semester pertama tahun 1999/2000 telah tercapai Rp 7,19         triliun atau 55,3 persen sehingga diharapkan target anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp 13,0 triliun dapat dicapai.

Sementara itu realisasi penerimaan sektor migas hanya mencapai sekitar 83 persen dari sasaran APBN 1998/99. Tidak tercapainya target tersebut antara lain karena harga minyak mentah sepanjang tahun anggaran hanya mencapai rata-rata US$ 11,88 per bare]. Sementara harga patokan APBN 1998/99 ditetapkan sebesar US$ 13,00 per barel. Lemahnya harga minyak mentah ini terutama disebabkan permintaan minyak mentah negara-negara Asia yang menurun sebagai akibat masih berlangsungnya krisis ekonomi di kawasan ini. Menurunnya harga minyak mentah tersebut juga berpengaruh pada harga gas alam, khususnya gas alam cair                (liquified natural gas/LNG). Pada tahun 1999/2000, diperkirakan penerimaan migas akan jauh membaik, terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah di pasar international. Selama periode April-September tahun 1999/2000, harga minyak mentah
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Indonesia secara rata-rata (tidak tertimbang) adalah sekitar US$           17,7 per barel, atau US$ 7,2 per barel lebih tinggi dari harga        patokan APBN yang dipergunakan dalam perhitungan APBN 1999/2000 sebesar US$ 10,5 per barel. Realisasi penerimaan migas pada periode tersebut sebesar Rp 21,7 triliun atau telah mencapai 103,5 persen dari sasaran APBN.

Di sisi pengeluaran, pada tahun 1998/99 pengeluaran meningkat 68,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengeluaran pembayaran bunga utang luar negeri. Namun demikian dibandingkan dengan sasarannya, realisasi tersebut hanya mencapai 81,7 persen. Pengeluaran rutin hanya mencapai 86,2 dari anggaran sebagai akibat menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi sejak semester II dan penghapusan subsidi untuk beberapa jenis komoditas. Penguatan nilai tukar rupiah menyebabkan mengecilnya jumlah rupiah pembayaran utang luar negeri dan pengeluaran          subsidi untuk beberapa jenis komoditas impor. Sementara itu, penghapusan subsidi gandum, kedele dan gula, menyebabkan pos pengeluaran lain-lain dalam pengeluaran rutin dapat ditekan. Pemberian subsidi akan terus berkurang, hanya ditujukan untuk komoditas beras, obat-obatan, dan bunga untuk berbagai skim kredit program. Sedangkan pengeluaran pembangunan pada tahun 1998/99 hanya mencapai sekitar 72 persen dari anggaran.

Dalam tahun 1998/99 dan 1999/2000, program jaring pengaman sosial, menjadi prioritas dalam pengeluaran        pembangunan, mengingat jumlah pengangguran dan penduduk         miskin yang sangat besar. Program JPS ini, yang dikenal dengan nama JPS inti, meliputi program ketahanan pangan, program penciptaan lapangan kerja, program peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, serta program pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Dari segi

pembiayaannya dalam tahun 1998/99 dana yang dialokasikan untuk program JPS inti adalah sebesar Rp 9,4 triliun, sedangkan untuk         tahun 1999/2000 adalah sebesar Rp 5,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan II tahun 1999 telah positip. Pada kedua triwulan tersebut produksi nasional tercatat masing-masing tumbuh sebesar 1,34 persen dan 0,47 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positip pada kuartal pertama dan kedua 1999 dibanding kuartal keempat tahun 1998, merupakan indikasi perekonomian telah melewati titik dasar.

Ditinjau dari sisi produksi, sampai dengan pertengahan          tahun 1999, sektor pertanian telah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I         terutama didorong oleh sektor pertanian, khususnya pertanian         tanaman pangan, yang mengalami peningkatan cukup tinggi, sedangkan sektor-sektor penting lainnya masih mengalami         penurunan. Musim panen raya pertama tahun 1999 telah berhasil dengan baik.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II        tidak lagi disebabkan oleh semata-mata peningkatan produksi sektor pertanian. Beberapa sektor penting telah mengalami pertumbuhan. Sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 1,77 persen; sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh sebesar 1,99 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 3,33 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 2,53 persen; serta      sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 3,42 persen.

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi saat ini tidak dapat bergantung pada peningkatan investasi. Kegiatan investasi dalam       masa krisis menurun cukup drastis sehingga rasionya terhadap PDB menurun drastis. Karena minat investasi masih rendah maka

pemulihan ekonomi lebih mengandalkan pada peningkatan         konsumsi dalam negeri dan peningkatan ekspor, dengan demikian kapasitas yang ada dapat termanfaatkan. Tingkat konsumsi pada triwulan I meningkat sebesar 0,55 persen dibanding kuartal IV         1998, selanjutnya tingkat konsumsi pada triwulan II naik sebesar            0,56 persen dibanding kuartal I 1999.

Di sisi lain, untuk mendorong pemulihan kegiatan investasi telah dilakukan upaya-upaya penyehatan iklim berusaha melalui kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi, baik dalam rangka meningkatkan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sejalan dengan upaya-upaya penyelesaian utang luar negeri, restrukturisasi perbankan, pembenahan sektor dan pembenahan kelembagaan, maka diperkirakan pertumbuhan           ekonomi tahun 1999/2000 akan mencapai antara 1,5 persen hingga          2,5 persen, jauh lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998/99 yang mengalami kontraksi sebesar -14,6 persen.

Meningkatnya kegiatan produksi dan permintaan agregat ini sekaligus menunjukkan bahwa deflasi yang terjadi selama 7 bulan berturut-turut sejak bulan Maret 1999 bukan disebabkan oleh      kelesuan kegiatan usaha yang menjadi indikasi adanya ancaman       resesi berkepanjangan. Deflasi yang terjadi lebih disebabkan dua hal pokok. Pertama, yang bersifat jangka pendek, yaitu membaiknya ketersediaan bahan-bahan pokok akibat meningkatnya produksi tanaman pangan yang sebelumnya mengalami kekurangan produksi dan membaiknya kelancaran distribusi bahan-bahan pokok. Kedua, yang bersifat jangka panjang yaitu menguatnya nilai tukar rupiah sehingga menurunkan harga barang-barang tradeable dan semakin stabilnya nilai tukar yang menurunkan pengharapan akan fluktuasi yang cukup tinggi dari nilai tukar dan harga-harga.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian dan hasil dari program JPS, jumlah penduduk miskin yang meningkat pesat           selama krisis ekonomi secara bertahap dapat diturunkan kembali. Jumlah penduduk miskin pada bulan Desember 1998 mencapai 49,5 juta orang (24,2 persen). Jumlah penduduk miskin yang meningkat pesat tersebut terutama disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di alas garis kemiskinan. Sehingga jika garis kemiskinan meningkat karena adanya kenaikan harga-harga       sementara pendapatan nominal mereka relatif tetap maka otomatis penduduk tersebut menjadi hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya jumlah penduduk miskin dapat berkurang dengan cepat      bila terjadi penurunan garis kemiskinan misalnya karena penurunan harga-harga atau apabila terjadi kenaikan tingkat pendapatan (atau diproksi dengan tingkat pengeluaran). Dengan kembali stabilnya harga-harga kebutuhan pokok, yang bahkan menurun selama paruh pertama tahun 1999, garis kemiskinan juga menurun. Sedangkan di      sisi lain terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga,        baik di perdesaan maupun di perkotaan. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat menyumbang kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut antara lain adalah adanya transfer pendapatan dengan dilaksanakannya program-program JPS, khususnya program OPK dan padat karya. Sebagai akibatnya insiden kemiskinan       menurun seperti yang ditunjukkan oleh data hasil Susenas mini         bulan Agustus 1999, di many penduduk miskin diperkirakan sebesar 38,0 juta orang atau menurun sekitar 11,5 juta orang dibanding          bulan Desember 1998.

Upaya mendorong pemulihan ekonomi memerlukan         dukungan ketersediaan bahan baku/penolong maupun barang modal. Mengingat sebagian kebutuhan bahan baku dan barang modal        dewasa ini masih tergantung pada impor, maka Pemerintah telah meluncurkan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan dalam pembiayaan perdagangan (trade financing). Di samping itu, nilai

tukar rupiah yang stabil diharapkan dapat ikut mendorong         pemulihan kegiatan perdagangan luar negeri, baik kegiatan ekspor maupun impor. Namun demikian dalam tahun 1998/99          perkembangan neraca pembayaran banyak dipengaruhi oleh perkembangan di luar negeri dan di dalam negeri. Laju         pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, harga minyak yang menurun, dan harga komoditi lainnya yang melemah, memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi kegiatan ekspor. Selama tahun 1998/99 transaksi berjalan mengalami surplus cukup besar, terutama disebabkan oleh merosotnya impor. Sementara itu, di sisi lalu lintas modal masih diwarnai oleh defisit arus modal sektor        swasta cukup besar yang berkaitan dengan belum pulihnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi di dalam negeri. Namun adanya peningkatan jumlah pinjaman luar negeri sektor pemerintah mengakibatkan lalu lintas modal bersih mengalami surplus.
Perkembangan ekspor dalam tahun 1998/99 mengalami penurunan cukup tajam. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai ekspor keseluruhan mengalami penurunan dari US$ 56,2 miliar         pada tahun 1997/98 menjadi US$ 48,4 miliar pada tahun 1998/99        atau turun sebesar 13,9 persen. Dalam periode yang sama        penerimaan ekspor migas menurun sebesar 28,8 persen sehingga menjadi US$ 7,3 miliar sebagai akibat turunnya harga minyak di      pasar dunia. Penerimaan ekspor nonmigas turun menjadi US$ 41,1 miliar pada tahun 1998/99. Penurunan ekspor tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga-harga komoditi ekspor di pasar internasional, di samping masalah menurunnya pesanan karena ketidakpastian politik serta masalah pembiayaan modal kerja dan perdagangan. Karena menurunnya kegiatan produksi dalam negeri, nilai impor secara keseluruhan mengalami penurunan, yaitu menjadi US$ 30,7 miliar. Penurunan tersebut terjadi, baik di impor migas maupun impor nonmigas, masing-masing menjadi US$ 2,8 miliar          dan US$ 27,9 miliar. Dengan adanya surplus transaksi berjalan dan

surplus lalu lintas modal terutama akibat pinjaman luar negeri pemerintah, cadangan devisa kotor pada akhir bulan September            1999 telah mencapai US$ 26,9 miliar atau setara dengan 10,4 bulan impor nonmigas, dibanding US$ 19,0 miliar atau setara dengan 6,7 bulan impor nonmigas pada bulan Mei 1998.

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Maret 1999 mencapai US$ 149,9 miliar atau meningkat 8,6 persen          dibandingkan posisi akhir Maret 1998. Dari posisi utang         keseluruhan tersebut, utang luar negeri dunia usaha mencapai US$ 81,5 miliar, sedikit menurun dibandingkan posisi Maret 1998 yang sebesar US$ 83,9 miliar. Dalam periode yang sama, jumlah utang         luar negeri pemerintah meningkat sekitar US$ 14,2 miliar sehingga menjadi US$ 68,4 miliar. Sebagai akibat dari turunnya nilai ekspor barang dan jasa, debt service ratio (DSR) meningkat dari 50,7        persen pada tahun 1997/98 menjadi 58,1 persen pada tahun         1998/99. Peningkatan ini terjadi pada DSR swasta maupun pemerintah yang masing-masing menjadi 47,7 persen dan 10,3           persen.

Selanjutnya, kegiatan ekspor terus didorong melalui kebijaksanaan deregulasi serta pemberian kemudahan pembiayaan      bagi usaha-usaha kecil dan menengah. Proses pemulihan kegiatan perdagangan luar negeri ini akan tercermin pada transaksi berjalan yang diperkirakan masih akan mengalami surplus dalam dua tahun mendatang. Hal ini terjadi karena tingkat depresiasi riil rupiah           masih cukup besar dibandingkan dengan sebelum krisis.

Untuk memperingan beban likuiditas neraca pembayaran          telah ditempuh berbagai upaya penyelesaian utang luar negeri baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Dalam jangka panjang program restrukturisasi utang juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan penting bagi restrukturisasi sektor swasta dan perbankan.

Upaya restrukturisasi utang luar negeri sektor pemerintah dicapai melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Restrukturisasi Utang Pemerintah (MoU Paris Club) dengan kreditor yang diwakili oleh        17 negara donor. Perjanjian tersebut merupakan titik tolak penjadualan kembali kewajiban pembayaran utang pokok            pemerintah yang jatuh tempo dalam masa konsolidasi, yakni      terhitung sejak awal Agustus 1998 hingga akhir Maret 2000, yang nilainya mencapai sebesar US$ 4,2 miliar.

Untuk menjamin bahwa pemulihan kegiatan ekonomi kemudian diikuti oleh terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, maka kebijaksanaan makro diupayakan bersifat transparan. Pengelolaan keuangan negara seluruhnya dilaksanakan melalui APBN, baik yang mencakup sumber-sumber penerimaan negara maupun pengeluarannya. Sementara itu, kebijaksanaan moneter juga telah dilakukan secara lebih terbuka, yaitu dengan memberikan informasi mengenai perkembangan moneter terkini melalui penerbitan data pokok      moneter yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
b. Penyediaan Berbagai Kebutuhan Pokok Rakyat

Dalam keadaan daya beli masyarakat yang merosot,        kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok merupakan beban yang sangat berat, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan      rendah. Karena itu mengamankan penyediaan berbagai kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan, yang cukup dan dengan harga terjangkau merupakan prioritas utama. Untuk menanggulangi dan mencegah rawan pangan dengan cepat dan terpadu pemerintah            telah membentuk Pusat Penanganan Rawan Pangan (Food Crisis Centre). Selain itu telah dibentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan dalam rangka mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab

munculnya rawan pangan guna merumuskan strategi untuk mengatasinya.

Kebijakan stabilisasi harga pangan mempunyai peran     strategis dalam upaya penanggulangan krisis. Kebijakan ini         ditujukan sekaligus untuk mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri, menjaga pendapatan petani melalui jaminan harga,       serta meningkatkan akses rumah tangga terhadap kecukupan pangan melalui pengendalian harga yang terjangkau daya beli konsumen.
Salah satu langkah penting dalam kebijakan stabilisasi harga pangan adalah membantu kelompok masyarakat yang paling rawan krisis, khususnya masyarakat miskin yang tergolong pra-sejahtera         dan sejahtera I telah dan akan dilanjutkan pemberian bantuan         pangan bersubsidi melalui operasi pasar khusus (OPK) beras.      Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyediaan beras dengan harga         Rp 1.000 per kg. Ketika pertama kali dilaksanakan bulan Juli 1998 dalam bentuk pilot project dan kemudian diperluas sampai bulan Nopember 1998 disediakan 10 kg per keluarga per bulan. Mulai Desember 1998 disediakan 20 kg beras per bulan untuk setiap     keluarga miskin. Selanjutnya mengingat keberhasilan dan dampak positifnya, program ini terus dilanjutkan pada tahun anggaran 1999/2000.

Kegiatan OPK ini hingga bulan April 1999 telah     menyediakan beras bersubsidi kepada sekitar 10 juta kepala         keluarga miskin. Penentuan keluarga miskin ini didasarkan pada          data keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I tahun 1998 dari BKKBN, khususnya faktor-faktor ekonomi. Data ini diperbaharui setiap bulan sebagai dasar penentuan dan penyesuaian penerimaan bantuan OPK beras tersebut. Di samping beras, berbagai bantuan pangan seperti terigu, minyak goreng, dan kedele diberikan pula kepada penduduk miskin di berbagai daerah, yang berasal dari berbagai sumber,
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termasuk bantuan dari negara-negara sahabat. Beberapa upaya       lainnya dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya lahan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan untuk memproduksi bahan pangan selain beras seperti ganyong, garut, iles-iles, ubi kayu dan umbi-umbi lainnya di areal hutan dan kebun.

Ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia diupayakan melalui stabilisasi harga dan membenahi serta menyempurnakan sistem distribusinya dengan melibatkan partisipasi usaha kecil dan menengah, serta koperasi             yang didorong untuk selalu bermitra dengan usaha skala besar. Stabilisasi harga pangan dilakukan dengan mengutamakan          pengadaan pangan berasal dari produksi dalam negeri. Sementara          itu untuk menjamin kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan yang perlu diimpor, telah diberikan penyediaan dana        dan penjaminan impor untuk pengadaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan. Selanjutnya seluruh hambatan impor bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan telah dikurangi.
Sejalan dengan itu, pengadaan dan distribusi pangan         semakin diarahkan kepada mekanisme pasar dengan       mengikutsertakan peran dunia usaha yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pemasaran di dalam negeri maupun impor berbagai komoditi seperti gula, gandum dan kedele. Khusus untuk beras, Pemerintah masih melakukan pengendalian dalam rangka menjamin harga agar tetap memberikan keuntungan bagi petani produsen     melalui sistem harga dasar, serta melindungi konsumen dari            kenaikan harga beras agar tetap terjangkau dayabeli masyarakat. Untuk hal tersebut dilaksanakan upaya pemantauan harga, stok dan kelancaran distribusi agar dapat menjamin tersedianya kebutuhan pokok masyarakat di masing-masing daerah. Namun kebijaksanaan pengendalian komoditi beras secara bertahap mulai dikurangi.

Penyaluran beras selama tahun 1998/99 mencapai jumlah 4.906 ribu ton yang terdiri dari golongan anggaran sebesar 1.737         ribu ton, operasi pasar murni sebesar 1.932 ribu ton, operasi pasar khusus sebesar 1.055 ribu ton, dan lain-lain sebesar 110 ribu ton. Jumlah penyaluran tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 4.291 ribu ton sehubungan dengan dilaksanakannya program operasi pasar khusus untuk keluarga         miskin dan rawan pangan.

Kelancaran distribusi harus didukung oleh kelancaran angkutan dan pengurangan hambatan transportasi melalui         penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Untuk      itu telah dilaksanakan program penanganan jaringan jalan yang meliputi kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan nasional, propinsi dan kabupaten. Dalam tahun 1998/99 antara lain telah diselesaikan rehabilitasi jalan/jembatan nasional sepanjang 1.067 km/17.355 m serta pemeliharaan rutin jalan Nasional sepanjang 16.654 km;         peningkatan jalan/penggantian jembatan Nasional termasuk jalan transmigrasi sepanjang 1.243 km/4.369 m; dan pembangunan jalan/jembatan sepanjang 552 km/1.744 m; peningkatan        jalan/jembatan propinsi sepanjang 3.125 km/10.942 m; peningkatan jalan/jembatan Kabupaten dan Kodya sepanjang 7.972 km/16.060            m; dan peningkatan jalan/jembatan desa sepanjang 16.176 km/3.947         m (melalui Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal).          Secara keseluruhan menghasilkan kondisi baik/sedang jalan          nasional sepanjang 23.362 km (87 persen), jalan propinsi 26.671 km (69 person), dan jalan kabupaten 93.104 km (41 persen). Penangan tersebut telah memberikan penghematan sekitar 9 persen dari biaya pengoperasian kendaraan.

Program penanganan jalan/jembatan ini terus dilanjutkan dalam tahun anggaran 1999/2000. Saat ini sedang dilaksanakan
rehabilitasi jalan/jembatan nasional sepanjang 1.013 km/12.937 m serta pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 17.804 km; peningkatan jalan/penggantian jembatan nasional termasuk jalan transmigrasi sepanjang 1.400 km/3.120 m; pembangunan jalan sepanjang 157 km dan jembatan 728 m; peningkatan jalan/jembatan propinsi sepanjang 3.800 km/11.436 m; peningkatan jalan/jembatan kabupaten 13.840 km/14.844 m; peningkatan jalan/jembatan desa 12.115 km/3.947 m. Diharapkan menghasilkan kondisi baik/sedang jalan nasional sepanjang 26.853 km (100 person); jalan propinsi 30.584 km (79 persen); dan jalan kabupaten 113.500 km (50         persen). Sedangkan untuk meningkatkan kelancaran pengiriman bahan-bahan pokok melalui pelabuhan-pelabuhan maka kegiatan nominasi pengapalan barang-barang strategis dan pemantauan pelaksanaannya ditingkatkan.

Salah satu penyebab menurunnya pasokan bahan pangan, khususnya beras, adalah menurunnya kemampuan peningkatan produksi pertanian dalam negeri, karena semakin meningkatnya kompetisi pemanfaatan sumberdaya alam (lahan dan air) untuk berbagai kegiatan ekonomi. Dengan makin sulitnya memperluas       lahan yang potensial untuk pertanian pangan, upaya peningkatan produksi pertanian pangan semakin tidak mudah. Karena itu peningkatan produksi pertanian khususnya pertanian pangan ditingkatkan dengan melakukan langkah-langkah terobosan, di samping tetap menerapkan langkah-langkah yang telah terbukti meningkatkan produksi. Langkah-langkah tersebut antara lain         adalah sebagai berikut. Pertama, mempertahankan lahan pertanian pangan dengan cara mencegah konversi lahan produktif dan     beririgasi teknis kepenggunaan non pertanian. Kedua, memperluas areal tanam melalui pemanfaatan lahan-lahan yang belum optimal didayagunakan seperti lahan tidur di daerah transmigrasi, lahan perkebunan, kehutanan, pasang surut dan lahan irigasi bukaan baru. Ketiga, meningkatkan intensitas pemanfaatan lahan dengan

penerapan teknologi pola tanam, pengembangan usaha pelayanan        jasa alat dan mesin pertanian, dan pengaturan penyediaan air. Keempat, peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi           tepat guna spesifik lokasi dan penyediaan sarana produksi yang terjangkau serta tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kelima, pengamanan tanaman dan produksi pangan melalui pengendalian          hama dan penyakit tanaman terpadu serta penanggulangan bencana banjir dan kekeringan.

Dalam kaitan itu, sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Program Gema Palagung 2001, selama tahun 1998/99 telah diselesaikan antara lain rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa seluas 566.882 Ha, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 81.629       Ha dan pencetakan sawah di lahan irigasi seluas 54.866 Ha,          termasuk di daerah transmigrasi; pembangunan jaringan irigasi        tambak 3.105 Ha; dan pengamanan daerah produksi dari ancaman banjir melalui operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 2.750 km dan perbaikan alur sungai (pengendalian banjir) 350 km. Secara keseluruhan menghasilkan dukungan luas tanam sebesar 8,38 juta         ha. Kegiatan-kegiatan ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam tahun anggaran 1999/2000. Misalnya saat ini sedang diselesaikan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa seluas 618.150 Ha,         pembangunan jaringan irigasi baru 101.450 Ha dan pencetakan            sawah di lahan irigasi 40.925 Ha termasuk di daerah transmigrasi, pembangunan jaringan irigasi tambak seluas 8.000 Ha, dan pengamanan daerah produksi dari ancaman banjir melalui OP         sungai 2.750 km dan perbaikan alur sungai (pengendalian banjir)          469 km.

Peningkatan kemampuan petani untuk meningkatkan        produksi melalui peningkatan produktivitas lahan adalah sangat periling. Untuk itu pelayanan penyuluhan dimantapkan dengan cara penyempurnaan sistem dan kelembagaan penyuluhan serta

memberdayakan para penyuluh pertanian, termasuk penyediaan tenaga pendamping untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi, teknologi, modal, dan pasar. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, penyediaan kredit modal kerja (KUT) dengan subsidi bunga ditingkatkan, sedangkan prosedurnya lebih disederhanakan.
Langkah-langkah tersebut telah berhasil meningkatkan produksi bahan pangan terpenting. Produksi padi pada tahun 1998 mencapai 49,24 juta ton gabah kering giling (GKG), yang berarti lebih tinggi sekitar 2,9 juta ton dibandingkan dengan angka ramalan BPS pada awal Kabinet Reformasi Pembangunan memulai         tugasnya. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari perluasan areal panen sebesar 590 ribu hektar, walaupun terjadi penurunan hasil per hektar sebesar 0,25 persen menjadi 41,97 kuintal karena          berkurangnya kemampuan petani menerapkan teknologi secara tepat akibat krisis ekonomi. Pada tahun 1999 produksi padi diperkirakan mencapai lebih dari 50,0 juta GKG, terutama dihasilkan melalui peningkatan produktivitas.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, selama periode April 1998 - Maret 1999, Pemerintah telah menaikkan harga dasar GKG sebanyak 3 kali. Perkembangan harga dasar gabah     menunjukkan bahwa harga yang diperoleh petani jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Dalam tahun 1998/99, harga GKG tertinggi terjadi pada bulan September 1998, yaitu sebesar Rp 1.570,-/kg atau 57,0 persen lebih tinggi dari harga dasar GKG bulan Juli 1998, dan harga terendah terjadi pada bulan April 1998 sebesar Rp 855,-/kg, namun masih lebih tinggi 22,1 persen dari harga dasar pada bulan April 1998. Selanjutnya, nilai tukar petani rata-rata pada tahun 1999 meningkat 3,1 persen dari 107,7 pada tahun 1998        menjadi 111,0 pada tahun 1999. Peningkatan tersebut lebih besar        dari periode krisis (1997-1998). Perkembangan harga gabah yang

lebih tinggi dari harga dasar telah memberikan dampak positip pada petani.

Untuk meringankan beban masyarakat, khususnya         masyarakat yang kurang mampu, telah disediakan berbagai subsidi yang cukup besar melalui APBN. Dalam pelaksanaannya tidak         semua subsidi tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar memerlukan, seperti mereka yang daya belinya lemah sebagai         akibat terkena PHK ataupun masyarakat berpenghasilan kecil yang pendapatan riilnya menurun drastis sebagai akibat krisis ekonomi. Karena itu sesuai dengan pengalaman di lapangan sistem pemberian subsidi terus disempurnakan dan dipertajam. Pelaksanaan          pemberian subsidi diubah dari subsidi barang menjadi subsidi yang diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan (targeted groups). Misalnya, dalam kerangka        Program JPS di bidang pangan dilakukan Operasi Pasar Khusus          (OPK) melalui penjualan langsung bahan pokok kepada keluarga miskin. Penyaluran bahan pokok melalui OPK tanpa melihat kepada perkembangan permintaan pasar, tetapi penyalurannya berdasarkan jumlah keluarga miskin yang berhak menerima di setiap daerah. Kebijaksanaan OPK juga merupakan langkah untuk menghapus subsidi beras dari yang bersifat subsidi kepada konsumen umum menjadi subsidi kepada anggota masyarakat tertentu. Dengan         sasaran yang jelas diharapkan penyaluran subsidi akan lebih efektif. Dalam pelaksanaannya dilibatkan juga Lembaga Swadaya            Masyarakat (LSM) dan universitas untuk ikut berperan dalam pengawasan maupun pelaksanaannya. Dengan dukungan kontrol masyarakat, pemberian subsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran.

Sementara itu subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah selalu akan dievaluasi. Beberapa subsidi bahan pokok seperti terigu dan gula telah dihapus. Karena peranannya yang vital, subsidi untuk energi masih dipertahankan. Namun untuk mengurangi beban

subsidi, secara bertahap harga energi termasuk harga listrik dan          harga BBM akan disesuaikan sejalan dengan tingkat         perekonomiannya dan dengan memperhatikan daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Krisis pangan telah menunjukkan bahwa ketergantungan        yang tinggi terhadap beras sangat rawan. Kelangkaan pasokan dan peningkatan harga beras yang sangat tajam, memperlihatkan betapa pentingnya untuk segera mengupayakan langkah-langkah        diversifikasi pangan. Karena itu telah diupayakan kegiatan untuk meningkatkan produksi bahan pangan serta peningkatan         pemanfaatan sumberdaya dan teknologi lokal (indigenous        technology), terutama peningkatan pangan non-beras, antara lain melalui: peningkatan intensitas penyuluhan dan pemanfaatan hasil litbang tanaman pangan alternatif; penyediaan sarana dan prasarana irigasi bagi lahan yang berpotensi untuk tanaman pangan non padi; inventarisasi dan kesesuaian lahan untuk tanaman pangan non padi; peningkatan produksi bahan pangan lokal sesuai dengan potensi dan pola konsumsi setempat; pengembangan bahan pangan alternatif        yang berbasis pada kegiatan ekonomi rakyat, misalnya        pengembangan tanaman garut dan sukun sebagai sumber          karbohidrat murah; dan memadukan usaha ekonomi rakyat (hulu​-         hilir) di bidang perikanan, peternakan, dan bahan pangan lain hasil perkebunan/kehutanan. Selanjutnya, dalam proses penyimpanan pangan dan pengolahan menjadi produk pangan lokal, lebih ditingkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan oleh masyarakat di tingkat pedesaan.

c.  Penggerakkan Kegiatan Ekonomi Rakyat

Keberadaan ekonomi rakyat, termasuk usaha kecil,         menengah dan koperasi (UKMK) sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan

meningkatkan pendapatan serta dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Usaha ekonomi rakyat berperan di semua sektor ekonomi dan berlokasi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Lebih dari separuh UKMK bergerak di sektor pertanian, dan sebagian yang lain di sektor jasa dan industri. Ekonomi rakyat merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang cukup besar yang     masih mampu bertahan dalam masa krisis ini. Oleh karena itu,         upaya menggerakkan dan meningkatkan peran ekonomi rakyat yang mampu memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk menata kembali perekonomian nasional, baik dalam rangka penanggulangan krisis maupun dalam rangka pelaksanaan reformasi ekonomi.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi rakyat tersebut ada yang bersifat struktural yang pemecahannya memerlukan jangka waktu yang lebih panjang, dan ada pula yang bersifat mendesak yang terkait dengan krisis yang dihadapi dewasa ini. Masalah yang bersifat struktural antara lain menyangkut jumlah peraturan perijinan usaha yang banyak dan rumit, kewirausahaan UKMK yang masih rendah, modal usaha/kerja yang terbatas, teknologi yang digunakan sederhana, jangkauan pasar yang terbatas, akses terhadap informasi belum lancar serta lemahnya koordinasi      antar badan/lembaga yang mengembangkan program pembinaan UKMK. Sementara masalah mendesak yang terkait dengan krisis adalah semakin mahalnya bahan baku bagi beberapa sektor tertentu seiring dengan semakin terbatasnya sumber dana pinjaman         perbankan.

Kelemahan-kelemahan tersebut secara bertahap harus dihilangkan sehingga perekonomian rakyat akan berkembang       semakin kuat dan dapat berjalan seiring dengan perekonomian skala besar. Mengingat keterbatasan dan kelemahan usaha ekonomi         rakyat serta dalam rangka menstimulasi kegiatan perekonomian
nasional, upaya untuk menggerakkannya perlu didukung oleh peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator antara lain       melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dalam kaitan itu         telah dilakukan pembinaan secara integral yang mencakup         pemberian bantuan keuangan, teknik produksi, pemasaran, dan            bantuan teknis.

Guna memperkuat struktur pembangunan industri, dilaksanakan pembangunan industri dengan titik berat pada upaya penyelamatan industri yang tertuang dalam program pokok pembangunan industri antara lain meliputi: program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah (IKM); program peningkatan kemampuan teknologi industri; dan program penataan struktur industri. Pengembangan industri rumah tangga, industri          kecil dan menengah telah diarahkan pada kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan usaha ekonomi Skala kecil yang produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan yang lebih          merata, perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan masyarakat         dari kemiskinan, serta sebagai salah satu sumber devisa negara.
Sebagai salah satu upaya untuk mendukung pengembangan industri kecil yang berorientasi ekspor dan bersumberdaya lokal,       maka dilaksanakan program pemberdayaan industri kecil melalui pemberian bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung merupakan bantuan keuangan yang bersifat pinjaman         untuk membantu industri kecil yang mempunyai. kesulitan mendapatkan modal kerja dan investasi. Bantuan ini merupakan          dana bergulir, sehingga dana tersebut menjadi dana masyarakat dan dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Pada tahap awal, bantuan dana bergulir untuk industri kecil telah berhasil disalurkan kepada       512 industri kecil dari target semula sebesar 364 industri kecil, dan tersebar 10 propinsi yang sektor industrinya terkena dampak krisis moneter cukup parah.

Manfaat pemberian bantuan langsung terhadap industri kecil dapat terlihat dari berbagai aspek, seperti: penyerapan tenaga kerja, kenaikan tingkat penjualan dan kenaikan jumlah produksi sebagai akibat meningkatnya permintaan/order. Dari 31 sampel industri          kecil yang telah mulai mengembalikan bantuan modal terlihat            dampak positip dari bantuan sebagai berikut: 48 persen menyatakan terjadi peningkatan produksi, 35 persen menyatakan ada          peningkatan penjualan, dan 19 persen menyatakan terjadi         penambahan tenaga kerja.
Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas industri kecil, pemerintah telah membantu penyediaan prasarana dan sarana pendukung yang dapat menunjang kelancaran produksi. Peningkatan kemampuan teknologi industri merupakan upaya yang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk industri. Pelaksanaan program ini telah terlihat dari peningkatan kemampuan penguasaan teknologi industri, rancang bangun, dan perekayasaan industri yang meliputi pembangunan industri dan kegiatan produksi serta kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi industri baik yang dilakukan       masyarakat industri maupun lembaga litbang pemerintah. Upaya peningkatan teknologi untuk IKM, telah dilakukan dengan pemasyarakatan teknologi di Lampung, Semarang, dan Bengkulu.
Sejalan dengan upaya penguatan struktur pembangunan industri terutama untuk mendukung pengembangan teknologi lokal (indigenous technology) serta menunjang bagi pemberdayaan      kegiatan ekonomi rakyat telah disusun Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional.         Kebijakan ini digariskan untuk menumbuhkan kemampuan mendayagunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan          penguasaannya oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan
masyarakat.
Penekanan
 peningkatan
  kegiatan
penelitian,

pengembangan dan rekayasa salah satunya adalah penguatan teknologi manufaktur terutama pada UKMK untuk membantu        proses presisi, simulasi, pemodelan, pengendalian dan manajemen produksi. Hal ini diharapkan akan memberikan landasan arahan agar ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bagian internal pembangunan ekonomi. Dalam kaitan itu telah disiapkan suatu         RUU Sistem Iptek Nasional.
Dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat terutama       yang bermukim di perdesaan di sekitar hutan dan kebun, telah diupayakan antara lain menerapkan kebijaksanaan pengelolaan        hutan dan kebun yang dilaksanakan secara langsung oleh           masyarakat perdesaan dalam bentuk HPH Skala kecil dengan luas kurang dari 50 ribu hektar, pengembangan hutan kemasyarakatan        dan perhutanan sosial, pengikutsertaan saham koperasi, pesantren           dan lembaga masyarakat lain dalam usaha kehutanan dan     perkebunan.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta memberi peluang kepada wanita dalam bidang usaha koperasi, menengah dan kecil (UKMK) telah dilaksanakan berbagai       pendidikan dan latihan, pembinaan dan pengembangan kemitraan, advokasi dan perlindungan bagi wanita yang telah dan berminat melakukan kegiatan usaha. Selain itu juga dilakukan pembentukan dan pengembangan pos ekonomi yang berwawasan jender.
Dalam upaya mengatasi masalah utama dan mendesak yang dihadapi yaitu keterbatasan dana, baik modal usaha maupun modal kerja, terus dilakukan berbagai upaya peningkatan fasilitas pembiayaan bagi usaha ekonomi rakyat. Sebagai langkah awal mengatasi masalah kelangkaan kredit bagi UKMK dan sejalan          dengan upaya untuk memperluas basis bagi peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja melalui pengembangan UKMK, maka dewasa
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ini telah diluncurkan 17 skim kredit program untuk UKMK. Dari ketujuhbelas skim kredit tersebut telah disediakan alokasi tambahan kredit bernilai Rp 10,8 triliun, dengan tingkat bunga antara 6 sampai dengan 16 persen. Yang berhak memperolehnya antara lain adalah petani, koperasi dan anggota koperasi primer, calon TKI, pengusaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain Kredit Usaha Tani dan kredit yang selama ini telah ada, terdapat skim-skim baru antara lain Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG), dan Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT-PUD). Selebihnya merupakan perluasan skim-skim yang sudah ada sebelumnya          seperti Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Kelayakan Usaha (KKU). Dalam pelaksanaannya, misalnya untuk mendukung      penguatan ketahanan pangan, telah disalurkan Kredit Usaha Tani (KUT yang pada tahun penyediaan (TP) 1998/99) telah melebihi           Rp 7,65 triliun, meningkat lebih dari duapuluh kali lipat          dibandingkan dengan TP 1997/98 yang sebesar Rp 374,3 miliar.
Namun, krcdit program bersubsidi ini mengandung biaya subsidi, biaya administrasi, dan biaya resiko yang harus ditanggung Pemerintah. Karena itu, pemberiannya dilaksanakan secara hati-hati dan selalu memperhatikan manfaat ekonominya. Dalam situasi         krisis, pemberian kredit bersubsidi kepada UKMK merupakan           upaya sementara untuk mengatasi tingkat suku bunga yang tinggi. Namun apabila perekonomian telah kembali normal dan suku bunga telah kembali pada tingkat yang wajar, maka kredit program       bersubsidi perlu dipertimbangkan kembali.
Di sisi lain perlu ditingkatkan sumber-sumber pembiayaan lainnya bagi koperasi dan PKM antara lain dengan mengembangkan lembaga keuangan alternatif seperti PT. Permodalan Nasional        Madani, lembaga keuangan simpan pinjam (model syari'ah), anjak piutang, modal ventura dan lembaga penjamin kredit.

Selanjutnya, untuk mengatasi lemahnya kemampuan usaha kecil, menengah, dan koperasi di bidang manajemen, pemasaran,     akses terhadap informasi dan teknologi umumnya, terus dilakukan upaya untuk pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Upaya ini dilaksanakan antara lain dengan pemantapan program pendidikan dan pelatihan bagi pembina dan pengelola untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan secara lebih profesional, peningkatan akses informasi pasar, dan penyediaan outlet         pemasaran termasuk kegiatan pameran, serta pengembangan unit pelayanan usaha.

Untuk memacu pertumbuhan dan kemampuan koperasi, PK dan M, masyarakat telah didorong untuk secara mandiri membentuk Pos Ekonomi Rakyat sekurang-kurangnya di setiap kecamatan. Pos tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan         informasi, konsultasi, advokasi bisnis dan perniagaan elektronik (e-commerce) bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Pos tersebut dilengkapi dengan komputer dan internet          sehingga sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Untuk meningkatkan penyebaran informasi dilakukan         dengan perluasan tempat-tempat tersedianya fasilitas         telekomunikasi dalam bentuk warung telekomunikasi (wartel).       Sampai dengan September 1999 jumlah wartel sebanyak lebih dari 105 ribu tersebar di seluruh tanah air termasuk daerah terpencil, meningkat dalam waktu delapan bulan sekitar 35 ribu. Peningkatan      ini dapat dicapai melalui penyederhanaan proses perizinan.         Beberapa wartel di daerah terpencil telah memanfaatkan teknologi canggih melalui satelit sehingga komunikasi dengan luar negeri          dapat mudah dilakukan.

Sementara itu dalam upaya mendukung peningkatan          ekonomi wilayah, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) diarahkan        dan didorong agar tumbuh dan berkembang sebagai unit-unit pemukiman yang mandiri melalui pengembangan berbagai produk yang bernilai ekonomis dan dilengkapi dengan pengembangan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dari bawah.

Di samping upaya mengatasi permasalahan yang timbul         akibat krisis ekonomi, dirumuskan pula langkah-langkah yang       bersifat lebih mendasar untuk memberdayakan UKMK agar dapat mencapai kesetaraan kesempatan berusaha dengan usaha lain dan untuk mencapai struktur dunia usaha yang lebih sehat. Ini dapat dicapai apabila UKMK tumbuh dengan efisien, mandiri dan berdaya saing.

Dalam kaitan itu pemerintah melakukan langkah-langkah      untuk memperkuat keseluruhan kerangka kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi UKMK. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, upaya untuk menghilangkan berbagai peraturan dan perizinan yang menghambat berkembangnya UKMK. Dalam kaitan itu, di samping Tim Tarif dan Tim Deregulasi yang        telah lama ada, telah dibentuk suatu Gugus Tugas (Task Force) interdepartemen di bawah pengarahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan tujuan mengkaji ulang secara menyeluruh dan sistematis setiap hukum dan          peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis. Setelah kaji         ulang dilakukan, maka Gugus Tugas ini akan memberikan saran         untuk menghapus perijinan yang dianggap tidak penting bagi kelangsungan bisnis.

Kedua, upaya untuk memperbaiki efisiensi intermediasi keuangan (financial intermediation). Di samping pembenahan dan penyehatan perbankan secara menyeluruh, khusus dalam kaitannya

dengan usaha kecil diupayakan antara lain dengan memperbaiki        skim Kredit Usaha Kecil (KUK) dan merubah haluan Bank Rakyat Indonesia menjadi bank negara yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dengan spesialisasi melayani pembiayaan UKMK dengan basis komersiil.

Ketiga, upaya untuk memperkuat dukungan teknis dan         bisnis bagi UKMK dilaksanakan antara lain dengan penyempurnaan dan pemantapan program kemitraan antara kelompok UKMK         dengan usaha besar, termasuk BUMN.

Keempat, upaya untuk memperbaiki koordinasi antar badan/lembaga dalam perumusan kebijakan program UKMK.         Dalam hal ini dibentuk suatu kelompok kerja, yang melibatkan partisipasi LSM dan masyarakat, untuk mewujudkan keterpaduan program kerja, perbaikan pelaksanaan di lapangan serta optimalisasi bantuan, dan juga dalam rangka untuk merasionalisasikan struktur dan mandat lembaga-lembaga pendukung UKMK dalam tubuh Pemerintah.

d.  Reformasi Struktural

1) Restrukturisasi Perbankan a) Penanggulangan Krisis

Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan kepercayaan masyarakat, maka telah diambil langkah-langkah mendasar di sektor perbankan yang terdiri dari pelaksanaan program penjaminan, program peningkatan permodalan bank, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan

dan penegakan ketentuan kehati-hatian. Selain itu pelaksanaan penyehatan perbankan juga dipercepat.

Sebagai bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional, pada awal tahun 1998 dikeluarkan kebijaksanaan jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum (Keppres nomor 26 tahun 1998). Melalui kebijaksanaan ini pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran          bank umum kepada para pemilik simpanan dan kreditornya akan dipenuhi. Pada akhir Mei 1999 telah diterbitkan obligasi pemerintah senilai Rp 53,8 triliun untuk menutup kewajiban bank-bank umum      dan BPR yang telah dibekukan pada tahun 1998 dan 1999.

Selanjutnya dalam rangka mempercepat penyehatan     perbankan guna mendukung proses pemulihan perekonomian       nasional telah ditetapkan kerangka dasar program rekapitalisasi        bank. Program ini bertujuan untuk mempertahankan keberadaan       bank-bank yang mempunyai prospek untuk hidup dan terus berkembang melalui restrukturisasi. Untuk menentukan apakah          bank-bank tersebut dapat berpartisipasi dalam program, semua          bank yang termasuk dalam Bank-bank Persero, Bank Swasta        Nasional dan Bank Pembangunan Daerah, telah dinilai kondisi keuangannya termasuk permodalan bank. Hasilnya, bank-bank telah dikelompokkan ke dalam tiga kategori sesuai dengan rasio         kecukupan modal (CAR), yaitu kategori A dengan CAR 4 persen ke atas, kategori B dengan CAR lebih kecil dari 4 persen sampai        dengan minus 25 persen, dan kategori C dengan CAR lebih kecil        dari minus 25 persen. Bank yang ikut dalam program rekapitalisasi (kategori B) harus mengajukan rencana kerja, yang selanjutnya akan dinilai kelayakannya.

Bank yang telah disetujui rencananya akan direkapitalisasi dengan cepat, sesudah pemilik bank diwajibkan melakukan setoran
modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta menyelesaikan kewajiban BLBI dan pelampauan BMPK. Pemerintah telah menyertakan modal yang diberikan dalam bentuk surat utang (obligasi) bagi bank-bank yang memenuhi persyaratan. Secara keseluruhan sampai dengan September 1999 jumlah dana obligasi yang telah diterbitkan mencapai sekitar Rp 322 trilun, yaitu untuk pengganti bantuan likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 164,5         triliun, untuk rekapitalisasi bank umum senilai Rp 103,8 triliun, dan untuk pembayaran program penjaminan senilai Rp 53,8 triliun.

Sementara itu, bank-bank yang tidak memenuhi persyaratan didorong untuk melakukan restrukturisasi melalui antara lain, pelepasan aset-asetnya yang tidak lancar, merger, dan konversi dana Pemerintah menjadi modal. Bank-bank yang sudah cukup kuat modalnya juga didorong untuk memperkuat diri dengan melepaskan aset-aset yang tidak lancar, rekapitalisasi oleh investor-investor     dalam dan luar negeri, serta konversi dana Pemerintah. Sementara bank yang mempunyai masalah utang-piutang didorong untuk menegosiasikannya kembali melalui restrukturisasi utang nasabah bank. Renegosiasi utang ini sangat penting untuk menghidupkan kembali kegiatan sektor riil.

Pengalihan aset perbankan kepada Pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan telah mencapai Rp 526,3 triliun. Sebagian pengalihan tersebut, senilai Rp 166,5 triliun, berasal dari bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dialihkan dari Bank Indonesia ke BPPN. Sebagian yang lain, sebesar Rp 247,8 triliun, berasal dari       aset bank yang dibekukan (BBO), bank yang diambil-alih (BTO),        dan bank BUMN. Sedangkan sisanya, senilai Rp 112,0 triliun,       berupa pengalihan dalam bentuk saham 6 holding company.
Uang negara yang telah dipakai untuk program        restrukturisasi perbankan diupayakan kembali kepada negara secara
bertahap. Upaya yang telah dilakukan antara lain penjualan aset perbankan yang telah dibekukan dan penjualan kepemilikan pemerintah di bank rekapitalisasi. Penjualan tersebut mencapai Rp       7,3 triliun hingga Juli 1999 dari target Rp 18,9 triliun selama tahun anggaran 1999/2000.

Sebagai dampak restrukturisasi perbankan maka jumlah       bank beserta jaringan kantornya mengalami penurunan. Dari 222        bank komersial yang beroperasi hingga bulan Maret 1998, 48 bank telah dibekukan, 16 bank diambil alih, dan 11 bank sedang direkapitalisasi melalui mekanisme pasar maupun bantuan         pemerintah. Beberapa bank swasta besar, setelah program rekapitalisasi telah beralih statusnya untuk sementara waktu menjadi bank-bank pemerintah.

Dengan pangsa. yang demikian besar maka proses penyelesaian bank-bank pemerintah sangat vital bagi pembenahan perbankan secara keseluruhan. Penggabungan keempat bank pemerintah yang semula terpisah menjadi satu bank baru, yaitu           bank Mandiri sudah dituntaskan. Sasarannya Bank Mandiri menjadi bank yang efisien, sehat dan dikelola secara profesional, sehingga mampu mendatangkan keuntungan. Restrukturisasi seluruh bank pemerintah juga terus dilanjutkan. Sementara itu, persiapan         peraturan perundangan mengenai privatisasi bank terus dilakukan.
Dalam melaksanakan restrukturisasi perbankan, Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai contoh terhadap pemilik dan pengelola bank dikenakan kewajiban mengikuti fit dan proper          test . Proses pengujian yang ketat ini guna meyakinkan kembali        peran masa depan pemilik saham terdahulu dari bank-bank yang mengikuti program rekapitalisasi. Pemilik bank juga harus        membayar kewajiban kepada pemerintah dan menerima         kesepakatan tentang rekapitalisasi bank. Langkah-langkah
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rekapitalisasi ini selalu diupayakan dengan penuh kehati-hatian, mengingat beban anggaran yang ditimbulkannya.

Pelaksanaan pembayaran jaminan juga diupayakan berlangsung secara transparan dan berhati-hati. Namun demikian resiko adanya tindakan moral hazard dalam pelaksanaan program         ini, yang juga terjadi di negara lain, terjadi pula di Indonesia. Proses pembayaran jaminan untuk pinjaman antar-bank yang diberikan        oleh Bank Bali serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan dana tersebut, telah menimbulkan pertanyaan-                     ​pertanyaan yang mengurangi kredibilitas program restrukturisasi perbankan yang sangat penting artinya bagi keberhasilan untuk mengatasi krisis ekonomi. Untuk itu telah dilakukan langkah-                  ​langkah penyelidikan oleh akuntan internasional yang independen       dan ditindaklanjuti oleh aparat hukum guna menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia internasional akan kesungguhan Indonesia menjalankan program restrukturisasi perbankan.
Selain itu juga ditingkatkan fungsi pengawasan bank dan menyempurnakan ketentuan kehati-hatian. Langkah penting yang telah dilaksanakan adalah dengan menerbitkan UU Bank Sentral Nomor 23 Tahun 1999, untuk memperkuat landasan hukum bagi kemandirian Bank Sentral. Kemandirian Bank Sentral akan memudahkan Bank Sentral dalam merumuskan serta melaksanakan kebijaksanaan yang menjadi tanggung-jawabnya, termasuk pengawasan perbankan, terlepas dari intervensi pihak-pihak lain.
Pelaksanaan program restrukturisasi dan penyehatan perbankan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Oleh karena itu, prioritas diberikan pada penjabaran undang-undang ini ke dalam peraturan
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pelaksanaannya, seperti pemberian ijin bank dan pemilikannya oleh modal asing, batasan rahasia bank, pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah, penghapusan batasan wilayah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta pemberdayaan badan penyehatan perbankan. Sementara belum terbentuk LPS, Pemerintah tetap menjamin kewajiban kepada semua deposan dan kreditor yang memenuhi persyaratan dari bank yang berbadan hukum, termasuk BPR.

Dalam rangka penanggulangan krisis, selain program restrukturisasi perbankan, lembaga-lembaga keuangan alternatif       milik masyarakat yang telah mengakar dan mandiri seperti koperasi kredit, koperasi simpan pinjam, dan balm usaha mandiri terpadu, didorong dan diberdayakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan mendorong proses monetisasi perdesaan. Selanjutnya fungsi Satgas Restrukturisasi dan Optimalisasi Kredit juga diperkuat agar restrukturisasi kredit perbankan dapat dipercepat.
b) Pelaksanaan Reformasi

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan         landasan jangka panjang antara lain melalui pembenahan lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan. Dengan penerapan      Undang-undang Perbankan yang baru diupayakan perbankan dapat pulih kembali memenuhi fungsinya sebagai jantung aliran      pembiayaan pembangunan nasional. Upaya yang akan dilakukan antara lain melaksanakan dengan sungguh-sungguh undang-undang perbankan yang baru. Pembentukan asuransi deposito juga tengah dipersiapkan agar dapat menunjang penjaminan tabungan dan simpanan masyarakat di perbankan secara berkesinambungan,         namun tanpa membebani keuangan negara.
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Untuk menjaga agar dunia perbankan tetap sehat, selain melalui program restrukturisasi, kemampuan Bank Indonesia diperkuat, yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Bank Sentral yang baru. Dengan berlakunya UU tersebut, Bank Indonesia dijamin kemandiriannya dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter tanpa intervensi dari pihak manapun. Bank Indonesia diharapkan mampu mengelola cadangan devisa agar dapat dicapai tingkat kestabilan       nilai tukar mata uang rupiah pada tingkat yang wajar. Bank         Indonesia juga diharapkan mampu mengendalikan uang beredar           dan tingkat bunga, yang kesemuanya ditujukan untuk mendorong sektor riil agar mampu bangkit dari keterpurukan saat ini dan untuk dapat berkembang dengan lebih sehat. Sebagai wujud dari kemandirian Bank Sentral, sejak Mei 1999, Bank Indonesia tidak         lagi dibebani kredit-kredit program. Kredit-kredit ini selanjutnya         akan dikelola langsung oleh lembaga perbankan.

Agar pasar modal Indonesia semakin mampu bersaing di     pasar internasional, maka terus dikembangkan ketentuan pendukung produk dan jasa pelayanan yang baru. Sejalan dengan rencana penerbitan obligasi pemerintah dalam rangka program         restrukturisasi perbankan, maka dikembangkan perangkat penunjang kelembagaannya. Aspek kemampuan pelaku pasar modal, seperti perusahaan sekuritas, juga ditingkatkan melalui keharusan       memenuhi ketentuan yang dikeluarkan Bapepam, seperti pengendalian internal perusahaan dan laporan modal kerja. Selanjutnya untuk lebih memobilisasi sumber dana domestik, akan lebih ditingkatkan pasar obligasi, termasuk pengembangan pasar obligasi pemerintah.

Pembinaan lembaga keuangan bukan bank termasuk         koperasi kredit/simpan pinjam dan balai usaha mandiri terpadu diarahkan pada terbentuknya lembaga yang kuat dan profesional. Untuk mencapai sasaran tersebut antara lain sedang ditempuh
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penerapan ketentuan permodalan bagi asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Sumber daya manusia lembaga keuangan       bukan bank termasuk koperasi kredit/simpan pinjam, dan balai       usaha mandiri terpadu juga akan diberikan dukungan untuk meningkatkan profesionalismenya. Pelayanan jasa keuangan juga didorong agar berkembang dan bertambah luas yang pada giliran selanjutnya menghasilkan lembaga keuangan bukan bank yang semakin kokoh.

2) Restrukturisasi Utang Swasta         a) Penanggulangan Krisis

Restrukturisasi dunia usaha dan penyelesaian masalah          utang-utangnya merupakan tindakan penting bagi penyehatan           ekonomi nasional, menghidupkan kembali kegiatan sektor riil dan sekaligus sebagai sarana untuk mengembalikan citra dan          kepercayaan dunia internasional terhadap kredibilitas dunia usaha nasional. Untuk menyelesaikan utang swasta, melalui Prakarsa        Jakarta telah dibentuk kerangka kerja yang memberikan prinsip-              ​prinsip untuk bernegosiasi antara kreditor dan debitor dalam rangka penyelesaian utang dan restrukturisasi perusahaan di luar sidang pengadilan guna mencari format penyelesaian utang-piutang         diantara mereka yang saling menguntungkan. Setelah terjadi kesepakatan diantara mereka, perusahaan-perusahaan yang      mempunyai utang luar negeri dapat mengikuti program INDRA         untuk mempermudah pengembalian pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dengan demikian, di satu sisi pihak kreditor merasa aman karena piutangnya dapat kembali, sementara di pihak lain       perusahaan-perusahaan nasional dapat mulai menjalankan usahanya, yang pada akhirnya dapat memperoleh keuntungan untuk membayar kembali utang-utangnya tersebut.

Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk kreditor domestik dan asing secara adil. Apabila upaya negosiasi ini tidak memberikan hasil, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan diajukan ke Pengadilan Niaga. Dalam kaitan        itu Undang-Undang Kepailitan telah diperbaharui agar dapat lebih efektif melindungi kepentingan kreditor maupun debitor. Pada bulan Agustus 1998 telah dibentuk Pengadilan Niaga untuk secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kepailitan.

Khusus untuk masalah utang luar negeri swasta, telah diluncurkan skim INDRA. INDRA dalam hal ini menyediakan         devisa untuk melakukan pembayaran kepada kreditor luar negeri dengan hanya menanggung resiko kurs yang timbul. Upaya ini dilaksanakan seiring dengan proses negosiasi utang luar negeri perusahaan-perusahaan tersebut dengan kreditornya masing-masing sesuai dengan kesepakatan Frankfurt. Sejak diluncurkan pada awal Agustus 1998, kegiatan sosialisasi skim INDRA telah dilakukan        secara intensif terhadap lebih dari 530 perusahaan. Namun sampai dengan Juni 1999 baru terdapat satu perusahaan yang mengikuti          skim INDRA. Oleh karena itu telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran yang semula dibatasi pada tanggal 30 Juni 1999 diundur menjadi 31 Desember 1999 dan dilakukan pula penyesuaian         skimnya. Pengunduran waktu pendaftaran dan penyesuaian skim ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain : (i) negosiasi antara kreditor dan debitor memerlukan waktu yang cukup lama dan diperkirakan akan selesai pada semester kedua 1999, (ii) cash flow perusahaan terbatas sebagai akibat penjualan yang turun tajam, (iii) kekhawatiran debitor bahwa apabila mereka mengikuti program INDRA, ketidakpastian inflasi akan mengakibatkan peningkatan         utang pokok dan angsuran bulanan, dan (iv) situasi sosial politik         yang belum mendukung terhadap kegiatan dunia usaha. Selanjutnya, peran INDRA dalam mendukung restrukturisasi utang luar negeri swasta terus diperkuat.

Untuk mendukung upaya restrukturisasi utang swasta       dilakukan reformasi di bidang hukum dan administrasi yang          ditujukan untuk menghapus hambatan-hambatan dalam upaya restrukturisasi dan meningkatkan pengelolaan yang baik bagi perusahaan swasta. Dalam hal ini, langkah-langkah yang sudah ditempuh antara lain adalah memberikan pinjaman dana sementara modal kerja, menghapus hambatan atas konversi utang/ekuiti; pemberian netralitas pajak untuk restrukturisasi; dan perampingan prosedur administrasi melalui proses satu atap seluruh dokumen           yang berkaitan dengan persetujuan restrukturisasi. Di samping itu sedang dilakukan pula langkah-langkah untuk menyusun Undang​-undang tentang penyelesaian sengketa yang baru, menyelesaikan         kajian tentang standar akunting dan auditing sesuai standar internasional, dan mengeluarkan peraturan mengenai pendaftaran          jenis pertanggungan (security interest).

Meskipun proses restrukturisasi perusahaan swasta tersebut berjalan lambat karena rumitnya permasalahan, antara lain karena jumlah debitornya sangat banyak, beberapa kemajuan telah dicapai. Beberapa perusahaan Indonesia, termasuk salah satu yang terbesar          telah mencapai persetujuan dengan kreditor untuk merestrukturisasi utangnya. Sebagian diantaranya mengalihkan pinjaman menjadi ekuiti      di perusahaan yang meminjam dana. Bahkan sebagian lainnya memperoleh keringanan pelunasan (hair cut). Prakarsa Jakarta secara efektif telah membantu proses negosiasi kreditor dan debitor tersebut. Upaya ini terus dipercepat dalam batas-batas waktu, dana dan       peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya kesepakatan untuk merestrukturisasi perusahaan tersebut, mereka dapat mempertimbangkan mekanisme INDRA. Kesepakatan-kesepakatan         ini tentunya dapat mengurangi tekanan permintaan valuta asing dalam beberapa tahun mendatang. Sampai dengan akhir September 1999 sekitar 280 perusahaan telah bergabung dengan Prakarsa Jakarta       dengan total nilai utang luar negeri yang terlibat mencapai sekitar
23,1 miliar dolar dan utang dalam negeri sekitar Rp 14,6 trilyun.         Sekitar 24 perusahaan di antaranya secara prinsip telah melakukan perjanjian kesepakatan dengan para kreditornya untuk melakukan program restrukturisasi utang sejumlah 3,04 miliar dolar dan Rp 2,2 trilyun, dan 6 debitor sedang dalam proses.

Dalam hal penanganan kredit bermasalah sampai akhir bulan Agustus 1999 jumlah kredit bermasalah yang sedang dalam         penanganan mencapai Rp 45,1 trilyun yang melibatkan 1261 debitor. Jumlah kredit bermasalah yang sudah diselesaikan antara Desember 1998 sampai Agustus 1999 mencapai Rp 5,8 trilyun milik 962          debitor.

b) Pelaksanaan Reformasi

Salah satu pemicu meluasnya krisis ekonomi adalah tidak terpantaunya utang luar negeri swasta yang jumlahnya sangat besar         dan umumnya berupa pinjaman komersial. Karena itu dilakukan         upaya untuk menyempurnakan sistem pemantauan utang luar negeri swasta dan pemerintah, termasuk BUMN, melalui pengembangan financial management system yang memadai bagi setiap proyek yang mendapat bantuan luar negeri; penyempurnaan tata cara perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, dan pemantauan pinjaman/hibah luar           negeri dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; peningkatan koordinasi antar instansi yang melaksanakan       fungsi pemantauan; perluasan cakupan data pokok posisi utang luar negeri; dan penyempurnaan sistem pelaporan utang luar negeri.           Khusus mengenai utang luar negeri pemerintah, kinerja pemantauan pemanfaatan utang luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan        terus ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi antar instansi pusat maupun daerah mengenai pengendalian pelaksanaan proyek-proyek          dan penyempurnaan prosedur dan tata kerja pelaksanaan proyek, serta organisasi dan manajemen proyek.

Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, termasuk BUMN, harus senantiasa mempertimbangkan batas-batas kemampuan ekonomi nasional dan ditujukan pada        kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Untuk itu, pembenahan sistem pengawasan dan pemantauan utang luar negeri swasta dan pemerintah, termasuk BUMN, terus ditingkatkan. Dalam kaitan itu pula sedang dilaksanakan upaya peningkatan kinerja pemantauan penyelesaian program restrukturisasi utang swasta.
Di samping itu diupayakan pula untuk memperkuat dan lebih mengaktifkan pelaksanaan koordinasi pemantauan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri melalui forum yang telah ada seperti TP4DLN dan TPKLN. Demikian pula pelaksanaan          manajemen utang dan koordinasi antar instansi terkait juga lebih diperkuat dan diaktifkan.

3) Deregulasi Sektor Riil

Sebagai bagian dari program restrukturisasi ekonomi,            sedang dan akan terus dilaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki iklim persaingan yang sehat. Persaingan sehat           membuat perekonomian lebih kompetitif, efisien, dan menyuburkan kegiatan inovasi, yang merupakan landasan bagi kelangsungan            hidup perekonomian dalam era globalisasi ini. Perekonomian yang kompetitif memiliki ketahanan yang tinggi terhadap gelombang            pasang surut ekonomi dunia. Dalam kaitan itu dilakukan berbagai         upaya untuk menumbuhkan persaingan yang sehat dalam kegiatan beberapa komoditas periling yang selama ini diatur perdagangan dan tataniaganya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai         berikut. Pertama, pemberian kesempatan kepada swasta dalam           impor, ekspor, perdagangan antar pulau dan distribusi. Dalam kaitan              itu, antara lain dilakukan penghapusan peraturan-peraturan yang

menyebabkan terjadinya monopoli seperti dalam hal pembuatan        mobil nasional, perdagangan cengkeh dalam negeri, dan impor komoditi seperti gula, gandum, dan kedele. Peraturan-peraturan            yang dicabut dalam kaitannya dengan upaya penghapusan           monopoli dapat dilihat secara rinci di Tabel 1 di bagian Tabel-tabel
Pendukung Bab II. Kedua, penyediaan informasi sehingga
transparansi pasar dan harga dapat terwujud.
Dalam rangka pengembangan efisiensi dan inovasi dalam perekonomian nasional, berbagai bentuk hambatan yang dapat menghalangi perdagangan dalam dan luar negeri secara bertahap dihilangkan. Hal ini dilakukan dalam rangka kerjasama AFTA,      APEC, WTO, dan kerjasama internasional lainnya. Di bidang         impor, secara bertahap dihapuskan semua hambatan impor yang bersifat tarif dan non-tarif. Penghapusan tarif komoditas pertanian pangan dan non-pangan disesuaikan dengan komitmen perdagangan internasional dan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan nasional: Di bidang ekspor, dilaksanakan secara       bertahap penghapusan semua hambatan ekspor, antara lain dengan mengganti pajak dan pungutan ekspor komoditi sumber alam         dengan resource rent taxes yang sesuai. Selain itu, untuk         melancarkan perdagangan lintas batas Dati I dan Dati II terus dilaksanakan perdagangan bebas dalam pembelian, penjualan, dan lalu-lintas perdagangan untuk semua komoditas yang efektif.
Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif         dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merosot tajam          selama krisis, telah dilakukan berbagai penyempurnaan dan pembaharuan dalam bidang kebijaksanaan investasi, promosi investasi, dan prosedur pelayanan perizinan investasi. Secara rinci, peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal

yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu setahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 2 di bagian Tabel-tabel Pendukung Bab II.
Beberapa kebijaksanaan penting dalam rangka          meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut.          Di bidang investasi, dalam rangka mengantisipasi perkembangan globalisasi perekonomian dunia telah disusun naskah RUU      Penanaman Modal baru yang pada prinsipnya tidak membedakan antara PMA dengan PMDN, sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Naskah RUU tersebut sudah selesai disusun pada bulan September 1999, namun belum diagendakan untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai pelaksanaan pemberian insentif fiskal (tax holiday) bagi proyek-proyek penanaman modal sesuai PP Nomor 45 Tahun 1996, telah diterbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 1999 yang berisikan rincian kriteria dan bidang usaha penanaman modal serta lokasi proyek yang dapat memperoleh fasilitas tersebut. Dalam rangka memperluas peluang usaha bagi penanaman modal, Daftar Negatif Investasi (DNI) disempurnakan dari 33 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal (Keppres Nomor 31 Tahun 1995) dikurangi menjadi 16 bidang usaha yang tertutup mutlak dan         9 bidang usaha yang tertutup untuk PMA (Keppres Nomor 96         Tahun 1998).

Selanjutnya, kegiatan promosi penanaman modal terus ditingkatkan melalui pemberian keleluasaan kepada dunia usaha nasional (KADIN) untuk melakukan pendekatan langsung dengan investor asing dan penunjukan beberapa Utusan Khusus setingkat      Duta Besar untuk melakukan promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata yang meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Korea, Eropa            Barat dan Timur, Amerika, dan negara-negara Asia lainnya. Untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan, prosedur perizinan penanaman modal baik PMA

maupun PMDN disederhanakan. Untuk PMA, apabila sebelumnya setiap permohonan PMA berapapun nilai investasinya harus         diajukan kepada Presiden, maka melalui Keppres Nomor 115 Tahun 1998 dan Nomor 116 Tahun 1998 untuk nilai investasinya di bawah US$ 100 juta dapat disetujui oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM. Sedangkan untuk PMDN nilai investasinya sampai dengan          Rp 10 miliar dapat disetujui oleh instansi daerah (BKPMD), selebihnya harus mendapat persetujuan dari BKPM.
Dengan berbagai langkah kebijaksanaan tersebut, selama         masa krisis ekonomi berlangsung kegiatan investasi berupa PMA maupun PMDN tetap ada, meskipun nilai investasinya lebih kecil dibandingkan masa sebelum krisis. Selama tahun 1998, nilai persetujuan PMA sebesar US$ 13.563 juta dengan jumlah        perusahaan sebanyak 1.035, sedangkan nilai persetujuan PMDN sebesar Rp 60.749 miliar dengan jumlah perusahaan sebanyak 324. Memasuki tahun 1999, sampai dengan akhir September, nilai
persetujuan PMA sebesar US$ 9.187 juta dengan jumlah          perusahaan sebanyak 828, sedangkan nilai persetujuan PMDN     sebesar Rp 37.055 miliar dengan jumlah perusahaan sebanyak 141.
Dalam rangka privatisasi, telah diambil langkah maju        dengan menyelesaikan persiapan rencana induk reformasi BUMN yang menetapkan tujuan-tujuan dan kerangka kerja restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi, serta garis besar rencana kegiatannya. Tujuan dari restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi BUMN        tersebut adalah untuk mendayagunakan BUMN-BUMN yang kinerjanya lemah melalui peningkatan efisiensi, profitabilitas, dan mutu pelayanannya agar tercipta landasan untuk pertumbuhannya,      dan juga untuk memperkuat keuangan negara serta memperluas kepemilikan. Telah diusulkan untuk memprivatisasikan semua perusahaan kecuali beberapa perusahaan terpilih dalam kurun waktu

sepuluh tahun mendatang, yang dimulai dengan rencana penjualan yang agresif untuk tiga tahun mendatang.

e. Peningkatan Ekspor Nonmigas

Dalam menanggulangi krisis di bidang ekonomi saat ini, ekspor, terutama ekspor nonmigas, merupakan andalan untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri yang mengalami           kontraksi dan sekaligus untuk meningkatkan cadangan devisa.         Dengan anjloknya rupiah, peluang ekspor terbuka lebar karena pada dasarnya daya saing produk-produk ekspor Indonesia meningkat        pesat. Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),         perkembangan ekspor nonmigas dalam tahun 1998 mengalami         sedikit penurunan, dari sekitar US$ 41,8 miliar pada tahun 1997 menjadi US$ 41,0 miliar pada tahun 1998. Selama 8 bulan pertama tahun 1999 ekspor nonmigas turun sebesar 10,91 persen dibanding periode yang sama pada tahun 1998, yaitu dari US$ 27,9 miliar menjadi US$ 24,9 miliar. Namun penurunan tersebut terutama lebih disebabkan oleh penurunan harga barang-barang ekspor, baik         produk pertanian, tambang dan mineral, serta industri pengolahan di pasar internasional, karena secara keseluruhan volume ekspor nonmigas mengalami kecenderungan yang menaik.

Peningkatan ekspor nonmigas komoditi kehutanan dan perkebunan antara lain dilaksanakan melalui pengembangan ekspor komoditas tradisional seperti CPO, kopi, lada, gondorukem,        plywood, pulp dan komoditas kehutanan dan perkebunan lainnya.         Di samping itu telah dikembangkan pula ekspor komoditas non konvensional yang memiliki prospek cerah terutama dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan antara lain ekspor jangkrik,

cacing, cicak, sarang burung, dan komoditas lainnya yang         dihasilkan dari hutan dan kebun.
Di samping akibat menurunnya permintaan dan anjloknya harga-harga komoditi andalan di pasar internasional, masalah pembiayaan perdagangan ekspor dan impor (trade financing) juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekspor Indonesia. Untuk membantu dunia usaha mempertahankan dan meningkatkan ekspor serta mengatasi ditolaknya letter of credit (L/C) impor oleh bank-bank di luar negeri, maka telah dilakukan penyediaan fasilitas rediskonto post shipment and preshipment, surat kredit berdokumen luar negeri, fasilitas SWAP dan forward, melaksanakan skim penjaminan kredit yang beragam, serta mengadakan kerjasama bilateral lainnya.

Selain itu, pemerintah telah mendorong berdirinya Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE) yang dalam perkembangannya telah didirikan Bank Ekspor Indonesia (BEI) untuk membantu         pembiayaan dan penjaminan ekspor impor dan jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan dan pembangunan, serta usaha-usaha            lain yang menunjang kegiatan tersebut. Tugas pokok BEI adalah menyediakan fasilitas kredit pembiayaan ekspor, memberikan       jaminan atas pembiayaan ekspor berjangka pendek, memberikan subsidi bunga atau kredit modal kerja ekspor, fasilitas asuransi       ekspor dan menjadi pusat informasi pembiayaan ekspor. Mengingat kendala-kendala yang ada, pada tahap awal BEI akan berfungsi memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan pembiayaan investasi dan modal kerja pra-pengapalan bagi para eksportir.
Sejalan dengan upaya tersebut untuk mendorong permintaan dan mengembalikan kepercayaan pengusaha luar negeri, promosi ekspor dan pengiriman misi dagang ke luar negeri terus           ditingkatkan. Demikian pula diplomasi perdagangan ke luar negeri

lebih digalakkan agar hambatan perdagangan yang dihadapi para eksportir dapat dikurangi. Untuk memperluas potensi ekspor       sekaligus meningkatkan peran Usaha Kecil, Menengah, dan          Koperasi (UKMK), berbagai hambatan yang menyulitkan UKMK menjadi pelaku ekspor akan terus dihapuskan. Langkah ini diikuti       pula dengan langkah-langkah promosi ekspor di dalam negeri dan mendorong pendirian marketing point untuk menarik kunjungan pembeli luar negeri dan menarik minat dunia usaha          mengembangkan komoditi ekspor, meningkatkan pelayanan dan penyebar luasan informasi mengenai peluang pasar internasional        untuk meningkatkan pasar produk hasil UKMK. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran ekspor maka berbagai upaya untuk memperlancar distribusi bahan baku dan produk ekspor di dalam negeri, khususnya dari dan ke kawasan penghasil ekspor andalan,         terus ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan ekspor, telah dilakukan upaya peningkatan akses pasar dengan mendobrak hambatan perdagangan        di negara mitra dagang melalui berbagai kerjasama internasional          yang dilakukan baik secara multilateral, regional dan bilateral.         Dalam kerjasama multilateral untuk memperjuangkan akses pasar dilakukan upaya menjalin hubungan kerjasama multilateral dengan lembaga internasional komoditi dan badan-badan dunia antara lain WTO, UNCTAD, ANRPC, APCC, INRO, ESCAP, OKI, IPC, G-15 dan ITC. Sementara itu, dalam kerjasama regional yang aktif diikuti Indonesia antara lain adalah Association of South East Asian         Nations (ASEAN) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Dalam kerjasama ekonomi ASEAN hal-hal penting yang telah dilaksanakan adalah kerjasama CEPT-AFTA dan AICO. Sedangkan dalam kerjasama APEC hal-hal penting yang telah dilaksanakan      adalah liberalisasi dini (EVSL) APEC dan ECOTECH. Selain itu ASEAN memiliki kerjasama sub-regional IMT-GT, BIMP-EAGA         dan IMS-GT. Selanjutnya dalam kerjasama bilateral telah dilakukan

penandatanganan beberapa MOU dengan beberapa negara seperti Rusia, Australia (Food Inspection and Certification System) dan Banking and Payment Arrangement dan Bilateral Trading Agreement dalam rangka imbal dagang dengan Korea Selatan. Di samping itu juga telah dilakukan berbagai pertemuan bilateral dalam rangka mengatasi masalah dumping, subsidi, safeguard dan lain-        lain.

f. Otonomi Daerah

Salah satu agenda penting dalam reformasi ekonomi adalah menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan         kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,             pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta         perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-​     prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi tidak berarti terlepas dari negara kesatuan dan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang mengikat bangsa ini menjadi satu. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah kerangka peningkatan partisipasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Dengan batas-batas tersebut maka otonomi daerah itu         akan berpengaruh positip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah sudah menjadi kebutuhan dan keharusan karena perkembangan masyarakat serta lingkungan strategis mengharuskan kelincahan daerah dalam mengatasi krisis dan kendala serta memanfaatkan peluang. Di lain pihak, harus pula dijaga bahwa otonomi daerah tidak mengakibatkan makin besarnya kesenjangan antardaerah, tetapi justru harus mampu mendekatkan taraf kemajuan daerah satu dengan daerah lainnya.

Di bidang keuangan, otonomi daerah berarti adanya     pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali dan          memiliki sumber keuangannya sendiri dan menggunakannya dengan bertanggungjawab. Sedangkan di bidang politik, otonomi. daerah berarti rakyat di daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk       memilih sepenuhnya siapa yang pantas untuk memimpin daerahnya dan membawakan aspirasi daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Dalam rangka pemberian otonomi daerah secara nyata, peraturan otonomi daerah dan desentralisasi yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta peraturan        pelaksanaan lainnya dipandang belum mampu memenuhi tuntutan tersebut. Karena itu UU tersebut telah diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe​merintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Upaya melaksanakan secara efektif otonomi daerah ini         sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Namun langkah-langkah penting dalam rangka implementasi desentralisasi daerah telah dimulai secara bertahap. Dalam penyusunan anggaran pembangunan, langkah tersebut diawali dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mempersiapkan proses       penyusunan dokumen anggaran pembangunan (Daftar Isian Proyek). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan hasil pembangunan         benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Dalam rangka penyempurnaan mekanisme transfer dana           dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sarana         untuk mendorong perimbangan keuangan daerah, telah dirubah     alokasi dana Bantuan Inpres menjadi Dana Pembangunan Daerah (DPD). Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan
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yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan pembangunan.

Dalam upaya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola dana pembangunan daerah, maka berbagai bantuan daerah yang semula bersifat bantuan khusus (sektoral) dikelola langsung oleh instansi pemerintah pusat maka secara bertahap telah kita alihkan menjadi dana umum yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dengan berbagai langkah penyempurnaan tersebut, maka pemanfaatan dana pembangunan daerah diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan UU No.         22 dan No. 25 tahun 1999, saat ini tengah dipersiapkan berbagai PP dan langkah-langkah lainnya yang dibahas secara rinci di Bab V.
g.    Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1)    Pengelolaan Lingkungan Hidup

Potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di        Indonesia baik sumber daya di darat, di laut maupun di udara harus dikelola dan dimanfaatkan selaras dengan upaya untuk melestarikan lingkungan, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang     sebesar-besarnya. Dalam kaitan itu, saat ini telah dikeluarkan UU Nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tahun 1999 dan beberapa peraturan pelaksanaannya. UU ini merupakan penyempurnaan UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirasakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Hingga kini telah diundangkan empat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU

No. 23 Tahun 1997 yaitu PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85         Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian       Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL; dan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang       Pengendalian Pencemaran Udara.

Prinsip-prinsip reformasi yang tertuang dalam UU tersebut antara lain adalah prinsip transparansi yang memberikan penguatan terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; memberikan wewenang kepada Menteri untuk menetapkan pejabat pengawas termasuk wewenang Pemda untuk mengelola lingkungan hidup di daerah, baik lingkungan hidup alam, lingkungan hidup buatan, maupun lingkungan hidup sosial; serta pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan maupun       di luar pengadilan. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga merupakan kewajiban     kalangan dunia usaha, masyarakat, serta pelaku pembangunan         lainnya. Maka upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan dan         hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama.

Dalam rangka mempertahankan daya dukung dan          kelestarian fungsi lingkungan hidup laut telah dilakukan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan selain melalui upaya mempertahankan dan merehabilitasi kondisi fisik terumbu karang, juga dilakukan melalui pendekatan terhadap masyarakat sekitar pesisir. Bentuk pendekatan antara lain dengan membantu masyarakat pesisir/nelayan          mencarikan mata pencaharian alternatif. Untuk memanfaatkan        sumber daya pesisir dilakukan kegiatan ketransmigrasian dengan menempatkan penduduk baru dari daerah padat tangkap ke daerah yang masih rendah pendapatannya. Selain itu juga ditingkatkan

kepedulian masyarakat pesisir/nelayan terhadap kelestarian fungsi ekosistem mangrove, karena hal ini sangat terkait dengan          kelestarian biota laut.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan  Pemukiman

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan Perumahan         dan Permukiman untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak, sehat dan terjangkau khususnya oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di perdesaan,  
dalam tahun 1998/1999 telah dilaksanakan pembangunan rumah sederhana dan sangat sederhana sebanyak 103.490 unit; penyediaan prasarana air bersih di perkotaan dengan tambahan kapasitas          produksi 5.606 liter/detik yang dapat menambah pelayanan 5,8 juta jiwa. Selain itu dilaksanakan pula penanganan drainase di 20 kota metro/besar dan 189 kota sedang/kecil yang dapat melayani daerah genangan 12.470 ha bagi 850.700 jiwa; penanganan prasarana       sanitasi di 98 kota dapat melayani 1,98 juta jiwa dan persampahan         di 215 kota melayani 2,81 juta jiwa; perbaikan pemukiman kumuh perkotaan 6.660 ha di 118 kota, bermanfaat bagi 2 juta jiwa; perbaikan kawasan permukiman nelayan 780 ha di 134 kawasan, bermanfaat bagi 194.400 jiwa; penyediaan akses jalan lokal,        drainase dan air bersih untuk menunjang pembangunan 42.155 unit RS/RSS bermanfaat 210.775 jiwa; serta perbaikan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D) di 444 kawasan bermanfaat bagi 2,22 juta jiwa.

Kegiatan ini terus ditingkatkan dalam tahun 1999/2000 yaitu penyediaan prasarana air bersih di perkotaan dengan tambahan 3        juta jiwa; penanganan drainase di 20 kota metro/besar dan 200 kota sedang/kecil yang dapat melayani daerah genangan 14.064 ha bermanfaat bagi 1,06 juta jiwa; penangan prasarana sanitasi di 146
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kota melayani 4,64 juta jiwa dan persampahan di 220 kota melayani 3,5 juta jiwa; perbaikan pemukiman kumuh perkotaan 13.836 ha di 257 kota bermanfaat bagi 2,65 juta jiwa; serta kawasan permukiman nelayan 1.510 ha di 150 kawasan bermanfaat bagi 200 ribu jiwa. Di samping itu, dilaksanakan pula penyediaan PSD-PU (meliputi akses jalan lokal, drainase dan air bersih kawasan) untuk menunjang pembangunan 46.000 unit RS/RSS bermanfaat bagi 230 ribu jiwa, serta perbaikan prasarana dan sarana pada kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D) di 422 kawasan bermanfaat bagi 2,11      juta jiwa.

3) Restrukturisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Kebun

Hutan dan kebun sebagai sumberdaya alam yang terbarukan (renewable resources) merupakan sumberdaya alam yang memiliki peranan yang sangat strategis bukan hanya dalam mendukung perekonomian nasional tetapi juga strategis untuk menyangga        sistem kehidupan dan penentu kualitas lingkungan. Dari segi luas areal, hutan dan kebun menduduki luasan terbesar dalam        pemanfaatan lahan daratan, yaitu sekitar 72 persen. Oleh karena           itu, pendayagunaan sumberdaya hutan dan kebun kearah yang lebih baik akan memberikan dampak yang nyata terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan nasional. Untuk itu, disusun neraca sumberdaya alam sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumberdaya hutan dan kebun.

Kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun selama ini belum memberikan manfaat yang nyata bagi        kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Di samping itu, kebijaksanaan tersebut juga telah menyebabkan terpusatnya penguasaan sumberdaya kepada beberapa kelompok tertentu. Berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 1998, terdapat 422

HPH aktif dengan total luas areal kerja 51.530.410 hektar yang tersebar di 18 Propinsi di luar Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut mengelompok ke dalam 35 group, dimana 14 group diantaranya mengusahakan areal kerja yang sangat luas, yaitu lebih dari 500 ribu hektar per group, bahkan ada diantaranya yang menguasai areal      kerja lebih dari 2 juta hektar per group. Dalam usaha perkebunan yang lahannya berasal dari kawasan hutan, terdapat 19 group usaha besar yang mencakup 271 perusahaan dengan penguasaan areal seluas 3.491.549 hektar. Hal ini menunjukan struktur usaha di        sektor kehutanan dan perkebunan tidak sehat, sehingga         menimbulkan kesenjangan yang lebar, inefisiensi pemanfaatan sumberdaya, tidak terpeliharanya kelestarian sumberdaya hutan dan kebun, tertutupnya akses masyarakat terhadap sumberdaya dan manfaatnya serta tidak kondusif bagi pengembangan ilmu        pengetahuan dan teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Tekanan terhadap hutan dan kebun semakin meningkat     dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat dari meningkatnya pengangguran diberbagai sektor, terbatasnya ketersediaan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang negatif       sehingga menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang baru dan perlu segera untuk ditangani. Masalah lingkungan tersebut     diantaranya adalah meningkatnya pencurian hasil hutan dan kebun, perambahan areal hutan dan kebun serta eksploitasi hutan yang berlebihan.

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut diatas, melalui kebijaksanaan reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan telah dirumuskan paradigma baru yaitu : (i) pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan bertanggung gugat serta menekankan pada keseimbangan aspek sosial, ekologi dan ekonomi; (ii) mengubah

orientasi pengelolaan hutan yang mengutamakan produksi kayu (timber management) menjadi pengelolaan hutan yang menekankan pemanfaatan fungsi ganda; dan (iii) meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberikan hak, kesempatan dan dukungan yang lebih besar bagi usaha skala kecil, menengah dan koperasi dalam usaha kehutanan       dan perkebunan.

Reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan       bertujuan untuk meningkatkan rasa keadilan dan diperolehnya kehidupan masyarakat yang lebih baik; meningkatkan efisiensi dan manfaat pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun; meningkatkan keterjaminan kelestarian hutan dan fungsi hutan; dan meningkatkan partisipasi, serta hak dan tanggung jawab masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan kebun.

Reformasi dilaksanakan melalui penataan kembali aspek-            ​aspek yang selama ini menghalangi, menghambat, atau bahkan meniadakan upaya-upaya mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan diuraikan di atas. Aspek tersebut mencakup aspek nilai, etika, moral yang melandasi pengambilan keputusan       dan perilaku para pelaku yang terlibat di dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan, serta aspek struktural dan kultural yang melandasi tindakan operasional seperti peraturan perundang​-        undangan dan organisasi.

Sebagai landasan untuk melakukan reformasi secara menyeluruh di bidang kehutanan, telah diundangkan Undang-       Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang ini pada prinsipnya menyempurnakan Undang-Undang Nomor 5          tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Kehutanan. Dalam Undang-Undang yang baru, penekanan diberikan pada aspek penyempurnaan penyelenggaraan kehutanan yang lebih menjamin

terwujudnya manfaat hutan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat      secara berkeadilan dan berkelanjutan.

            Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 telah dilaksanakan : (i) penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan               hutan dengan menetapkan batas luas maksimum areal hak pengusahaan hutan yaitu seluas 100.000 hektar per unit perusahaan            per propinsi untuk pengusahaan hutan alam dan hutan tanaman di              luar Jawa dan Irian Jaya dan seluas 200.000 hektar untuk Irian Jaya. Batas maksimum hak pengusahaan hutan secara nasional untuk tiap kelompok perusahaan ditetapkan seluas 400.000 hektar; (ii) melaksanakan lelang untuk memperoleh Hak Pengusahaan Hutan      (HPH) yang mempunyai areal di atas 50.000 hektar; (iii) memberikan prioritas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi,        antara lain koperasi pondok pesantren serta masyarakat setempat          dalam pemanfaatan hutan dalam luasan lebih kecil dari 50.000 hektar, pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dan pengembangan hutan rakyat; (iv) pengembangan pengusahaan hutan kemasyarakatan (HKm), perhutanan sosial dan hutan rakyat untuk mendorong usaha kehutanan secara serba guna yang dikelola oleh koperasi, usaha kecil dan menengah, pondok pesantren serta lembaga keagamaan lainnya; (v) dalam usaha perkebunan telah ditetapkan batas luas maksimum untuk perkebunan non tebu seluas 20.000 hektar per unit perusahaan per propinsi dan 100.000 hektar
 untuk seluruh Indonesia, serta 60.000 hektar untuk perusahaan perkebunan tebu per unit perusahaan per propinsi dan 150.000      hektar untuk seluruh Indonesia; (vi) mengembangkan koperasi​koperasi usaha perkebunan, mulai dari tingkat primer hingga induk          serta gabungan induk koperasi perkebunan sebagai basis          pemberdayaan pekebun; (vii) mengembangkan perusahaan patungan antara koperasi perkebunan dengan usaha perkebunan besar swasta            dan BUMN Perkebunan melalui beragam bentuk pola              pengembangan perkebunan, yang minimal 20 persen saham
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dikuasai oleh koperasi pada tahun awal pembentukan perusahaan patungan dengan opsi lpersen per tahun disesuaikan dengan                  kondisi  dan  perkembangan  koperasi  dan  perusahaan; (viii) mengembangkan pola pengembangan usaha perkebunan yang disesuaikan dengan karakteristik khas daerah.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara menyeluruh, berkeadilan dan          berkelanjutan, dengan menjamin keberadaan hutan dan kebun pada Iuasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, diterapkan kebijaksanaan untuk membatasi konversi hutan alam untuk          penggunaan non kehutanan. Pemanfaatan sumberdaya hutan dan           kebun lebih diarahkan untuk memperoleh manfaat ganda sebagai pengembangan dari pemanfaatan yang selama ini masih            terkonsentrasi pada pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Upaya            yang telah dan sedang dilaksanakan meliputi : (i) pemantapan perencanaan hutan dan kebun; (ii) mengakomodasi hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sepanjang menurut kenyataan             masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (iii) meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya          hutan melalui penataan kembali hak pengusahaan hutan; (iv) menserasikan kemampuan penyediaan bahan baku dengan kapasitas industri hasil hutan dalam suatu wadah pembinaan yang mantap; (v) mendorong usaha pengembangan hasil hutan non kayu; (vi) pengembangan usaha wisata alam baik di hutan produksi dan hutan lindung maupun di kawasan konservasi seperti taman nasional,       taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru; (vii) pengembangan jasa lingkungan, antara lain perintisan perdagangan carbon dan pengelolaan usaha sumber air; (viii) menjaga                keberadaan hutan dan memelihara kelestarian fungsinya melalui            kegiatan rehabilitasi, konservasi dan perlindungan; (ix) untuk mendukung peningkatan kualitas manajemen serta produktivitas           hutan dan kebun dengan meningkatkan kualitas sumberdaya
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manusia serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna telah dilaksanakan : a) alokasi kawasan hutan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan (land grant college) untuk perguruan tinggi; b) mewajibkan dunia usaha di bidang kehutanan menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan       latihan, serta penyuluhan kehutanan; c) menggalang dunia usaha di bidang kehutanan dan perkebunan untuk menghimpun dana bersama (levy and grant) guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, latihan dan penyuluhan perkebunan         serta promosi komoditas perkebunan.

4)  Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Sumber Devisa

Selanjutnya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya         alam diupayakan untuk menjadi sumber penerimaan devisa dan sekaligus sebagai penggerak perekonomian nasional. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatannya terus dilaksanakan upaya inventarisasi potensi sumber daya alam melalui peningkatan ketersediaan data dan informasi, antara lain dengan memanfaatkan teknologi remote sensing. Sumber daya migas, panas bumi, dan         bahan galian tambang yang beragam seperti batubara, timah, nikel, emas, perak, tembaga, bauksit dan bahan galian C merupakan komoditi sangat penting bagi perekonomian negara termasuk         ekspor, yang lokasinya tersebar di berbagai daerah. Saat ini sedang disusun peta tematik yang memuat sumberdaya mineral dan energi         di wilayah laut, disertai batas-batas administratif propinsi dan kabupaten/kota, guna memudahkan dan memperjelas proses pengelolaan antara pusat dan daerah. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan pemantauan, pengawasan dari inspeksi lapangan         sedemikian rupa sehingga keberlanjutan sumberdaya dapat terjamin.

Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan devisa ekspor hasil pemanfaatan sumber daya alam lebih digalakkan. Supaya rente sumberdaya (resource rent) menjadi lebih besar maka ekspor diarahkan pada produk hasil olahan dan bukannya bahan mentah        yang langsung dieksploitasi dari sumberdaya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini telah menunjukkan bahwa industri          dengan kandungan lokal yang tinggi memiliki ketahanan lebih baik dan bahkan menjadi motor penggerak ekspor. Oleh sebab itu dalam rangka pemulihan dan peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia, industri-industri yang mempunyai kandungan lokal yang tinggi, khususnya industri berbasis sumber daya alam, lebih didorong pertumbuhannya.

Dalam kaitan itu, industri yang mengolah hasil-hasil       pertanian (agroindustri) lebih dikembangkan mengingat Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage)          berupa dukungan sumber daya alam yang melimpah. Pengembangan agroindustri juga akan mendorong dan mendinamisasi sektor perekonomian lainnya, terutama pertanian dan jasa distribusi, serta memungkinkan adanya transformasi struktural dari sektor pertanian        ke sektor industri secara lebih mulus. Pengembangan agroindustri antara lain dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian, termasuk perikanan, peternakan,         perkebunan dan kehutanan. Demikian pula diupayakan peningkatan kemampuan pemasaran produk agroindustri yang didukung oleh penyempurnaan kemampuan teknologi dari usaha-usaha          agroindustri. Akses usaha agroindustri, terutama UKMK, terhadap informasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan        produktivitas proses pengolahan lebih ditingkatkan. Hal ini meningkatkan kualitas produk utamanya untuk pasar ekspor, serta meningkatkan pilihan proses yang efisien dan ragam produk yang potensial dikembangkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut pajak ekspor yang saat         ini dikenakan kepada beberapa komoditas hasil pemanfaatan sumber daya alam secara bertahap dikurangi. Dalam rangka           mengoptimalkan sumberdaya kelautan, pengamanan perairan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terus ditingkatkan; perjuangan de yure atas wilayah laut nasional di forum PBB terus dilanjutkan; dan hambatan tarif dan nontarif untuk impor semua         jenis kapal dan peralatannya telah dikurangi. Di samping itu           dilakukan pula penyederhanaan prosedur perizinan untuk         penangkapan ikan dan pemberian kredit modal kerja, serta pengembangan kredit usaha perikanan skala kecil. Sedangkan untuk budidaya perikanan laut, dan budidaya tambak, penanganan pasca panennya terus ditingkatkan, disertai dengan sistem standarisasi         mutu yang terus dikembangkan.

Kegiatan pariwisata merupakan andalan bagi penerimaan devisa. Namun berbagai gejolak sosial-politik yang berdampak        negatip terhadap citra Indonesia di luar negeri telah mengakibatkan penurunan drastis jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Dalam tahun 1998 jumlah wisman hanya mencapai 4,6 juta, atau menurun sebesar 11,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemulihan         kepercayaan masyarakat luar negeri adalah kunci utama untuk        menarik wisatawan mancanegara berkunjung kembali ke Indonesia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk memulihkan citra Indonesia di dunia internasional terus ditingkatkan. Melalui kebijaksanaan yang komprehensif dengan didukung kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif maka dalam periode Januari sampai Mei 1999 jumlah kunjungan wisman menunjukkan peningkatan sebesar 8,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 1998. Sementara itu,      berkenaan dengan pemantapan otonomi daerah guna pengembangan potensi pariwisata dilakukan pelimpahan wewenang pemberian ijin usaha pariwisata kepada jajaran aparat di daerah. Selain itu untuk

menjaring wisman lanjut usia (lansia), diberikan kemudahan ijin         bagi wisman untuk tinggal terbatas selama satu tahun dan jaminan perpanjangan selama lima kali berturut-turut. Sejalan dengan itu, upaya yang terus dilaksanakan di bidang pariwisata antara lain        adalah menciptakan dan memantapkan suasana yang kondusif untuk mendukung Indonesia sebagai negara tujuan wisata dunia, serta meningkatkan promosi kepariwisataan. Langkah-langkah tersebut diikuti pula dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata.
Dengan tetap memperhatikan keterbatasan dana, pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata terus ditingkatkan antara lain melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya, dalam rangka menarik penanaman modal asing di sektor pariwisata sedang dilaksanakan penghapusan berbagai hambatan investasi dan diberikan insentif        bagi investor asing. Berbagai langkah peningkatan pariwisata       tersebut di atas diikuti oleh langkah-langkah untuk terus memelihara dan meningkatkan pelayanan transportasi pada daerah tujuan wisata.
h. Transparansi Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro
Salah satu agenda yang harus dilaksanakan dalam reformasi ekonomi adalah mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan. Transparansi kebijakan akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaannya. Berbagai langkah reformasi untuk meningkatkan transparansi kebijakan ini telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir oleh kantor menko, departemen-departemen dan lembaga-lembaga non departemen.
Untuk memudahkan pengawasan oleh masyarakat dan meningkatkan transparansi kebijaksanaan makro secara signifikan,

pengelolaan seluruh keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Semua penerimaan pemerintah harus dimasukkan ke dalam APBN. Dalam kaitan itu juga dikembangkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai penyusunan kebijakan fiskal seperti mekanisme pengaturan dan penentuan harga sarana dan prasarana umum, restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan pengawasan, peningkatan sistem pengendalian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, peningkatan peran pengawasan dari masyarakat        termasuk lembaga pengawasan fungsional, penyempurnaan pengaturan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan-kegiatan         yang dilakukan oleh pemerintah (Keppres 16/1994), dan pengaturan pemberian kontrak yang melibatkan sektor swasta. Untuk itu, masyarakat berhak secara lebih seksama menilai keputusan dan peraturan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
Seperti dikemukakan sebelumnya, dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, telah ditetapkan Undang-undang Bank Sentral Nomor 23 Tahun 1999 yang memberikan kemandirian kepada Bank Indonesia untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan perbankan dengan tegas. Undang-undang ini memberikan kebebasan pada Bank Sentral untuk memutuskan suatu kebijaksanaan moneter tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian diharapkan penerapan dan penegakan peraturan dapat dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat dapat dihilangkan.

Dalam kebijaksanaan yang bersifat mikro, peningkatan transparansi diperlukan untuk menetapkan kriteria bagi pengelolaan dan privatisasi aset negara, termasuk kriteria untuk menentukan

penanganan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti restrukturisasi, privatisasi dan likuidasi. Pemerintah memberikan gambaran yang sesungguhnya dan seutuhnya kepada masyarakat mengenai perusahaan-perusahaan baik BUMN ataupun swasta yang terbuka (go public) melalui berbagai kebijaksanaan yang mengatur tentang keterbukaan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit        dan tentang penerbitan laporan tahunan bagi semua perusahaan pemerintah. Dalam bidang investasi, mekanisme yang transparan       yang berkaitan dengan penanaman modal terus dikembangkan       melalui penetapan bidang usaha serta kriteria mengenai pemberian insentif investasi tax holiday. Penetapan pelayanan perizinan satu       atap baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Dati I dan Dati II), akan menghasilkan pelayanan perizinan investasi yang lebih sederhana, lebih cepat, tepat waktu dan murah serta menghilangkan kegiatan yang bersifat tumpang tindih antar instansi.

Reformasi kebijaksanaan ekonomi juga dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan dan menyiapkan daya saing dunia         usaha menghadapi persaingan perdagangan global. Untuk itu, saat            ini telah diselesaikan penyusunan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga kegiatan            usaha dapat lebih efisien, adil, dan beretika. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menghilangkan praktek usaha yang curang        seperti monopoli dan oligopoli serta memberikan ruang gerak dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam berusaha sehingga mendorong terciptanya efisiensi dan inovasi dalam perekonomian nasional. Penyalahgunaan posisi dominan dan         praktek-praktek yang dapat menghambat persaingan atau menyebabkan penyimpangan dalam persaingan dilarang, sehingga memberikan ruang gerak yang luas bagi keterlibatan seluruh masyarakat, khususnya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK), dalam kegiatan dunia usaha nasional. Persaingan usaha        yang sehat akan menguntungkan konsumen karena memungkinkan

tersedianya barang yang bermutu baik, dengan harga yang      kompetitif. Agar undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan efektif, antara lain telah dan sedang dilakukan langkah-langkah: pembentukan komisi pengawas; penyusunan petunjuk dan peraturan pelaksanaan; dan sosialisasi undang-undang serta produk ikutannya tersebut secara intensif dan luas; dan pelaksanaan pengawasan implementasi undang-undang tersebut.
3.
Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka pemulihan ekonomi sekaligus menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi yang         berkelanjutan terdapat masalah-masalah berikut yang perlu segera ditangani. Pertama, masih banyaknya masalah-masalah struktural       dan hambatan berusaha untuk tercapainya perekonomian yang sehat dan kuat. Kedua, perlu disempurnakannya upaya-upaya        perlindungan sosial terhadap masyarakat kurang mampu. Krisis menunjukkan bahwa tidak adanya sistem perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, semakin memperparah krisis dan menyulitkan tercapainya proses pemulihan. Ketiga, krisis ekonomi telah mengurangi kemampuan membangun prasarana, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Keempat, krisis juga menunjukkan lemahnya kelembagaan pemerintah, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun dalam mengatasi masalah-masalah krisis. Kelima, meningkatkan peran iptek dalam pemulihan ekonomi.

  a.    Membangun Kembali Perekonomian

1) Restrukturisasi Perbankan

Pemulihan sistem perbankan sangat penting . untuk menggerakkan kembali kegiatan ekonomi. Upaya ini pada awalnya berjalan lambat dan bahkan beberapa bulan terakhir ini mengalami kemunduran. Oleh karena itu momentum pemulihan perbankan           perlu didorong kembali. Dua tugas pokok yang saling terkait dalam program ini adalah merampungkan program ini secara tuntas serta memelihara secara sungguh-sungguh kemajuan yang sudah dicapai sebelumnya. Tertundanya setiap tahapan dalam proses ini akan meningkatkan biaya restrukturisasi yang pada gilirannya akan memperlambat proses pemulihan ekonomi.

2) Restrukturisasi Utang Perusahaan

Program restrukturisasi utang perusahaan juga berjalan lamban. Walaupun mekanisme penyelesaian utang yang ada cukup efektif. Hal ini disebabkan utang perusahaan ini melibatkan ratusan perusahaan dalam negeri dan kreditor di banyak negara. Selain itu lambannya program restrukturisasi utang perusahaan juga          disebabkan oleh sistem peradilan dan undang-undang kepailitan          yang dirasakan belum berfungsi dengan baik. Namun demikian, jika masalah ini tidak segera dituntaskan pemulihan sektor riil akan mandeg.

3) Utang Pemerintah dan Keseimbangan Anggaran  Negara

Dalam 2 tahun terakhir bantuan luar negeri dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran yang membengkak, terutama          untuk stimulus fiskal yang diarahkan untuk mengatasi dampak krisis

pada penduduk berpenghasilan rendah. Tetapi, cara pembiayaan ini tidak dapat berlangsung terus-menerus. Keterbatasan pembiayaan           ini dihadapkan dengan meningkatnya kebutuhan seperti untuk rekapitalisasi perbankan, reformasi aparatur negara, desentralisasi,        dan pembayaran utang luar negeri. Dalam beberapa tahun         mendatang, tingkat pengeluaran negara diarahkan untuk semakin      sesuai dengan tingkat penerimaan dalam negeri. Untuk itu, prioritas pengeluaran perlu dikaji kembali secara menyeluruh dan dipertajam sesuai dengan perekonomian yang diperkirakan membaik. Berbagai subsidi, yang secara umum disediakan untuk mengurangi dampak krisis, secara bertahap perlu dihapuskan. Biaya rekapitalisasi perbankan perlu ditekan dengan mengupayakan pengembalian          secara maksimal asst bank-bank yang direkapitalisasi. Prioritas pengeluaran pembangunan dipertajam. Sementara itu, perlu          dilanjutkan upaya penjadwalan kembali (rescheduling) utang luar negeri pemerintah melalui Paris Club. Pada saat yang sama, upaya menggali penerimaan dalam negeri harus lebih ditingkatkan melalui pembenahan kelembagaan untuk menghasilkan penerimaan dalam negeri yang lebih tinggi.

4)   Pengurangan Hambatan Berusaha

Pengurangan hambatan berusaha merupakan upaya penting untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan investasi. Sejak         pertengahan tahun 1984, berbagai hambatan telah dikurangi antara          lain melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diarahkan terutama untuk mendorong kegiatan ekspor. Meskipun demikian         masih banyak praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan pungutan         tidak resmi yang harus dihilangkan.
Dengan pengurangan hambatan berusaha ini, kegiatan-                ​kegiatan usaha akan mempunyai prospek yang cerah utamanya yang berdasarkan keunggulan komparatifnya antara lain industri yang

berorientasi ekspor, industri yang berbasiskan sumber daya alam termasuk industri pertanian dan perikanan, serta industri yang          banyak menyerap tenaga kerja. Dalam jangka panjang daya saing industri ini perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi,     peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pengelolaan manajemen perusahaan. Proses industrialisasi mendatang perlu didukung oleh sektor pertanian yang kokoh. Dalam kaitan         pengurangan hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa-
beberapa kebijakan yang perlu terus dilakukan antara lain: i)         penurunan tarif impor, ii) penyederhanaan prosedur investasi, dan             iii) pengurangan hambatan perdagangan di dalam negeri.
5) Reformasi Hukum dan Peradilan dalam Kaitannya dengan Pembangunan Bidang Ekonomi

Reformasi di bidang hukum dan perundang-undangan merupakan keharusan bagi pemulihan ekonomi dan kelangsungan pembangunan. Kepastian hukum dan peradilan akan mengurangi       resiko dalam berusaha. Kemajuan di bidang hukum dan peradilan di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan standar internasional.         Saat ini masyarakat dan kalangan usaha merasakan bahwa kepastian hukum dan peradilan masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu kelemahannya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat pada sistem hukum yang ada dan yang dapat memberikan keputusan adil dan terbuka. Kelemahan lainnya adalah kurang efektifnya UU tentang Kepailitan, tidak adanya perundangan yang menjamin keberadaan agunan bagi kreditor, dan banyaknya tuduhan praktek-praktek KKN         di dalam peradilan. Pengalaman selama krisis menunjukkan bahwa kelemahan di bidang hukum dan peradilan ini turut berperan dalam memperparah krisis ekonomi dan menghambat program stabilisasi.

b. Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Kurang Mampu

Krisis ekonomi telah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah penduduk yang berada di         bawah garis kemiskinan. Selama krisis berlangsung, berbagai        program darurat dilakukan terutama untuk mengurangi         memburuknya taraf hidup masyarakat kurang mampu. Dalam           jangka pendek, prioritas program jaring pengaman sosial (JPS)          dalam upaya melindungi masyarakat kurang mampu perlu          dipertajam dan diarahkan pada dua hal. Pertama, penyempurnaan sistem JPS yang semula terdiri dari keluarga Pra sejahtera dan         keluarga Sejahtera I ditajamkan menjadi keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I karena alasan ekonomi ditambah dengan          kriteria-kriteria lainnya seperti rawan pangan, putus sekolah, PHK, keluarga cacat, dan sebagainya. Dan kedua, pemberdayaan         masyarakat miskin agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam jangka panjang program yang bersifat darurat ini         perlu digantikan oleh kebijakan yang bersifat jangka panjang,         terarah, dan mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah program pemberdayaan keluarga         miskin. Alternatif yang lain adalah dengan mengembangkan          program jaminan sosial yang sudah ada seperti Jamsostek atau program-program sosial yang saat ini berjalan.
c. Pembangunan Prasarana Pembangunan

Tekanan yang besar pada keuangan negara dan berbagai         beban pembangunan yang harus dibiayai oleh pemerintah mengakibatkan berkurangnya kemampuan APBN antara lain untuk membangun prasarana baru. Untuk itu fungsi dari prasarana‑
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prasarana yang sudah ada harus dipelihara agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan prasarana ini bagi pemulihan ekonomi.

Akibat krisis ekonomi, pembangunan prasarana baru telah melambat dalam dua tahun terakhir ini. Permintaan akan prasarana diperkirakan baru akan tumbuh setelah perekonomian pulih. Dengan beban yang tetap berat pada keuangan negara nantinya, partisipasi swasta dalam pembangunan prasarana perlu ditingkatkan dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. Saat ini banyak BUMN yang bergerak dalam bidang pembangunan prasarana mengalami kesulitan keuangan. Dengan kondisi ini, prasarana-prasarana yang pembangunannya sebelumnya diserahkan kepada swasta sulit diambil alih.

Beberapa kasus yang terjadi dalam kerja sama antara        BUMN dan swasta ini perlu dijadikan pelajaran yang berharga       dalam pengembangan program kemitraan pemerintah dan swasta di bidang prasarana. Dalam masa mendatang pembangunan prasarana baru harus dilakukan secara cermat, didasarkan pada kebutuhan riil yang diperlukan oleh masyarakat, diprioritaskan pada proyek yang sudah berjalan, dan dengan memasukkan biaya operasi serta pemeliharaan pada prasarana yang sudah ada untuk mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang dan penyesuaian teknologi yang diperlukan. Pembangunan prasarana baru akan diupayakan semakin effektif dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan prasarana oleh pemerintah dilakukan dengan desentralisasi dan korporatisasi, serta lebih diarahkan pada pemberdayaan kemampuan masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam kegiatan pembangunan, pengoperasian/pemeliharaan maupun pengawasan langsung oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Peran aktif dunia usaha/swasta juga didorong untuk mengambil inisiatif yang lebih besar dalam penyediaan pembiayaannya, dan pemerintah akan

memberikan dukungan sepenuhnya agar pembiayaan rehabilitasi prasarana dapat diperluas melalui sumber pembiayaan non         pemerintah.

d.  Reformasi Kelembagaan Pemerintah

Pemerintahan yang efektif merupakan pilar utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Krisis ekonomi yang terjadi saat         ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah yang ada kurang         mampu untuk menyesuaikan diri dan mengantisipasi berbagai         dampak yang terjadi. Untuk itu reformasi kelembagaan pemerintah merupakan tuntutan yang tidak terhindarkan terutama untuk menghadapi tantangan globalisasi yang makin kuat dan tuntutan otonomi daerah yang makin berkembang.

Empat masalah utama yang dihadapi dalam rangka mewujudkan good governance: i) kelembagaan pemerintah yang kurang efektif dan efisien, ii) tuntutan pengalihan kewenangan yang makin besar kepada daerah melalui desentralisasi, iii) kemampuan aparatur pemerintah yang belum memadai, serta iv) belum          efektifnya pengelolaan pengeluaran keuangan negara. Namun      demikian, upaya untuk melakukan reformasi kelembagaan         pemerintah ini sangat rumit dan harus diselesaikan secara bertahap sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang panjang.
e.   Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sejalan dengan usaha meredakan krisis ekonomi diperlukan pula upaya-upaya untuk mendorong kegiatan perekonomian antara        lain dengan memperkuat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya ini sekaligus diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dalam perekonomian yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan itu tengah

diupayakan mobilisasi sumber daya dan lembaga ilmu pengetahuan          dan teknologi yang diarahkan kepada :

· Revitalisasi Momentum Pembangunan – mengarahkan sumber        daya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi dampak       krisis serta memanfaatkan peluang yang terbuka untuk         merevitalisasi momentum pembangunan.

· Pemapanan Sosial Politik – mengkaji berbagai perubahan         paradigma serta menelaah kelemahan struktural kelembagaan        sosial politik yang perlu diatasi secara berkelanjutan untuk memperkuat tatanan pembangunan nasional.

· Pemberlanjutan Pembangunan Ekonomi – memperkuat dan meningkatkan efektivitas dukungan ilmu pengetahuan dan         teknologi serta meningkatkan insentif untuk memperkuat struktur sistem produksi nasional.

· Reposisi Kelembagaan Ilmu pengetahuan dan teknologi –     meletakkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar       dapat memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

· Peningkatan Keunggulan dan Kemandirian – peningkatan daya         serap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan         menumbuhkan kemampuan inovasi sebagai landasan           pembentukan kemandirian dan keunggulan dalam menghadapi persaingan global.

· Penyelarasan Dengan Perkembangan Global – Mengembangkan         dan mengelola berbagai aspek yang merupakan keprihatinan         global, serta meningkatkan kompatibilitas pembangunan nasional dengan perkembangan global.

Upaya untuk memperkuat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut perlu dilandasi dengan upaya memperkuat kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh karena itu saat ini tengah disiapkan konsep RUU Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, revitalisasi Dewan Riset Nasional, dan merumuskan konsep Dewan Riset Daerah untuk memperkuat kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

C.
POLITIK
1.
Tujuan dan Sasaran

Dalam era reformasi, prioritas utama bidang politik antara     lain adalah membangun kehidupan politik yang demokratis, stabil, dan konstitusional. Pembangunan di bidang politik ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sendi kehidupan            bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis-konstitusional ini dilakukan melalui       perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. Partisipasi dan kebebasan politik perlu dijamin dan sekaligus dijaga agar kebebasan sebagai nilai utama demokrasi berdiri sejajar dan setara dengan tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan bangun politik yang berdasarkan kedaulatan rakyat serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi      yang tengah berlangsung, pemerintah telah mendapatkan mandat untuk meningkatkan kehidupan politik yang lebih demokratis dan stabil. Dengan terciptanya kestabilan dan demokrasi politik, kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan negara dan

pembangunan sangat diharapkan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan kepercayaan politik ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi politik rakyat yang merupakan cerminan dari proses demokrasi yang lebih sehat dan berkembang. Dengan dukungan kepercayaan seluruh rakyat dan partisipasi politik secara tertib,         maka penegakan kembali wibawa dan legitimasi pemerintah dapat cepat terwujud.

Pemerintah terus melakukan dan mendorong terciptanya kehidupan politik yang demokratis dan sehat serta pemerintahan         yang kuat, bersih, dan berwibawa yang pada akhirnya mendorong terciptanya ketertiban. Suasana tertib ini akan mampu menciptakan suasana yang menjamin ketenangan dan ketenteraman dalam masyarakat di seluruh tanah air. Suasana tertib, tenang, dan aman ini merupakan faktor penentu dalam proses penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi yang sekarang sedang berlangsung.

2.
Langkah-langkah yang Dilakukan dan Hasil-hasil yang Dicapai

Pemerintah telah berusaha secara optimal melaksanakan, memantau, dan mengawasi hal-hal yang telah menjadi ketetapan       MPR dalam Sidang Istimewa (SI) MPR 1998 untuk menjamin pembaharuan dalam bidang politik dan mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah sebagai          berikut.

a.   Pembenahan Kelembagaan Politik

Dalam rangka peletakan dasar-dasar demokrasi yang lebih      baik sesuai dengan amanat konstitusi, telah diupayakan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan politik. Kondisi

ini dicapai melalui berbagai penyempurnaan dan pembenahan kelembagaan politik. Pembenahan kelembagaan politik antara lain dilakukan dengan pembuatan undang-undang politik yang sesuai          dan sekaligus mendukung proses demokratisasi dan mencabut         berbagai aturan perundangan yang menjadi penghambat bagi pencapaian demokratisasi. Pembuatan Undang-undang Politik telah dilaksanakan dengan disahkannya Undang-undang No. 2 Tahun           1999 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 3 Tahun 1999       tentang Pemilihan Umum. Undang-undang No. 4 Tahun 1999           tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.         Selanjutnya UU No. 5 Tahun 1985 dicabut dan digantikan dengan           UU No. 6 Tahun 1999 tentang Referendum. Sebagai tindak lanjut        dari TAP MPR No. XVIII/MPR/1998, keberadaan lembaga BP-7       pusat dan daerah dihapuskan, yang selama orde baru menjadi wadah dalam mengembangkan monopoli interpretasi terhadap pemahaman Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999     tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik        yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 5 Tahun 1999 selain dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme         pegawai negeri sipil juga untuk menjaga netralitas pegawai negeri        sipil dari kepentingan kekuatan politik tertentu. Sejalan dengan PP tersebut, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bersama​-        sama dengan pimpinan instansi pemerintah telah menginstruksikan anggotanya untuk bebas menentukan pilihannya dalam Pemilu           1999. Sikap ini selain harus dipertahankan juga harus            dikembangkan untuk membentuk aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang netral, tidak diskriminatif dan bukan sebagai alat partai politik yang berkuasa.

Agar undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dapat dipahami oleh semua aparat dan seluruh masyarakat, telah dilaksanakan upaya memasyarakatkan undang-undang tersebut         beserta peraturan pelaksanaannya secara terbuka dan menyeluruh         agar dapat mendukung sasaran yang ingin dicapai dengan      disahkannya undang-undang tersebut.

Dengan telah ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, tercatat 141 partai politik (parpol) yang mendaftarkan diri, termasuk tiga partai politik yang telah ada sebelumnya. Setelah melalui verifikasi oleh tim independen, hanya 48 parpol yang memenuhi syarat mengikuti pemilu.

Agenda nasional yang erat kaitannya dengan UU politik     adalah pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik pada tanggal 7 Juni 1999. Dalam kaitan dengan         penyelenggaraan Pemilu, telah dikeluarkan Keppres No. 77 Tahun 1999 untuk membentuk Komite Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pembentukan KPU        dan penunjukan anggotanya dimaksudkan agar KPU dapat berperan secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi pemerintah      di dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemilu yang          jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, telah dilakukan pengawasan oleh badan pengawas yang mandiri. Badan ini      didampingi oleh lembaga-lembaga independen pemantau Pemilu       yang tumbuh dari inisiatif masyarakat dan komunitas internasional. Pemantau-pemantau pemilu tersebut antara lain: Komite            Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum Rektor, University Network for a Free and Fair Election (UNFREL), parpol-parpol peserta Pemilu dan beberapa LSM dalam negeri lainnya serta

pemantau asing seperti European Union, Carter Center, National Assembly for Monitoring Free and Fair Election (NAMFREL), dan lainnya. Dengan demikian telah dilakukan peningkatan secara nyata upaya pemberdayaan peranan pengawasan terhadap          penyelenggaraan Pemilu baik yang dilakukan oleh lembaga negara, lembaga politik, maupun kemasyarakatan.

Pembenahan kelembagaan politik ditujukan untuk       membentuk sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan        rakyat. Suatu sistem politik yang demokratis selalu menuntut          adanya peran serta masyarakat. Peran serta politik rakyat ini diperlukan untuk ikut menentukan secara aktif dan mengawasi         proses pembuatan kebijakan politik, sehingga dapat dijamin bahwa suara rakyat terwakili dalam kebijakan politik tersebut.

Dalam kaitan dengan partisipasi politik, peraturan perundangan yang digunakan telah mengacu pada tata nilai dan budaya masyarakat yang beragam seperti dicerminkan dalam kebhinekaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan reformasi politik melalui pembenahan kelembagaan telah memperhatikan penegakan kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap adanya keberagaman baik dari masyarakat, organisasi       politik maupun organisasi masyarakat sejauh keberagaman tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah telah melaksanakan agenda reformasi di dalam penghormatan keberagaman asas atau ciri, aspirasi dan program organisasi sosial politik, serta organisasi kemasyarakatan melalui:         (a) pengupayaan saluran penyampaian aspirasi, sehingga memungkinkan makin intensifnya penyerapan aspirasi masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi politik; (b) pengupayaan kegiatan dialog untuk lebih memperluas saluran penyampaian aspirasi; (c) pemasyarakatan cara-cara penyampaian

aspirasi yang obyektif, jujur, dan bertanggung jawab; (d) pengembangan etika, moral, dan budaya politik yang          memungkinkan berjalannya proses demokratisasi; (e) peningkatan peran dan fungsi suprastruktur politik untuk dapat berperan secara optimal; serta (f) peningkatan peran dan fungsi organisasi kekuatan sosial politik untuk memperkuat saluran penyampaian aspirasi masyarakat.

Dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun selama         lebih dari tiga dasawarsa telah terjadi pemusatan kekuasaan pada eksekutif di bawah kontrol lembaga kepresidenan. Kekuasaan yang terpusat dan tertutup ini telah mengakibatkan tidak berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan dan masyarakat secara proporsional dan memudahkan timbulnya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dilakukan pembagian secara tugas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Penyusunan undang-undang tentang pembagian kewenangan yang tugas dan proporsional mengenai kekuasaan eksekutif,        legislatif, dan yudikatif dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu sistem kelembagaan dan agar terjadi perimbangan kekuasaan dan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kenegaraan. Pemasyarakatan undang-undang tentang pembagian wewenang ini sangat penting di dalam memberikan pemahaman yang benar terhadap isi dan makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Pemahaman yang benar dari aparat dan masyarakat sangat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan negara.
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Langkah reformasi dalam rangka pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antarlembaga ini telah dilaksanakan melalui pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan atas Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah melalui penanganan satu atap dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman menjadi       berada di bawah Mahkamah Agung. Demikian pula dengan adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang        Pokok-pokok Kepegawaian, status para hakim yang semula       berstatus pegawai negeri sipil akan berubah menjadi pejabat negara.
Untuk melaksanakan pemisahan kewenangan ini, telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1999 tanggal 17    Maret 1999 yang menugaskan kepada suatu tim kerja terpadu untuk membantu Presiden dalam melaksanakan pengkajian pemisahan kewenangan fungsi yudikatif dan eksekutif. Diharapkan tim tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi, antara lain perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak lagi mendukung perwujudan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka.

b. Penciptaan Pemerintahan yang Bersih dan      Peningkatan Pengawasan Pembangunan

Dalam era pasca orde baru, kebijakan-kebijakan publik dituntut untuk selalu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya keterbukaan akan memudahkan pengawasan dari         masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuhkan kebertanggungjawaban. Tumbuhnya kebertanggungjawaban ini diharapkan akan mengubah sikap dan perilaku birokrasi. Pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab serta melayani masyarakatnya

telah menjadi harapan dan sekaligus tuntutan. Untuk itu, pemerintah telah mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan undang-undang.
Agenda untuk menciptakan pemerintah yang bersih yang      telah dan akan terus dilaksanakan antara lain meliputi kegiatan: (a) pelaksanaan tindakan nyata untuk menghilangkan KKN secara sistematis, bertahap, dan berlanjut; (b) pemberdayaan lembaga atau aparat pengawasan yang sudah ada baik secara struktural maupun fungsional; (c) peningkatan disiplin aparat serta melakukan tindakan yang adil dan togas terhadap berbagai bentuk dan manifestasi penyelewengan; (d) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (e) penumbuhan prakarsa dan peran aktif     pengawasan baik oleh pimpinan, atasan langsung, maupun     masyarakat.

Dalam upaya untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden      No. 30 tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi       instruksi kepada Jaksa Agung untuk: (1) segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam memberantas KKN, serta (2) mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pemerintah juga telah mengumumkan penyelidikan dan tindakan       yang diambil sehubungan dengan kegiatan pemberantasan KKN di hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Laporan pemberantasan KKN ini dapat dilihat secara lebih rinci         pada Bab III Lampiran Pidato Pertanggungjawaban ini.

Upaya untuk menghilangkan KKN ini semakin menguat dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari       Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini

mengamanatkan dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi termasuk di dalamnya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UU ini juga mengatur bahwa Pejabat Negara harus melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Laporan ini selanjutnya diperiksa oleh Komisi Pemeriksa.

Tindakan administratif terhadap aparatur Pemerintah yang diduga terlibat dalam praktek KKN dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun 1.980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Tindakan disiplin yang telah dilakukan terhadap PNS golongan I sampai IV meliputi tuntutan ganti rugi, pemecatan dari jabatan, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat dan atau       penundaan kenaikan gaji berkala, serta pemberhentian, sebanyak         1693 orang.

Upaya lain yang dilakukan untuk menghindari terulangnya perbuatan KKN antara pejabat di pemerintahan dengan dunia usaha yang merugikan masyarakat dan menimbulkan ekonomi biaya        tinggi, adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 5 tahun         1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha     tidak Sehat. Undang-undang ini akan membatasi dan mengawasi aparatur pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan atau       tindakan yang mengarah kepada monopoli dan praktek usaha tidak sehat.

Di dalam rangka pelaksanaan reformasi, telah dan akan terus dilakukan upaya menegakan kedaulatan rakyat melalui     pemberdayaan peran pengawasan oleh lembaga negara, politik, dan kemasyarakatan. Pemberdayaan tersebut antara lain meliputi: (a)

pemberdayaan peranan pengawasan lembaga negara dan       pemerintahan, (b) pemberdayaan peranan pengawasan lembaga        politik, (c) pemberdayaan peranan pengawasan dari masyarakat, (d) pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, dan (e) peningkatan pengayoman dan pemasyarakatan pengawasan.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), yang     akan segera ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan         penyusunan laporan AKIP. AKIP diharapkan dapat membangun       prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. Laporan AKIP ini diupayakan dapat diketahui umum sehingga masyarakat dapat menilai dan mengawasi baik buruknya kinerja instansi pemerintah tersebut.

Semula ada anggapan bahwa anggota DPR kurang berperan dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra pemerintah yang       sejajar, bahkan didominasi oleh lembaga eksekutif, namun pada saat      ini DPR sudah lebih berfungsi. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya hak inisiatif untuk mengajukan beberapa rancangan undang-undang. Peran pengawasan DPR juga telah meningkat         secara signifikan. DPR telah secara jauh lebih aktif menggunakan            hak tanya dalam berbagai permasalahan publik.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan pengawasan inilah pemerintah telah mendorong dan memberdayakan kemerdekaan pers yang profesional. Kemerdekaan pers yang profesional adalah salah      satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Sejak Kabinet Reformasi Pembangunan, pemerintah telah membuka kran kemerdekaan pers      yang diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 40 Tahun       1999 tentang Pers. Sebelumnya telah diambil langkah-langkah dengan diterbitkannya:

· Permenpen No. 1/1998 tentang Kemudahan Persyaratan Memperoleh SIUPP.

· SK Menpen No. 183A/1998 tentang Kebebasan kepada Masyarakat/Pengusaha untuk Mendirikan Stasiun Radio Swasta.

· SK Menpen No. 348/198 tentang Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat/ Pengusaha untuk mendirikan Stasiun Penyiaran Televisi Swasta dengan tetap mempertimbangkan aspek teknologi dan frekuensi yang masih tersedia.

· Dalam rangka memajukan produksi film nasional, beberapa deregulasi telah dilakukan dengan tujuan menghapuskan         monopoli impor film serta menyederhanakan surat perijinan produksi film.

Di dalam Undang-undang tentang Pers antara lain memuat ketentuan bahwa wartawan diberikan kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari satu. Oleh karena itu wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Di samping itu dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan            pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

Di bidang perusahaan pers setiap warga negara Indonesia        berhak mendirikan perusahaan pers. Kemerdekaan berusaha di          bidang pers (media cetak dan elektronik) semakin berkembang,         sebagai bukti sebelum Kabinet Reformasi Pembangunan selama 53 tahun hanya ada 289 media cetak, 996 stasiun radio non-RRI dan 5 stasiun televisi swasta. Di masa Kabinet Reformasi Pembangunan bertambah sebanyak 1398 media cetak, sehingga seluruhnya         berjumlah 1687 media cetak. Stasiun radio non-RRI bertambah 64 stasiun penyiaran sehingga seluruhnya berjumlah 1060 stasiun         penyiaran radio non-RRI. Adapun stasiun televisi swasta akan

bertambah 5 stasiun yang baru dan masih dalam proses pra      operasional.

Dengan demikian bertambahnya perusahaan pers akan memacu peranan kemerdekaan pers, untuk meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan kreativitas dan wawasan masyarakat serta sebagai sarana sosial kontrol baik untuk pemerintah, masyarakat dan pers sendiri. Di samping itu kemerdekaan pers itu sendiri akan membuka lapangan kerja di bidang industri media yang kesemuanya akan bermuara kepada percepatan pembangunan kesejahteraan       bangsa.

Dalam kaitan dengan pemerintahan yang bersih dan pemberantasan KKN, tuntutan reformasi telah mengharuskan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah reformasi terutama yang baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang upaya stabilisasi, penyehatan perekonomian dan demokratisasi. Sejumlah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance adalah melakukan pembenahan sistem kelembagaan           dan praktek manajemen pemerintahan serta pembinaan sumber daya aparatur.

Dalam bidang kelembagaan, hambatan dan jalur birokrasi       yang panjang dikurangi agar dapat memberikan pelayanan yang        lebih baik kepada masyarakat serta mendorong peningkatan pembangunan di daerah. Dalam bidang manajemen, mekanisme       yang dapat mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat terus dibangun sehingga tercipta suatu bentuk manajemen pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Dalam bidang sumber daya aparatur, etika dan tata nilai birokrasi akan dibentuk agar profesionalisme dan integritas birokrasi dapat ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Untuk mendukung pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan efisiensi birokrasi telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya bidang kelembagaan dan sumber         daya aparatur. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (1) PP         No. 49 Tahun 1998 dan PP No. 67 Tahun 1998 mengenai perubahan PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; (2) Keppres No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen; dan (3) Inpres       No. 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah. Diharapkan berbagai penyempurnaan ini akan dapat menghilangkan ketidakefisienan       yang terjadi selama ini dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c.   Pemantapan dan Penjagaan Stabilitas Keamanan

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus diciptakan dan dijaga agar dapat mendukung     secara efektif berbagai upaya penanggulangan krisis dan penyelenggaraan reformasi. Walaupun terjadi gejolak keamanan dan ketertiban di berbagai daerah, secara umum stabilitas keamanan      dapat terjaga dengan cukup baik. Namun derajat keamanan dan ketertiban ini masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat menjamin berlangsungnya penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi. Tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban selain sangat      mengganggu kepentingan masyarakat, juga akan menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri karena resiko berusaha          yang tinggi di dalam negeri. Di samping itu investasi baru modal          asing yang sangat dibutuhkan dalam upaya penyelamatan ekonomi juga terhambat.

            Akhir-akhir ini dirasakan kecenderungan goyahnya sendi​-      sendi hukum serta makin luasnya pelanggaran hukum. Menghadapi tantangan ini, tugas aparat penegak hukum tidak ringan. Selain disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, juga disebabkan antara lain oleh berbagai keterbatasan dari kemampuan aparatnya. Jumlah personil yang terbatas dan minimnya           perlengkapan adalah sebagian kendala yang harus dihadapi.      Mengingat begitu mendesaknya kebutuhan akan penegakan hukum      dan penciptaan rasa aman masyarakat, maka perlu dilibatkan peran serta konkrit dari masyarakat itu sendiri dalam usaha bela negara sebagai pengejawantahan hak dan kewajiban warga negara.

            Agenda untuk memantapkan dan menjaga stabilitas        keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain meliputi: (a) penyempurnaan organisasi TNI; (b) peningkatan kualitas dan       kuantitas kegiatan teritorial untuk mendukung penyelenggaraan keamanan masyarakat; (c) peningkatan kualitas kegiatan kamtibmas secara preventif; (d) peningkatan upaya kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan kamtibmas; dan (e) peningkatan kesadaran bela negara.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam         penyempurnaan organisasi TNI adalah pemisahan POLRI dari        ABRI. Pemisahan POLRI dari ABRI dilakukan agar POLRI lebih memiliki kemandirian dan kewenangan yang memadai dalam mengatasi berbagai permasalahan keamanan, ketertiban masyarakat, dan hukum. Sejak 1 April 1999 POLRI telah resmi dipisahkan dari ABRI. Bersamaan dengan pemisahan tersebut sebutan ABRI diganti dengan TNI. Sejalan dengan perkembangan tuntutan dan aspirasi masyarakat serta kepedulian dan tanggung jawab TNI dilakukan langkah-langkah penyesuaian intensitas peran sosial politik TNI dan kuantitas kekaryaannya.

Penyesuaian intensitas peran sospol antara lain melalui penghapusan Dewan Sosial Politik Pusat (Wansospolpus) dan         Dewan Sosial Politik Daerah (Wansospolda); penghapusan Sosial Politik Kodam (Sospoldam), Sosial Politik Korem (Sospolrem) dan Sosial Politik Kodim (Sospoldim); pemutusan hubungan            organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik, perubahan pola hubungan TNI dengan keluarga besar TNI, serta memposisikan TNI tidak lagi terlibat         dalam politik praktis. Dalam aspek kekaryaan, telah dihapuskan       Badan Pembinaan Kekaryaan dan pemberian pilihan bagi karyawan ABRI untuk pensiun, alih status menjadi PNS atau kembali ke struktural TNI/POLRI. Pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di DPR, DPRD I dan II juga merupakan konsekuensi pengembangan paradigma baru dan telah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan        Anggota MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II.

Dalam upaya memantapkan dan menjaga stabilitas        keamanan, pelaksanaan program teritorial terus ditingkatkan          kualitas dan kuantitasnya melalui berbagai kegiatan operasi bakti         serta dilakukan operasi manunggal pertanian dalam upaya ikut menanggulangi masalah kerawanan pangan, penciptaan lapangan      kerja dan pengentasan kemiskinan. Di samping itu, penataan ulang wilayah Kodam di jajaran TNI AD dilaksanakan secara bertahap        mulai tahun 1999/2000. Di bidang kemampuan intelijen strategis       telah dilakukan upaya optimasi dan efisiensi kegiatan intelijen khususnya menyangkut pengurangan Atase Pertahanan di luar          negeri.

Sementara itu untuk lebih mendukung stabilitas keamanan         dan ketertiban masyarakat bagi penyelenggaraan reformasi telah dan akan terus dilaksanakan: (a) peningkatan pembinaan material dan fasilitas untuk melengkapi alat pengendali huru hara (aldahura), alat

komunikasi khusus (alkomsus), alat transportasi dan sistem K3I,        serta (b) peningkatan pembinaan sarana dan prasarana pendukung Hankamneg. Pembangunan telekomunikasi diutamakan pada peningkatan dan pemantapan sistem komunikasi satuan,          pemantapan sistem komunikasi yang mencakup pembangunan          jaring komunikasi antarpusat operasi sektor serta pusat operasi komando, dan pembangunan beberapa fasilitas pendukung yang meliputi sistem komunikasi untuk keperluan pasukan pemukul             reaksi cepat (PPRC), pasukan penindak kerusuhan massal (PPRM), pemantauan daerah perbatasan, pengamanan kota dan pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Salah satu aspek yang berkaitan dengan pemantapan        stabilitas keamanan adalah melakukan penyesuaian implementasi       Dwi Fungsi ABRI. Masyarakat melihat bahwa TNI telah terlibat secara tidak proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Dengan demikian, perlu terus menerus     dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peran Dwi Fungsi
ABRI. Penyesuaian implementasi Dwi Fungsi ABRI yang          dimaksud adalah dengan menggunakan paradigma baru peran TNI dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyesuaian Dwi Fungsi ABRI sangatlah penting dalam mewujudkan paradigma baru peran TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agenda reformasi penyesuaian implementasi Dwi Fungsi ABRI tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: (a) penyempurnaan organisasi; (b)          pensosialisasian paradigma baru TNI; (c) penyempurnaan peran dan fungsi unsur-unsur satuan; (d) penyempurnaan pembinaan dan penggunaan kekuatan; (e) penyusutan kekaryaan TNI secara        bertahap; (1) pelanjutan program bakti TNI; serta (g) peningkatan pengawasan melekat dan fungsional. Upaya-upaya ini akan         didukung oleh peningkatan manajemen dan profesionalisme prajurit

TNI yang dilandasi etika dan moralitas keprajuritan, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib ABRI.

Selain itu, dalam mewujudkan komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM), pemerintah telah meratifikasi dua konvensi internasional di bidang HAM yaitu Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat. Sebagai langkah      awal untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, maka pemerintah reformasi telah memberikan 6 abolisi, 14 amnesti, 1 rehabilitasi, 1 usul amnesti dan 51 usul grasi. Selanjutnya telah ditetapkan pembentukan tim Kelompok Kerja Nasional untuk mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan proses hukum atau pelaksanaan hukuman terhadap napol/tapol guna menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum serta demokrasi.
Berkaitan dengan HAM, penghapusan Daerah Operasi        Militer (DOM) pada tanggal 8 Agustus 1998 dan penarikan pasukan non-organik dari wilayah Aceh merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah Aceh. Upaya ini dilanjutkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sebagaimana disampaikan oleh Presiden         RI pada saat kunjungan ke Aceh tanggal 26 Maret 1999.

3.
Tindak Lanjut yang Diperlukan

Mengingat masa bakti Kabinet Reformasi Pembangunan sangat terbatas, maka cukup banyak upaya dalam rangka     mewujudkan pembangunan di bidang politik yang masih dalam     proses persiapan atau yang belum dilaksanakan. Untuk itu       diharapkan agar pemerintah yang baru dapat meneruskan dan menindaklanjuti upaya-upaya tersebut.

Di dalam pembenahan kelembagaan politik hal yang masih dalam tahap persiapan dan masih perlu untuk diselesaikan adalah menciptakan pedoman pelaksanaan dan pengawasan perlindungan       hak asasi manusia (HAM). HAM telah menjadi salah satu indikator demokrasi yang penting, sehingga setiap pelanggaran atasnya akan menyurutkan langkah-langkah membangun masyarakat yang demokratis, adil dan makmur.

Untuk
menyelesaikan
upaya-upaya
mewujudkan
pemerintahan yang bersih perlu dilakukan kegiatan yang antara lain
meliputi: (a) penindaklanjutan masalah penyalahgunaan        kewenangan dalam bentuk KKN di semua lembaga negara dan pemerintah, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta       di badan usaha milik pemerintah pusat dan daerah; (b) peningkatan peran dan kemampuan pengawasan dari lembaga-lembaga negara, politik dan terutama masyarakat untuk menjamin agar roda pemerintahan dijalankan dengan sungguh-sungguh, baik dan bersih; dan (c) peningkatan pemberdayaan lembaga-lembaga negara dan peradilan untuk dapat turut bersama-sama secara setara       melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Sementara itu di dalam pemantapan stabilitas keamanan, hal yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah penyelesaian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang meliputi: (a) Undang-undang Rahasia Negara, (b) Undang-undang Senjata Api,          dan (c) Undang-undang Kepolisian.

D.         H U K U M

1.
Tujuan dan Sasaran

             Tujuan pembangunan di bidang hukum sebagaimana        digariskan dalam Pokok-pokok Reformasi Pembangunan adalah         untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketenteraman masyarakat. Penegakan hukum yang didasarkan atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia merupakan kondisi yang harus dimiliki dalam          rangka pemulihan ekonomi dan kehidupan nasional. Setiap unsur          dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berusaha untuk menegakkan kedaulatan hukum, karena kedaulatan hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, tenang, dan tenteram. Untuk itu demi mewujudkan tegak dan terlaksananya hukum berdasarkan mandat          TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998, Pemerintah berupaya untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang mantap           dan andal, yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

             Pembentukan sistem hukum nasional perlu memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di tanah air. Tatanan         hukum ini dalam sejarahnya telah dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan      keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan                mendukung pembangunan nasional. Unsur-unsur utama dalam sistem hukum nasional meliputi materi hukum, aparatur hukum,           sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Oleh karena itu dalam pembentukan dan pelaksanaannya, sistem hukum nasional ini mutlak didukung oleh adanya materi hukum yang memadai, aparatur hukum yang profesional dan berintegritas, pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif, sarana dan prasarana
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hukum yang memadai, serta masyarakat yang memiliki kesadaran            dan ketaatan pada hukum.

2.
Langkah-langkah yang Dilakukan dan Hasil-hasil yang Dicapai

a. Pembentukan dan Penyempurnaan Kelembagaan Aparatur Hukum

Untuk mendukung langkah-langkah penyelamatan ekonomi        dan pembaharuan dalam bidang hukum dilakukan pembentukan           kembali dan penyempurnaan kelembagaan hukum. Pembentukan             dan penyempurnaan ini dilakukan melalui pemisahan fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum yang mencakup lembaga, aparatur, dan mekanisme hukum. Upaya yang menjadi prioritas            dalam pembenahan kelembagaan aparatur hukum tersebut adalah         menata kembali fungsi dan peranan organisasi dan lembaga hukum          serta kedudukan badan peradilan, organisasi profesi, dan aparatur          hukum.

Guna mendukung kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum telah                dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan fungsi ini selain ditujukan untuk menghindari terjadinya intervensi eksekutif dalam permasalahan hukum juga untuk mendukung perwujudan kekuasaan kehakiman yang adil,              utuh, dan mandiri.

              Pelaksanaan agenda pembenahan kelembagaan hukum dilaksanakan melalui: (a) melakukan perubahan atas UU No. 14             tahun 1970 guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri;            (b) peningkatan dan pengembangan kualitas dan kemampuan aparat
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penegak hukum melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam kemampuan profesionalitas dan sikap menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, serta memiliki tanggung jawab; (c) peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan dan penyuluhan; (d) penataan kembali kurikulum pendidikan serta pelatihan aparatur penegak, pelayanan, dan penyuluhan hukum, serta pendidikan dan pelatihan bersama di        bawah satu atap, bagi para penyidik, jaksa, hakim dan calon hakim;     (e) pengembangan forum komunikasi antar penegak dan profesi hukum; (1) Pembentukan Pengadilan Niaga di Jakarta sebagai pelaksanaan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang            Kepailitan.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi, dilakukan           berbagai kegiatan yang dapat mempercepat proses pemisahan         fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Kegiatan tersebut diantaranya adalah: (a) pengkajian terhadap kedudukan lembaga yudikatif dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya; (b) penataan         kembali fungsi, peranan, kedudukan badan peradilan, organisasi hukum, lembaga hukum, serta profesi hukum agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (c) penyempurnaan dan peningkatan mutu dan efektivitas lembaga peradilan; d) pembuatan prioritas penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan prosedur/hukum acara, khususnya yang dapat mendorong tercapainya tuntutan masyarakat untuk lebih       mempercepat proses penyelesaian sengketa, seperti RUU Hukum Acara Perdata, Arbitrase, dan Pelayanan Hukum; (c) peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga peradilan dengan instansi penegak hukum lainnya; (1) peningkatan kinerja lembaga peradilan dalam menangani perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;

serta (g) peningkatan kemampuan profesional aparatur hukum        melalui pendidikan dan pelatihan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam pemisahan   fungsi yudikatif dan eksekutif, DPR telah mengesahkan perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian di bidang peradilan, dengan pengecualian peradilan agama yang masih berada dibawah Departemen Agama. Dengan adanya pemisahan secara tegas antara fungsi yudikatif dan          eksekutif, maka cita-cita peradilan yang bebas dan mandiri yang menghendaki dihapuskannya campur tangan pemerintah dalam kekuasaan kehakiman telah terpenuhi. Dengan demikian,        kewenangan organisatoris, administratif dan finansiil dari tiga         lembaga peradilan, umum, militer dan tata usaha negara dialihkan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun dari departemen teknis         ke Mahkamah Agung. Sedangkan untuk peradilan agama dengan mempertimbangkan sifat peradilan yang khusus, akan mendapat perlakuan lain. Peralihan wewenang di bidang organisasi,       administrasi serta finansiil yang selama ini masih berada di bawah Departemen Agama diharapkan dalam waktu mendatang bila situasi dan kondisinya telah memungkinkan dapat diserahkan pula sepenuhnya ke Mahkamah Agung.

Upaya pembenahan dan penyempurnaan kelembagaan         hukum juga tengah dilakukan agar aparatur penegak hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan berintegritas dalam rangka memantapkan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pengatur, pengayom, dan pembaharu masyarakat.

Salah satu faktor utama yang sangat menentukan          tercapainya pembangunan kelembagaan hukum adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur penegak hukum.

Kemampuan dan profesionalisme aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi era globalisasi sudah merupakan prasyarat yang mau tidak mau harus dipenuhi terutama dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri terus dilaksanakan, sehingga aparatur penegak hukum mampu dengan cepat menjawab pelaksanaan berbagai undang-undang.

Untuk peningkatan kemampuan para hakim di lingkungan Pengadilan Niaga, telah dilakukan berbagai pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk pelatihan Hakim dan        Panitera yang dipersiapkan bagi pembentukan Pengadilan Niaga di luar Jakarta antara lain di Medan, Surabaya, Ujung Pandang, dan Semarang. Pelatihan yang dilakukan di luar negeri antara lain di Jepang, Australia dan Belanda, sedangkan pelatihan yang dilakukan di dalam negeri dilakukan melalui berbagai seminar dan simposium. Di samping itu, dalam mendukung pelaksanaan Pengadilan Niaga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71/M/1999 telah diangkat 4 (empat) orang hakim Ad Hoc yang peraturan pelaksanaannya        sampai dengan saat ini masih diproses oleh pihak Mahkamah         Agung.

Untuk terus memantapkan pelaksanaan UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, telah dibentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga yang tugasnya antara lain untuk menyusun kurikulum     pelatihan bagi Hakim Pengadilan Niaga; mengawasi pelaksanaan pelatihan Hakim Pengadilan Niaga; dan ikut serta mempersiapkan pelaksanaan lebih lanjut UU Nomor 4 tahun 1998, antara lain penyiapan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Penunjukan, Tugas dan Wewenang Hakim ad hoc.

Di dalam menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan sosial, pembenahan

kelembagaan hukum dilakukan melalui penyediaan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang memadai.

Perhatian khusus dalam penyediaan perangkat, sarana, dan prasarana ini ditujukan untuk membantu: (a) badan-badan peradilan, dalam upaya mendukung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman       guna mewujudkan peradilan yang berkualitas, cepat dan dengan      biaya ringan, serta adil dan bertanggung jawab; (b) kejaksaan, guna meningkatkan kualitas dan kelancaran penegakan hukum; dan (c) LP/Rutan, untuk lebih meningkatkan HAM bagi narapidana dan tahanan.

Agenda penyediaan dukungan perangkat, sarana, dan       prasarana hukum dilaksanakan melalui kegiatan: (a)          penyempurnaan dan rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana pe​layanan hukum bagi masyarakat seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, keimigrasian, serta balai         harta peninggalan; (b) peningkatan sarana transportasi tahanan bagi LP/RUTAN dan kejaksaan di daerah terpencil; (c) pengadaan peralatan pendukung keamanan di LP/RUTAN; dan (d) penyediaan sarana pendukung lainnya untuk pelayanan, penerapan, dan         penegakan hukum. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang       hukum tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan atau perbaikan kembali terhadap sejumlah gedung Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Bimbingan Pengentasan Anak (BISPA),      Kantor Imigrasi, Karantina Imigrasi dan Pos Imigrasi.

Agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal, efektif, dan efisien, peningkatan dukungan sarana dan
prasarana memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi penegakan hukum. Agenda ini dilaksanakan melalui kegiatan: (a) pengembangan sarana dan prasarana Sistem Jaringan, Dokumentasi, dan Informasi (SJDI) Hukum; dan (b) modernisasi peralatan pendukung penyidikan, sarana keamanan di LP/RUTAN, sarana laboratorium teknis, sarana perpustakaan hukum, dan sarana komputerisasi proses peradilan. Upaya yang dilakukan dalam       rangka SJDI adalah dengan menerapkan pola baku organisasi dan metode satuan kerja dalam membina keterampilan tenaga teknis        serta Sistem Pelayanan Informasi Hukum antar instansi dengan menggunakan teknologi mutakhir. Seiring dengan teknologi yang digunakan, penyebaran informasi dibidang hukum juga terus         menerus ditingkatkan melalui penggunaan online system serta penggunaan internet yang untuk saat ini ditujukan untuk       memberikan pelayanan informasi tentang putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.

b.  Perencanaan dan Pembentukan Hukum

Perencanaan dan pembentukan hukum nasional ditujukan      bagi peningkatan pembaharuan dan pembentukan perangkat hukum nasional yang benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat.     Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan dari pembangunan     hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, benar-benar dapat berperan sebagai sarana pengarah pembangunan.
Agenda yang dilakukan dalam rangka perencanaan dan pembentukan hukum adalah mewujudkan sistem hukum nasional melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara terpadu yang meliputi kegiatan: (a) penyusunan dan peningkatan fungsi Prolegnas yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan serta pe​ningkatan fungsi koordinasi dari Prolegnas; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga peneliti, perencana, perancang, penyuluh, dan

pustakawan hukum; (c) peningkatan koordinasi perencanaan dan pembentukan hukum antarinstansi yang terkait dengan masyarakat;       (d) penyusunan forum komunikasi antara departemen/LPND dan        DPR tentang Prolegnas; (e) pembentukan berbagai RUU yang menunjang terwujudnya sistem hukum nasional.

Selanjutnya, untuk memantapkan Program Legislasi         Nasional telah diterapkan prioritas pada kegiatan penyusunan perangkat peraturan perundang-undangan induk. Prioritas tersebut merupakan kerangka landasan hukum sebagai langkah pembentukan sistem hukum nasional serta penyusunan program perencanaan      hukum. Perencanaan dan pembentukan hukum merupakan bagian penting dari proses pengembangan materi hukum yang harus diselenggarakan secara terpadu di semua bidang pembangunan, agar produk hukum yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspek. Dalam rangka perencanaan dan pembentukan hukum tersebut penyempurnaan sistem jaringan, dokumentasi, serta informasi       hukum yang memadai dan mantap juga tengah dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat,          penerapan Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Undang-undang ini merupakan produk dari          situasi dan kondisi di masa lalu yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi demokrasi pada saat ini. Penanganan permasalahan         keamanan negara harus mengacu pada kaidah-kaidah demokrasi          yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu         Pemerintah telah mengesahkan UU No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi.
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              Sebagai landasan reformasi, pemerintah tengah berupaya         untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 secara mantap.              Pembentukan sistem hukum nasional ini juga telah memperhatikan kebhinnekaan masyarakat dan tatanan hukum yang berlaku, nilai-             ​nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan         bertanah air serta orientasi peran negara dan pemerintahan di masa          depan.

Di dalam era reformasi telah ditetapkan sebanyak 66 (enam puluh enam) buah RUU menjadi UU dengan 1 UU ditunda; 106 (seratus enam) buah PP dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah Keppres. Sedangkan 4 (empat) buah RUU yang dibahas di DPR,            yaitu (1) RUU tentang Minyak dan Gas Bumi; (2) RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Perundang-undangan; (3)      RUU tentang Perfilman; dan (4) RUU tentang Penyiaran             dikembalikan kepada Pemerintah. Kesemua peraturan perundang​-undangan tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin dibuat            sebagai penjabaran dari aspirasi masyarakat yang menginginkan          adanya perbaikan terhadap penerapan hukum yang benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Rincian dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan selama Kabinet Reformasi ini dapat dilihat pada Tabel Pendukung.

               Melalui crash program telah dibentuk sejumlah peraturan perundang-undangan pada berbagai bidang khususnya bidang ekonomi, politik dan hak asasi manusia. Beberapa UU yang mendapat perhatian khusus dalam era reformasi pembangunan antara lain meliputi: UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang                Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu; UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 8 Tahun           1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang          Bank Indonesia; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 26              Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang Subversi; UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari           Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

              Disamping itu belum lama ini DPR telah menyetujui RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Antikorupsi) untuk disahkan menjadi UU yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengesahan RUU            Antikorupsi ini merupakan peristiwa hukum yang sangat penting,          sebab dengan pengesahan RUU ini menjadi UU akan memberikan landasan hukum yang mantap dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Isi terpenting dari UU tersebut adalah dengan akan dibentuknya sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan         yang berlaku. Komisi tersebut diharapkan sudah dapat terbentuk dan berjalan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku. Untuk mengantisipasi perkembangan hukum sekaligus mempertegas dan memperkokoh peran, fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman dalam melakukan pengawasan melalui Hak Uji Materiil seperti              yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil sebagai pengganti PERMA Nomor 1 Tahun 1993.
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Berkaitan dengan perwujudan demokrasi dan peran aktif       dalam politik luar negeri, juga telah disusun dan disahkan beberapa          UU yang merupakan ratifikasi terhadap permasalahan yang         disepakati dalam berbagai konvensi internasional. UU ratifikasi tersebut di antaranya adalah UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau         Merendahkan Martabat Manusia; UU Nomor 6 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia dan Peledakannya; UU Nomor 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965; dan berbagai UU tentang Pengesahan Konvensi ILO dalam berbagai hal.
Dalam bidang perlucutan dan pengendalian senjata,      Pemerintah Indonesia pada kurun waktu Mei 1998 hingga Oktober 1999 telah meratifikasi Konvensi Pelanggaran Menyeluruh Senjata Kimia (KSK) dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1998. Di camping itu Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Traktat pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir di New York dan        saat ini tengah dilakukan proses ratifikasi. Dalam bidang            persahabatan dan kerja sama ASEAN, Indonesia telah meratifikasi Protokol II Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Piagam Ratifikasi Protokol II tersebut telah didepositkan pada Sekretariat ASEAN pada tanggal 29 September 1999.

Hasil-hasil yang dicapai dalam rangka pengembangan          sistem hukum nasional adalah dengan melakukan penelitian dan pengkajian hukum secara intensif sebagai sarana pendukung dalam rangka perencanaan dan pembentukan hukum sekaligus          menajamkan lingkup permasalahan hukum, hal ini meliputi: (1)              Aspek Hukum Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam

Proses Peradilan Pidana; (2) Aspek Hukum Pelaksanaan Hak        Inisiatif DPR Dalam Penyusunan RUU; (3) Aspek Hukum Asuransi Deposito Dalam Perbankan; (4) Aspek Hukum Money Laundering Dalam Perbankan; (5) Aspek Hukum Merger, Akuisisi, Konsolidasi Dan Likuidasi Perbankan.

Sedangkan langkah-langkah pengkajian hukum antara lain meliputi: (1) Pengkajian tentang Penyiksaan dalam Penyelidikan Tindak Pidana berdasarkan Convention Againts Torture and Other Cruel In Human and Degrading Treatment or Punishment; (2) Pengkajian tentang Hukum Tenaga Konsultan Asing di Indonesia;         (3) Pengkajian tentang Hukum Sinergi Telekomunikasi dan Informatika dalam Pembangunan Nasional; (4) Pengkajian tentang Hukum Merger antara Badan Usaha Indonesia dengan Perusahaan Asing; (5) Pengkajian terhadap Hukum Privatisasi BUMN; (6) Pengkajian tentang Rancangan Undang-undang tentang        Pemberlakuan KUHP baru; (7) Pengkajian tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menurut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966; (8) Pengkajian tentang Ratifikasi Konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia.

c.  Peningkatan Penerapan dan Penegakan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penerapan       dan penegakan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih merasakan adanya perlindungan terhadap hak-             ​haknya, yang berarti pula akan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Upaya untuk mendorong terlaksananya peningkatan         penerapan dan penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan: (a) peningkatan sistem administrasi penerapan hukum dan pelayanan

hukum yang cepat dan efisien dengan menghilangkan segala kemungkinan bagi tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta perbuatan melawan hukum; (b) pelaksanaan penerapan dan penegakan hukum dilakukan secara tegas, lugas, dan manusiawi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan       kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian      hukum, meningkatkan ketertiban sosial, serta memantapkan sikap        dan perilaku taat asas; dan (c) peningkatan penyuluhan untuk membudayakan hukum pada aparatur negara khususnya para        penegak hukum.

Keberhasilan upaya penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat. Masyarakat dituntut untuk memahami dan mentaati rambu-rambu dan batasan-batasan hukum yang ada, untuk melindungi masyarakat sendiri dari ancaman dan gangguan yang merugikan. Di samping itu penegakan hukum akan ditingkatkan secara tegas terhadap pelanggaran hukum, terutama        yang berakibat pada penderitaan rakyat dan berdampak disintegrasi bangsa dan negara.

Agenda penegakan hukum dilaksanakan melalui upaya pembaharuan yang meliputi: (a) penerapan dan penegakan hukum     oleh aparatur penegak hukum secara adil, tegas, dan bijaksana sehingga dapat memberikan pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat; (b) penerapan sanksi yang tegas bagi aparatur hukum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; (c) peningkatan pembinaan tingkat kesadaran hukum        yang tinggi dalam masyarakat agar setiap anggota masyarakat menyadari pentingnya peranan hukum bagi kehidupan         bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui kegiatan penyuluhan         hukum.

Dalam menghadapi berbagai kecenderungan kekerasan dan anarkisme diperlukan ketegasan aparat penegak hukum dan       keamanan sebagai upaya mewujudkan rasa aman dan keadilan.      Namun tata cara penerapan dan penegakan hukum yang tidak mengikuti rambu-rambu hukum dan mengabaikan hak-hak asasi manusia justru akan menambah kompleksitas permasalahan yang        ada. Untuk itu, pemerintah telah mengharuskan aparatur penegak hukum untuk mengetahui, menghayati, memahami, dan        melaksanakan tata cara hukum yang menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang       dapat menghilangkan hak-hak universal tersebut.

Disamping itu, menurunnya budaya dan perilaku hukum dari sebagian masyarakat untuk menjunjung tinggi peraturan         perundangan yang berlaku telah menyebabkan banyaknya kerugian ekonomi dan sosial yang harus ditanggung. Perangkat hukum yang diharapkan mampu untuk menjadi kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diabaikan dan dilecehkan.
Untuk mewujudkan dan membangun citra Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan dalam rangka mengatur         kembali ketertiban dan ketenteraman masyarakat, juga tengah diupayakan penegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta hak asasi manusia, telah dilakukan pembebasan terhadap 199 tahanan politik (Tapol) dan Narapidana Politik (Napo]) dengan rincian untuk Amnesti, Abolisi dan Grasi sebanyak 188 orang, untuk Amnesti dan Rehabilitasi sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk pembebasan bersyarat sebanyak 8 orang. Sebagai pelaksanaan Keppres Nomor 5 Tahun 1987 tentang Remisi, pada tahun 1998/99 telah diberikan remisi terhadap 16.770 orang.

Dalam rangka pelaksanaan operasi yustisi, prioritas        dilakukan terhadap penanganan berbagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara yang menghambat pembangunan, serta merusak upaya pembinaan generasi muda dan mental masyarakat. Penanganan tersebut juga dilakukan dalam rangka optimasi pemanfaatan dana pembangunan dan menampung aspirasi      masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi yang sampai dengan       saat ini masih terus berlangsung. Dari keseluruhan jumlah perkara yang meliputi perkara pidana umum dan khusus yang diproses oleh Kejaksaan yaitu sebanyak 5.108.619 perkara telah dapat       diselesaikan sejumlah 5.104.200 perkara atau sebesar 99,91 persen.

Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi tahun 1998/99 telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: penyidikan sebanyak 1.132 perkara; penuntutan sebanyak 594 perkara; perlawanan sebanyak 5 perkara; banding sebanyak 230 perkara;      kasasi sebanyak 454 perkara; peninjauan kembali sebanyak 39 perkara; dan grasi sebanyak 321 perkara. Dari hasil penanganan tindak. pidana korupsi tersebut telah berhasil diselamatkan uang negara sebesar lebih kurang Rp 76,323 miliar dari kerugian negara sebesar lebih kurang Rp 7.210,3 miliar atau kurang lebih 1,06       persen.

Melalui penanganan perdata dan tata usaha negara pada       tahun 1998/99 telah ditangani sebanyak 516 perkara perdata; 136 perkara Tata Usaha Negara, 244 perkara pemulihan dan        perlindungan hak (PPH). Sedangkan jumlah keuangan negara yang dapat diselamatkan adalah sebesar kurang lebih Rp 166.159.984         juta (seratus enam puluh enam triliun seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Sejak terbentuknya Pengadilan Niaga, jumlah perkara yang masuk sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 1998 adalah sebagai berikut: jumlah perkara permohonan pernyataan kepailitan sebanyak 101 perkara dan permohonan kasasi kepailitan sebanyak 49 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang terkait         dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang          (PKPU) terhadap permohonan kepailitan sejumlah 19 permohonan. Selanjutnya permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor sendiri       dan permohonan peninjauan kembali kepailitan sampai dengan saat      ini belum ada. Sedangkan jumlah perkara permohonan kepailitan; permohonan PKPU terhadap permohonan kepailitan; permohonan kasasi kepailitan; permohonan peninjauan kembali kepailitan sejak bulan Januari sampai dengan awal Oktober 1999 masing-masing 70 perkara; 9 permohonan; 36 permohonan; dan 24 permohonan.

d.   Peningkatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi pada warga masyarakat maupun penyelenggara negara akan hak dan kewajibannya. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan keteladanan dalam berprilaku taat hukum, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.

Menurunnya budaya dan perilaku menjunjung tinggi hukum seringkali disebabkan oleh kurangnva pengetahuan dan informasi tentang hukum dan penyelenggaraan hukum yang pada akhirnya menimbulkan sikap pelecehan terhadap hukum dan menimbulkan krisis sosial. Rendahnya budaya dan perilaku hukum juga       disebabkan oleh tiadanya keteladanan dari para penyelenggara        negara dan pemuka masyarakat untuk mematuhi hukum yang       berlaku. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut terus
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dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum bagi para penyelenggara negara dan pemerintahan, serta aparatur hukum agar dapat menghormati hukum dan menghargai hak-hak anggota masyarakat lainya.

Disamping itu, salah satu unsur utama yang mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan keadilan         adalah sikap dan perilaku seluruh lapisan masyarakat yang patuh        dan sadar pada hukum. Upaya pembaharuan tidak saja menyangkut aspek substantif dalam sistem hukum, tetapi juga menyangkut aspek kultural seperti perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Untuk mendukung proses perubahan dan pembaharuan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sadar hukum terus dilakukan upaya untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Terciptanya kehidupan yang menjunjung tinggi hukum tersebut merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat madani.

Untuk mendorong tercapainya agenda ini, dilaksanakan kegiatan: (a) peningkatan pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan aparatur negara; dan (b) peningkatan kemampuan penyuluh dan keteladanan aparatur hukum.

Agenda membentuk sikap dan perilaku sadar hukum yang dilaksanakan meliputi kegiatan: (a) peningkatan penyuluhan hukum kepada para penyelenggara negara agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi; (b) peningkatan koordinasi penyuluhan hukum oleh instansi yang mempunyai tugas di bidang pembangunan hukum dengan berbagai instansi; (c) penyempurnaan dan pengembangan materi penyuluhan hukum secara terpadu dan terkoordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat; (d) penyempurnaan kurikulum bagi pendidikan dan latihan penyuluh

hukum; (e) penyempurnaan metode penyajian penyuluhan hukum;          (f) penyusunan dan penginventarisasian peraturan perundang-                   ​undangan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh anggota           masyarakat dalam penyuluhan hukum; (g) peningkatan kemampuan tenaga penyuluh melalui program pelatihan teknis; (h)            pembudayaan hukum nasional di kalangan masyarakat hukum adat;         (i) peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan pendekatan         seni budaya tradisional; serta (j) peningkatan pelaksanaan      penyuluhan hukum dengan menggunakan sarana media massa dan komunikasi secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, upaya penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain melalui ceramah, pameran, pentas panggung, pemasangan spanduk, (ragmen/sandiwara di RRI dan TVRI, wawancara di RRI, sinetron dalam bentuk keluarga sadar hukum, dan kegiatan temu         sadar hukum. Untuk kegiatan temu sadar hukum dilakukan melalui acara sambung rasa, simulasi bidang hukum, tebak tepat bidang hukum, lomba Kadarkum dan keterpaduan penyuluhan hukum.

3.
Tindak Lanjut yang Diperlukan

Agenda yang perlu dilanjutkan di dalam pembentukan kelembagaan dan penyempurnaan aparatur hukum adalah: (a) pengkajian, penelitian, dan pengevaluasian kembali peraturan perundang-undangan mengenai fungsi dan wewenang aparat         penegak hukum yang berlaku; (b) perencanaan, penyusunan, dan pembentukan kembali peraturan perundang-undangan mengenai       fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum secara menyeluruh        dan terpadu dengan instansi terkait, berikut kelengkapan peraturan perundangan lainnya; (c) peninjauan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berikut Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan
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Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan; dan (d) pembahasan rencana pembuatan RUU mengenai Penghinaan Terhadap Lembaga         Peradilan (Contempt of Court) dan RUU mengenai Pembatasan         Perkara Yang Dapat Dikasasi.

Sementara itu agenda yang masih dalam tahap persiapan di dalam perencanaan dan pembentukan hukum meliputi penyusunan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rancangan perubahan KUHAP.

Dalam menyelesaikan permasalahan Pulau Sipadan dan       Ligitan, berdasarkan kesepakatan kedua Indonesia dan Malaysia, sengketa pulau-pulau tersebut telah secara resmi didaftarkan pada Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998.          Mahkamah Internasional telah menetapkan jadwal penyampaian     berkas-berkas pembelaan masing-masing pihak, yaitu tanggal 2 November 1999 sebagai batas penyampaian memorial dan tanggal 2 Juli 2000 sebagai batas penyampaian Counter-Memorial.          Keseluruhan rangkaian proses acara di Mahkamah ini diperkirakan         akan berlangsung sampai 2 atau 3 tahun.

Di dalam penyuluhan dan pensosialisasian hukum, sedang dilakukan pula persiapan pemasyarakatan peranan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam prospeksi perlindungan HAM,            peningkatan fungsi dan peranan Mahkamah Agung dalam        yurisprudensi baik dalam kaitannya dengan penggalian dan          penemuan hukum maupun dalam meluruskan prospeksi Hukum          Acara Pidana khususnya terhadap pelanggaran hak-hak asasi         tersangka yang tidak ada pengaturannya dalam KUHAP.

E.
AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA 

1.
Tujuan dan Sasaran

Pembangunan bidang agama dan sosial budaya bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdidik,         sehat jasmani dan rohani, selaras antara mental-spiritual dan fisik-material, serta mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Upaya mewujudkan SDM yang berkualitas tersebut harus disertai pula dengan pembinaan akhlak mulia, moral dan etika, untuk         menciptakan tatanan masyarakat yang adil, taat pada hukum dan aturan, berbudi pekerti luhur, yang bersumber pada norma dan         ajaran agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga dapat membentuk masyarakat madani sebagaimana diamanatkan TAP         MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan suasana yang kondusif sehingga dapat terbangun kerukunan hidup antarumat      beragama,      mempertahankan       mutu       pendidikan, menyelamatkan siswa/mahasiswa dari ancaman putus            sekolah/kuliah, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna mendukung upaya pencapaian SDM yang berkualitas.

2.
Langkah-langkah yang Dilakukan dan Hasil-hasil yang Dicapai

 a.    Penanggulangan Krisis

1) Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa

               Memasuki era reformasi bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi kehidupan yang penuh keprihatinan. Krisis ekonomi telah membawa dampak yang amat serius terhadap kesulitan hidup masyarakat, terutama yang berasal dari kelompok miskin.         Keprihatinan akibat krisis ekonomi ini makin diperparah lagi oleh munculnya gejala degradasi moral di kalangan masyarakat.             Perilaku-perilaku yang bertentangan dengan moralitas agama dan      norma-norma sosial hampir menjadi pemandangan sehari-hari. Gejala degradasi moral itu tercermin dalam perilaku KKN, aksi-aksi penjarahan dan perampokan, tindak kekerasan seperti penganiayaan         dan pembunuhan, serta pelanggaran HAM.

               Gejala negatip lain yang patut dicatat adalah peredaran dan penggunaan narkotik dan bahan obat-obatan terlarang (narkoba),            yang makin meluas di kalangan masyarakat. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah penggunaan narkoba itu sudah            merambat ke kalangan remaja dan anak-anak sekolah dasar. Kenyataan ini jelas akan merusak moral generasi muda, yang            menjadi pewaris masa depan bangsa.

               Krisis moral tersebut, diperburuk oleh munculnya           ketegangan sosial yang mengarah pada konflik antarumat beragama. Konflik-konflik yang bersumber pada sentimen agama telah melahirkan kerusuhan sosial, sehingga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, mengganggu sendi-sendi kerukunan hidup
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antarumat beragama, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah terencana untuk menanggulangi krisis yang dapat merusak sendi-sendi moral bangsa tersebut.

               Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi krisis moral adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, pengajaran, dan pendidikan agama, terutama dari segi sarana, prasarana, buku, peralatan, guru         dan tenaga kependidikan, serta fasilitas pendukung lainnya.

               Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kedalaman pendidikan agama di sekolah umum. Pendidikan agama diberikan porsi waktu yang lebih memadai, yang disertai pula        dengan pelatihan guru agama dan pemberian buku bacaan      keagamaan. Di samping itu, juga telah diupayakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum serta proses pengajaran, yang menyeimbangkan antara muatan iptek dan imtak pada semua jenjang pendidikan. Upaya penyeimbangan ini amat penting agar tidak terjadi ketimpangan antara kemajuan di bidang iptek di satu pihak dengan pemahaman keagamaan di lain pihak.
               Disadari bahwa madrasah sebagai representasi lembaga pendidikan agama, mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu pendidikan agama dan memberdayakan madrasah, sehingga dapat menjalankan fungsi dan peranan di bidang pelayanan        pendidikan secara lebih optimal.
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            Peningkatan kualitas pendidikan agama itu antara lain                 dilakukan melalui pembinaan madrasah model, baik di tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah) maupun di tingkat menengah (Madrasah Aliyah). Pembinaan madrasah model pada tingkat dasar dilaksanakan di 6 propinsi dan 15 kabupaten.        Sedangkan pembinaan madrasah model pada tingkat menengah meliputi 35 Madrasah Aliyah Model di 26 propinsi. Selain itu, juga dilaksanakan program Madrasah Aliyah Keterampilan di 82         madrasah yang terdiri dari 17 jenis keterampilan yang berada di 26 propinsi. Dengan melakukan pembinaan terhadap madrasah-        madrasah model tersebut, selain dapat meningkatkan mutu, juga         dapat memperbaiki manajemen dan memperkuat kelembagaan pendidikan agama.

            Di samping itu juga telah diupayakan peningkatan mutu Madrasah Aliyah Keagamaan melalui penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), dengan pilihan ilmu agama dan Bahasa Arab. Penyelenggaraan MAPK ini dimaksudkan untuk mencetak kader-kader ulama yang bermutu dan berdedikasi tinggi, sehingga mampu menjadi pembina dan pembimbing umat. Program MAPK ini dilaksanakan di 17 lokasi MAN di 12 kota: Ciamis, Yogyakarta, Jember, Jombang, Solo, Padang Panjang,         Ujungpandang, Bandar Lampung, Martapura, Mataram, Palembang, dan Banda Aceh.

            Dalam upaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan          tinggi agama, telah diselenggarakan program pascasarjana di        sejumlah IAIN dengan spesialisasi bidang keilmuan yang bervariasi. Guna menopang program tersebut, ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas utama seperti penelitian, pengadaan buku perpustakaan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan post- graduate baik dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah dosen IAIN yang telah mengikuti pendidikan
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pascasarjana di dalam negeri adalah sebanyak 580 orang, yang         terdiri atas 470 orang untuk S-2 dan 110 orang untuk S-3.          Sedangkan yang mengikuti pendidikan pascasarjana di luar negeri          di McGill University sebanyak 36 orang, yang terdiri atas 27 orang untuk S-2 dan 9 orang untuk S-3.

Berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, didukung pula oleh kegiatan pengembangan pendidikan agama melalui lembaga       TPA. Lembaga pendidikan TPA ini sangat penting sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak didik sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai agama sejak usia dini diharapkan dapat memperkuat fondasi moral bagi anak didik.

Dalam upaya memantapkan lembaga pendidikan agama juga dilakukan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan yang         dikelola oleh swasta. Menyadari peranan lembaga pendidikan         swasta yang demikian besar dalam memberikan pelayanan         pendidikan bagi masyarakat, pemerintah telah mengembangkan strategi kemitraan dengan cara memberikan sejumlah bantuan dana dalam bentuk imbal-swadaya (matching fund) kepada sekolah-​       sekolah swasta. Dengan menerapkan strategi kemitraan ini dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam rangka pemberdayaan lembaga pendidikan swasta, pemerintah telah memberikan bantuan imbal-swadya untuk pembangunan gedung madrasah berikut fasilitas pendukungnya       seperti laboratorium, peralatan, buku, dan pelatihan guru. Pendekatan dan strategi baru tersebut telah membuahkan hasil yang nyata; lembaga-lembaga swasta yang selama ini telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan mengalami peningkatan dan perbaikan yang relatif berarti. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan swasta tersebut jauh lebih baik

dibandingkan sebelumnya. Hal ini jelas memberi dampak pada peningkatan mutu pendidikan agama, yang selama ini relatif tertinggal.

Pada tahap awal program ini ditujukan kepada 16 lembaga pendidikan swasta besar, yaitu (1) Perguruan Muhammadiyah, (2) Perguruan Al-Ma'arif (Nahdhatul Ulama), (3) Perguruan Diniyah Putri, (4) Perguruan Dewan Dakwah Islamiyah, (5) Pesantren    Modern Gontor, (6) Tarbiyah Islamiyah, (7) Mathla'ul Anwar, (8) GUPPI, (9) Al-Washliyah, (10) Persatuan Umat Islam, (11)         PERSIS, (12) Al-Irsyad Al-Islamiyah, (13) Al-Hilal, (14) Hidayatullah, (15) Al-Khairat, dan (16) YAPIS. Perguruan-                     ​perguruan pendidikan besar tersebut sengaja dipilih dengan pertimbangan akan bisa menjadi semacam "bench-marking" bagi lembaga pendidikan swasta yang lain, baik bagi sekolah-sekolah di lingkungan sendiri maupun bagi perguruan-perguruan lain di sekitarnya. Apalagi dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, perguruan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan       telah memberikan kontribusi yang amat besar terhadap proses pencerdasan bangsa.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah serta Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ibadah umat         beragama, telah diupayakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana ibadah, termasuk memperbaiki sarana dan prasarana       ibadah yang rusak akibat amuk massa karena perselisihan         antaragama dan etnis seperti di Ambon, Kupang, dan Sambas.      Selama Kabinet Reformasi Pembangunan, pemerintah telah membangun tempat peribadatan berbagai agama secara memadai. Pemerintah juga memberikan bantuan dan terus mendorong           peranserta masyarakat dalam pembangunan tempat peribadatan
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termasuk melakukan rehabilitasi. Dengan adanya peranserta masyarakat, jumlah tempat peribadatan yang telah dibangun secara keseluruhan berjumlah 11,5 ribu buah.

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarana keagamaan       di masyarakat, pemerintah telah membantu pengadaan kitab suci berbagai agama, terjemahan dan tafsirnya, serta buku-buku     keagamaan lainnya. Pengadaan kitab suci berbagai agama oleh pemerintah sebanyak 530,4 ribu eksemplar, terdiri dari 434,8 ribu kitab suci agama Islam, 33,5 ribu kitab suci agama Kristen         Protestan, 26,2 ribu kitab suci agama Katolik, 19,1 ribu kitab suci agama Hindu, dan 16,7 ribu kitab suci agama Budha.

Di samping itu, guna mendukung peningkatan mutu       pelayanan haji telah ditetapkan Undang-Undang tentang Haji.            Selain itu telah ditetapkan pula Undang-Undang tentang Zakat.

Selama dua tahun terakhir ini kerukunan antarumat         beragama terganggu oleh munculnya konflik dalam masyarakat         yang bermotif agama. Konflik sosial tersebut sangat          memprihatinkan, karena berubah menjadi kerusuhan massal yang merusak sendi dasar kehidupan kemasyarakatan, bahkan dapat           menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Kerukunan antarumat          beragama yang semula berlangsung baik, dalam dua tahun terakhir           ini mulai goyah oleh pertentangan sosial, yang bersumber pada sentimen agama.

Dalam rangka memantapkan kerukunan antarumat          beragama, telah dilakukan berbagai upaya seperti memberdayakan jaringan kerja antarumat beragama, yang diwujudkan dengan membentuk Lembaga Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), yang berkedudukan di Yogyakarta. Lembaga ini sangat penting sebagai wadah untuk menjalin komunikasi di kalangan umat

beragama dan merupakan media yang dapat menjembatani berbagai kepentingan kelompok umat beragama. Selain itu, juga          dilaksanakan pertemuan dan silaturahmi guna mengintensifkan         dialog di kalangan pemuka agama baik di daerah maupun di pusat.       Di beberapa daerah dengan tingkat kerawanan yang relatif tinggi         dan potensial melahirkan konflik, juga dilakukan pertemuan dan dialog di kalangan pemuda dan cendekiawan muda dari berbagai agama. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan dapat mengeliminasi atau mereduksi potensi-potensi konflik antarumat beragama, yang berdampak pada kerusakan tatanan kehidupan          sosial-kemasyarakatan.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, juga didukung oleh kegiatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan melalui berbagai media, termasuk media elektronik dan melalui berbagai kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penerangan agama kepada masyarakat, yang disertai oleh pemberian buku-buku keagamaan dan paket dakwah agama. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman       dan penghayatan dalam beragama, dan bisa menumbuhkan sikap toleransi di kalangan umat pemeluk agama yang berbeda-beda.

3) Pembinaan Akhlak Mulia melalui Pendidikan Budi Pekerti Luhur

Fenomena krisis moral yang amat memprihatinkan itu telah menyadarkan seluruh masyarakat akan pentingnya pendidikan budi pekerti luhur. Pendidikan budi pekerti luhur ini amat penting diberikan di sekolah, yang selama ini ada kecenderungan mulai melemah. Gejala perkelahian antarpelajar yang terus mengalami eskalasi dari waktu ke waktu, bahkan penggunaan narkotika dan        obat-obatan terlarang yang sudah mulai menjalar di kalangan
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pelajar, merupakan indikasi kuat betapa dasar-dasar budi pekerti        luhur dan nilai-nilai moralitas itu telah tereduksi. Gejala ini jelas mengkhawatirkan, karena institusi sekolah merupakan tempat      strategis yang menjadi basis bagi proses penanaman nilai-nilai moralitas dan pembinaan akhlak mulia.

Menyadari akan kenyataan tersebut, maka upaya     memantapkan pendidikan budi pekerti luhur di sekolah secara terus-menerus dilakukan, untuk membangun akhlak mulia di kalangan pelajar. Dalam hal ini, mata pelajaran yang berkaitan langsung       dengan pendidikan budi pekerti luhur seperti pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, dan pendidikan kesenian diberikan          porsi waktu yang memadai. Bahkan untuk makin memperkuat pendidikan agama di sekolah umum, juga dilaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler seperti bimbingan kerohanian Islam,        bantuan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan, dan            pesantren kilat, yang dilaksanakan secara nasional pada waktu       liburan semester. Kegiatan pesantren kilat ini merupakan wahana        yang amat strategis bagi upaya pembinaan akhlak mulia di kalangan pelajar di sekolah.

Pembinaan akhlak mulia juga dilakukan melalui program keluarga sakinah, dengan memberikan bimbingan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Program keluarga sakinah juga dimaksudkan untuk makin memantapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi pengaruh negatif kehidupan global, dan menghindari/mencegah perilaku-perilaku sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama. Dalam program keluarga          sakinah, selain dilakukan bimbingan dan penyuluhan keagamaan,       juga diberikan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan akhlak mulia di kalangan masyarakat luas.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan pornografi, telah diupayakan berbagai langkah penanggulangan melalui Badan Koordinasi Narkotika Nasional,         yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 116 Tahun 1999. Di samping itu, guna mencegah penyebaran virus HIV/AIDS melalui Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, juga telah dilakukan berbagai upaya melalui program KIE, pencegahan, konseling, pengobatan/perawatan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, yang dimasyarakatkan melalui program "AIDS, Nanti Dulu!" hasil kerjasama antara pemerintah dan LSOM.

 4)  Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial

Masyarakat Indonesia telah lama mempunyai tradisi tolong-menolong yang tinggi yang kita kenal dengan sebutan gotong-                   ​royong. Tradisi ini sangat membantu selama krisis berlangsung. Namun karena meningkatnya urbanisasi, meluas dan lamanya kekeringan, serta beratnya krisis ekonomi menyebabkan dukungan masyarakat saja tidak cukup untuk mampu bangkit dari dampak negatip tersebut. Sehingga pemerintah mengambil prakarsa untuk meningkatkan perannya dalam melindungi penduduk yang rentan terhadap krisis. Upaya untuk melindungi penduduk miskin tersebut diwujudkan melalui suatu program Jaring Pengaman Sosial (JPS)       atau Social Safety Nets (SSN).

Program Jaring Pengaman Sosial merupakan suatu program untuk melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak negatip krisis ekonomi, yang untuk sementara waktu menyebabkan penurunan kesejahteraan atau kemiskinan sementara (transient poverty). Namun, JPS juga diarahkan untuk melindungi kelompok miskin dari dampak negatip karena keadaan tak menguntungkan yang telah lama dialaminya (chronic poverty), baik sebagai akibat krisis ekonomi maupun bukan. Dengan demikian,

JPS tidak hanya dilakukan pada masa krisis ekonomi, namun juga harus dilakukan pada waktu lainnya sewaktu sebagian dari          kelompok masyarakat masih harus hidup di dalam kondisi       kemiskinan.

Prinsip pengelolaan JPS adalah berupaya mencapai         kelompok sasaran secara efektif (well targeted), menerapkan pola bantuan secara cepat dan langsung kepada masyarakat (quick and direct disbursement), terbuka (transparent), dan dapat         dipertanggung-jawabkan (accountable), serta berkesinambungan (sustainable).

Sejak digulirkan program JPS meliputi: penguatan           ketahanan pangan (food security), proteksi pelayanan sosial (social protection) yang terkait dengan sektor kesehatan masyarakat, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja produktif (employment creation) melalui program padat karya, serta program          pemberdayaan masyarakat.

Penguatan ketahanan pangan ditujukan pada upaya menyediakan kebutuhan pangan pokok yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Musim kemarau       yang berkepanjangan, naiknya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, serta terganggunya jaringan distribusi akibat kerusuhan         bulan Mei 1998 yang lalu, telah menyebabkan naiknya harga bahan pangan pokok. Program penguatan ketahanan pangan ini telah       berhasil memulihkan produksi dan jaringan distribusi bahan-bahan pokok, dengan melibatkan partisipasi usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta LSM.

Di bidang produksi pangan, upaya peningkatan mutu intensifikasi, yang didukung dengan penyediaan sarana produksi,         dan penyediaan kredit usaha tani ditingkatkan untuk menunjang
peningkatan produksi. Upaya tersebut juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan, bera dan lahan tidur, serta program padat karya di bidang pertanian pangan untuk        meningkatkan daya beli penduduk miskin.

Sejak tahun 1998/99 telah dilaksanakan kegiatan penyediaan beras bersubsidi melalui program Operasi Pasar Khusus (OPK). Program OPK tersebut ditujukan untuk membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan harga bersubsidi sehingga terjangkau oleh daya belinya yang menurun. OPK juga sekaligus merupakan kebijaksanaan penghapusan subsidi kepada masyarakat umum menjadi subsidi khusus bagi keluarga miskin.

OPK dimulai pada bulan Juli 1998 dengan menyediakan       beras bagi keluarga miskin 10 kg per kepala keluarga (KK) per          bulan dengan harga Rp 1.000,- per kg. Mulai bulan Desember 1998, bantuan ini ditingkatkan menjadi 20 kg beras per bulan sampai dengan 31 Maret 1999, beras OPK ini telah diberikan kepada 10,5 juta KK miskin di 27 propinsi. Untuk tahun anggaran 1999/2000 program OPK dilaksanakan di 27 propinsi dengan perkiraan sasaran 14,6 juta KK. Selain beras, berbagai bantuan pangan, yang berasal dari berbagai sumber, seperti terigu, minyak goreng, dan kedele        juga diberikan kepada penduduk miskin di berbagai daerah.

Upaya peningkatan produksi pangan sumber protein hewani dilaksanakan melalui pengembangan budidaya perikanan air tawar          di perairan umum dan pembibitan ayam buras, serta pengembangan budidaya dan tambak ikan di daerah-daerah miskin yang lokasinya sesuai untuk kegiatan tersebut.

Upaya pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Dati II dan Kecamatan terus dilakukan untuk memantau secara dini tanda-tanda kejadian rawan pangan sehingga secara cepat dan

terkoordinasi pemerintah dan masyarakat dapat melakukan upaya​-          upaya pencegahan dan pengendalian sehingga dapat mencegah timbulnya kasus rawan pangan. Sejalan dengan itu dilaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Sekolah           (PMT-AS) yang ditujukan untuk melindungi anak dari keluarga         miskin yang berada di daerah tertinggal. Pemberian subsidi yang merupakan salah satu kegiatan penting JPS harus dilakukan dengan mempertajam sasaran pemberian subsidi kepada penduduk miskin.         Hal ini untuk dapat melindungi kelompok penduduk yang benar-                 ​benar memerlukan, sekaligus mengurangi ‘kebocoran’ subsidi                 kepada kelompok penduduk yang tidak berhak. Selain itu, secara bertahap pemberian subsidi harus dikurangi karena dapat mengakibatkan distorsi pada pasar barang yang disubsidi tersebut.
Di bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial (JPS​-BK) dilaksanakan untuk meningkatkan/mempertahankan derajat kesehatan dan status gizi keluarga miskin. Tujuannya antara lain         adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kebidanan serta rujukannya bagi keluarga miskin, pelayanan perbaikan gizi bagi ibu hamil dan ibu nifas Kurang Energi Kronis (KEK) serta bayi/anak         (6-23 bulan) dari keluarga miskin, meningkatkan upaya         pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, dan memantapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Revitalisasi Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPKG). Berbagai upaya tersebut dilakukan berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.

Untuk mencapai tujuan program tersebut, pada tahun         anggaran 1998/1999 telah ditetapkan sasaran pelayanan kesehatan         dasar dan kebidanan bagi 15,04 juta KK miskin, 724,3 ribu ibu

hamil, 274,3 ribu ibu bersalin, dan 344,9 ribu ibu nifas. Dalam pelaksanaannya, tercatat sebanyak 8,05 juta KK miskin (53,5            persen), 496,3 ribu ibu hamil (68,5 persen), 207,2 ribu ibu nifas              (60,1 persen), dan 180 ribu ibu bersalin (65,6 persen) yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar dan kebidanan.           Sementara itu, untuk menanggulangi masalah gizi pada keluarga miskin, telah ditetapkan sasaran pelayanan perbaikan gizi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) bagi 2,4 juta anak (usia 6-23 bulan) dan 271,8 ribu ibu hamil/ibu nifas KEK. Hasil pelaksanaan pelayanan perbaikan gizi tersebut tercatat 1,6 juta anak usia 6-23         bulan (68,3 persen) dan 159,7 ribu ibu hamil KEK (58,8 persen)           yang mendapat pemberian makanan tambahan.

TABEL 2.3

SASARAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL               BIDANG KESEHATAN (JPS-BK)

1998/99 - 1999/2000

[image: image3.png]No. Program/Kegiatan Sasaran

1998/99 1999/2000

1. Pelayanan Keschatan 15,04 juta KK 6,41 juta KK
Dasar dan Rujukan Miskin Miskin

2. Pclayanan Kebidanan
Dan Rujukan

a.ibu hamil 7243 ribu 813,08 ribu
b. ibu bersalin 274,3 ribu 813,08 ribu
¢. ibu nifas 3449 ribu 813,08 ribu

3. Pemberian Makanan
Tambahan
a. bayi (6-11 bulan) 772,7 ribu 400,04 ribu
b. anak (12-23 bulan) 1.558,3 ribu 1.008,8 ribu
¢. ibu hamil KEK 271,8 ribu 1.878,4 ribu





Untuk lebih menjamin kesinambungan pelayanan perbaikan gizi, pada tanggal 2 Agustus 1999 telah dicanangkan Gerakan       Nasional Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi oleh Presiden di Mauk, Tangerang yang tujuan pokoknya adalah meningkatkan

pemberdayaan potensi keluarga dan masyarakat di samping            kerjasama lintas sektoral.

Upaya perbaikan gizi pada anak sekolah juga telah dilaksanakan melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) bagi 8,1 juta anak di 52.592 SD/MI untuk tahun           anggaran 1998/99. Untuk tahun anggaran 1999/2000, sasaran         program PMT-AS diperluas bagi santri pondok pesantren dan siswa SD/MI di daerah miskin perkotaan, sehingga program PMT-AS meliputi 25.716 desa/kelurahan di 3.395 kecamatan yang tersebar       pada 325 kabupaten/kotamadya di 27 propinsi. Sasaran program bertambah menjadi 9,8 juta siswa yang terdiri dari: 8,5 juta siswa di SD/MI IDT, dan 393 ribu siswa SD/MI di daerah miskin perkotaan, serta 906 ribu siswa pondok pesantren.

Sementara itu, peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan revitalisasi Posyandu agar mampu menunjang penyelenggaraan pemberian makanan tambahan. Untuk menjamin persediaan obat-obatan dan habis pakai untuk life saving emergency di rumah sakit pemerintah dalam rangka           pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin, disediakan         bantuan biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit (OPRS)          bagi 420 rumah sakit.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular terus dilanjutkan dengan prioritas pada bayi, anak balita, ibu dan kelompok usia kerja. Upaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui pemberian kekebalan pada bayi berupa vaksinasi BCG, DPT, Polio, Campak, vaksinasi TT bagi ibu hamil dan wanita usia subur, serta DT dan TT anak sekolah dasar. Pemberian kekebalan berupa vaksinasi bayi lengkap telah melebihi target UCI (Universal Child Immunization) pada seluruh propinsi dan kabupaten, yaitu sebesar 80 persen dari seluruh sasaran bayi.

Upaya mewujudkan Obat Asli Indonesia (OAI) menjadi tuan rumah di negara sendiri dan tamu terhormat di negara lain, telah     ditempuh langkah strategis seperti pengembangan kebun tumbuhan          obat (agromedicine) dan pembangunan pabrik ekstrak. Kegiatan ini diiringi dengan upaya peningkatan mutu, keamanan dan pemanfaatan OAI.

Di bidang Kesejahteraan Sosial berbagai upaya telah        dilakukan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan kelompok rentan oleh pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 1998/99 telah diberikan pelayanan bagi 9.693 anak jalanan         berupa bimbingan sosial dan budi pekerti, bantuan makanan, bantuan beasiswa, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan dan             pelayanan-pelayanan rujukan lain yang diperlukan. Agar anak            terlantar dapat tumbuh secara wajar, terpelihara kelangsungan         hidupnya, dan terlindung dari ketelantaran yang semakin parah,         diberikan pelayanan sosial berupa: asuhan, bantuan makanan,           beasiswa, peralatan sekolah dan bimbingan sosial bagi 194.860 anak,      baik di dalam maupun di luar panti atau di dalam lingkungan         keluarga. Selain itu, diberikan dana bantuan kepada panti sosial milik masyarakat yang menangani anak dan lanjut usia terlantar yang mengalami kesulitan biaya.

Pemerintah memiliki komitmen dalam menangani penduduk         lanjut usia, karena mereka terdiri dari penduduk yang potensial dan         masih bisa memberikan sumbangan dalam pembangunan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan penyiapan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, untuk membantu kesejahteraan penyandang cacat dan komunitas adat terpencil, telah pula ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1999 Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat           dan Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 1999 tentang Pembinaan

Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Sementara itu, bagi KK miskin yang mempunyai potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif telah diberikan paket bantuan sosial bagi sebanyak 124.924 KK sangat miskin yang tersebar di 2.891 desa/kelurahan.
Pada pertengahan tahun 1999/2000 telah dilakukan kegiatan tanggap darurat terhadap pengungsi yang berada di 9 propinsi yaitu D.I. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan        Timor Timur. Bantuan yang diberikan berupa pemberian beras dan      lauk pauk, serta pengadaan dapur lapangan dan konseling bagi pengungsi. Dalam menangani masalah pengungsi, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, WFP, UNICEF, UNDP, IOM, dan European Community. Bahkan dalam kasus pengungsi Timor Timur Pasca-Jajak Pendapat, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 11 Tahun 1999, agar penanganan pengungsi dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di antara instansi-instansi terkait.

Pemerintah juga telah berupaya menangani korban bencana alam dan musibah seperti banjir, gempa, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berdasarkan Keppres No. 106 Tahun 1999.

Di samping itu, untuk memulihkan kesejahteraan rakyat        akibat kerusuhan sosial, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Pertama, kegiatan tanggap darurat untuk penampungan darurat para pengungsi korban kerusuhan termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Kedua, rehabilitasi dan pembangunan kembali perumahan, prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum, beserta fasilitas sosial dan ekonominya dengan melibatkan masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Maluku (Ambon) sebanyak 1.152

unit rumah, Kalimantan Barat (Pontianak dan Sambas)        penampungan sementara sebanyak 15.797 jiwa, Sulawesi Tenggara untuk penampungan 1.720 KK, dan Nusa Tenggara Timur untuk penampungan pengungsi eks Timor-Timur secara terpusat difasilitas umum/sosial dan penampungan sementara sebanyak 25.578 KK. Ketiga, pengentasan kesenjangan yang pada umumnya berupa percepatan pembangunan prasarana dan sarana irigasi, jalan dan prasarana perkotaan di daerah-daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kegiatan ini terutama       untuk mengatasi isolasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pada daerah rawan kerusuhan sosial. Di D.I Aceh dibangun rumah       eks DOM dan GPK sebanyak 755 unit di 3 kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Selanjutnya, di Kalimantan Barat (Tebang Kacang dan Pulau         Padang Tikar) telah dilaksanakan program pemukiman kembali         untuk 4.500 KK, di Sulawesi Tenggara (kawasan Lasalimu dan         Asera) transmigrasi untuk 100 KK dan Nusa Tenggara Timur (Hae Kesak, Benanain/Besikama, Ponu, Bena dan Sulamu) pemukiman kembali untuk 15.400 KK.

Di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, pembangunan diarahkan untuk menciptakan penduduk Indonesia      yang berkualitas, dengan memberdayakan keluarga, khususnya Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), guna melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan perubahan perilaku birokrasi        ke arah efisiensi akuntabiliti dan profesionalisme, telah ditata ulang visi dan misi pembangunan kependudukan dan KB menjadi "Pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tahun 2020 dalam rangka melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)". Visi ini merupakan

penjabaran kesepakatan internasional dalam program aksi ICPD     Cairo 1994, deklarasi Pembangunan Sosial Copenhagen 1995, dan platform pemberdayaan perempuan Beijing 1995.

Untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah, telah dikembangkan berbagai kajian yang menghasilkan berbagai rancangan peraturan, analisa dan pengembangan indikator yang bermanfaat bagi pengembangan kebijaksanaan di bidang kependudukan dalam hal pengendalian pertumbuhan,         pengembangan kualitas, dan pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penyempurnaan informasi kependudukan. Di      samping itu telah dikembangkan pula Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) yang dapat diakses         melalui komputer, yang jaringannya akan dikembangkan sampai ke tingkat kecamatan. SIDUGA diharapkan dapat merupakan tulang punggung Sistem Administrasi Kependudukan Nasional yang         sedang dikembangkan.

Dalam masa krisis ekonomi yang berkepanjangan saat ini, tantangan berat yang dihadapi Gerakan KB nasional adalah menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga secara nasional yang ditandai dengan menurunnya jumlah keluarga dalam kategori KS II      ke atas, dan naiknya secara tajam jumlah keluarga PS dan KS-I karena alasan ekonomi, yang disertai dengan berkurangnya kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membeli alat dan        obat kontrasepsi.

Apabila kondisi ini berlanjut maka tingkat kesejahteraan dan kesertaan KB di masyarakat yang relatif telah tinggi menjadi menurun. Sampai dengan bulan Agustus 1999, jumlah peserta KB aktif telah mencapai 67 persen dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS). Apabila tingkat kesertaan KB tersebut menurun, maka       kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan

nasional secara keseluruhan, karena meningkatnya jumlah penduduk akibat kelahiran yang tidak diharapkan akan membuat hasil-hasil pembangunan menjadi kurang berarti.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilaksanakan     berbagai upaya untuk menjamin agar pasangan usia subur (PUS)       tetap mendapat pelayanan KB yang berkualitas yang didukung        dengan penyediaan alokon yang memadai. Dalam situasi krisis,           telah didayagunakan berbagai potensi KIE dan jaringan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program-program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan konsep Pengembangan Sumberdaya Manusia Potensial yang terpadu dan tersinergi yang        antara lain dilaksanakan melalui kegiatan Posyandu, BKB,          Kesehatan Reproduksi Remaja dan kampanye penanggulangan PMS/HIV-AIDS.

Dalam lingkup Pembangunan Sumberdaya Manusia         Potensial, gerakan KB Nasional, telah banyak berperan dalam pembentukan norma keluarga kecil (NKK), yang berhasil        menurunkan angka total fertility rates dan laju pertumbuhan          penduduk, serta meletakkan dasar-dasar keluarga bahagia sejahtera (KBS) yang hasil kegiatannya telah mendukung kemajuan pembangunan berbagai sektor lainnya, dan keberhasilannya telah mengangkat citra Indonesia di mata internasional. Dari aspek internasional, penghargaan atas keberhasilan GKBN ditunjukkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 4 "Centers of Excellence" dunia di bidang Kependudukan dan Reproduksi Sehat. Melalui program South to South Cooperation, Internasional         Training Program BKKBN telah dipercaya melatih 3.706 peserta          dari 90 negara dalam bidang kependudukan/KB. Demikian juga       dengan dana PBB telah dikirim 39 konsultan bidang KB dari

Indonesia ke negara-negara di Asia, Afrika, dan Pasifik. Potensi ini merupakan aset bagi pembangunan nasional di masa mendatang.

Dalam situasi krisis, data Keluarga Sejahtera dari BKKBN yang sifatnya mikro juga telah dimanfaatkan oleh pengelola          program JPS sektor terkait untuk penentuan sasaran program, khususnya dalam pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus            Beras, Pendataan Anak Usia Sekolah, serta pemberian Kartu Sehat bagi para keluarga pra-S dan KS-I alasan ekonomi.

Di bidang pendidikan, upaya penanggulangan krisis dilakukan untuk mempertahankan partisipasi pendidikan, khususnya dari kelompok penduduk miskin agar sekurang-kurangnya sama dengan kondisi sebelum krisis. Selain itu, sejalan dengan         peningkatan biaya yang sangat tinggi, dilakukan upaya penyediaan dana bantuan operasional untuk menjaga kelangsungan dan kualitas proses belajar mengajar untuk seluruh jenjang pendidikan. Sasaran beasiswa adalah semua siswa yang berasal dari keluarga miskin, sedangkan sasaran dana bantuan operasional (DBO) adalah semua sekolah, baik negeri maupun swasta, sekolah umum, kejuruan, dan sekolah luar biasa dengan syarat berstatus minimal terdaftar dan      bukan sekolah mahal.

Untuk tahun anggaran 1998/99, sasaran beasiswa meliputi        1,8 juta (6 persen) siswa SD/MI; 1,65 juta (17 persen) siswa SLTP/MTs; dan 500 ribu (10 persen) siswa SMU/MA/SMK.          Adapun sasaran dana bantuan operasional adalah 60 persen dari masing-masing jumlah sekolah yang meliputi: 104.350 SD/MI;          18.236 SLTP/MTs; dan 9.400 SMU/MA/SMK.

TABEL 2.4
SASARAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL
BIDANG AGAMA DAN PENDIDIKAN
1998/99 - 1999/2000
No.
Program
Sasaran

1998/99
1999/2000

1.  Beasiswa: 

a. SD, MI dan SDLB
  1,8 juta anak
 1,8 juta anak

b. SLTP, MTs dan SLTPLB      1,7 juta anak
 1,7 juta anak

c. SMU, SMK, MA dan
 500 ribu anak      500 ribu anak SMLB

d. Mahasiswa
 162,7 ribu orang  162,7 ribu orang

2.  Dana Bantuan Operasional:

a. SD, MI dan SDLB
104.350 sekolah   104.350 sekolah

b. SLTP, MTs dan SLTPLB    18.236 sekolah     18.236 sekolah

c. SMU, SMK, MA dan
9.400 sekolah      9.400 sekolah

SMLB

d. Perguruan Tinggi (PT)
1.087 PT              1.087 PT

Pada jenjang pendidikan tinggi telah diberikan berbagai            bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu secara          ekonomi. Pemberian bantuan bagi mahasiswa secara lebih variatif          tidak hanya ditujukan untuk mengurangi angka putus kuliah, tetapi          juga untuk memacu mahasiswa agar lebih berprestasi dan dapat menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu. Untuk itu, telah

diberikan beasiswa bagi sekitar 162,7 ribu mahasiswa perguruan         tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang terdiri dari: Beasiswa Kerja Mahasiswa (BKM) bagi 137,2 ribu orang mahasiswa sebagai imbal-jasa bagi mahasiswa yang bekerja paruh waktu di perguruan tinggi yang bersangkutan pada bidang yang dapat meningkatkan prestasi akademik, antara lain, menjadi asisten dosen, asisten laboratorium dan asisten peneliti; dan Bantuan penyelesaian tugas akhir bagi 25,5 ribu orang mahasiswa yang diharapkan dapat memacu mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah secara tepat waktu.
Selain itu, diberikan juga beasiswa bagi 38,6 ribu orang mahasiswa di 62 perguruan tinggi agama. Pemberian beasiswa di perguruan tinggi dialokasikan berdasarkan lokasi dan mutu perguruan tinggi yang mencerminkan status sosial-ekonomi mahasiswa.

Untuk membantu perguruan tinggi dalam mempertahankan mutu proses penyelenggaraan pendidikan telah diberikan dana        bantuan operasional (DBO) bagi 52 PTN dan 745 PTS serta 290 perguruan tinggi agama negeri dan swasta. Pemberian DBO tersebut dialokasikan secara block-grant yang didasarkan pada jumlah           peserta didik, jenis program studi yang dibina, dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Diharapkan DBO         tersebut dapat menghindari perguruan tinggi menarik lebih banyak sumbangan dari orang tua mahasiswa yang dapat berdampak pada menurunnya minat untuk melanjutkan kuliah. Disamping itu, pemberian DBO secara block-grant akan mendorong perguruan         tinggi untuk lebih otonom dalam memperbaiki substansi perencanaannya sehingga lebih menjamin pencapaian upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan.

Bantuan penyelamatan mahasiswa dari ancaman putus          sekolah juga dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian

pada masyarakat dalam bentuk kegiatan enterpreneurship yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam membantu dunia usaha di sekitarnya untuk lebih inovatif dan kompetitif merebut pasar. Di samping mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diharapkan akan membantu mempercepat penyelesaian tugas akhirnya serta menciptakan wawasan budaya menciptakan kerja setelah lulus nantinya, mahasiswa juga secara langsung terbantu ekonominya sebagai tenaga honorer pada kegiatan tersebut.

Pelaksanaan JPS di bidang pendidikan tahun anggaran          1998/99 menurut hasil monitoring, baik dari tim internal maupun         tim eksternal dinilai berjalan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari         hasil studi Dedi Supriadi (1999) dan pemantauan oleh tim         independen, yaitu Independent Implementation Review Team          (IIRT). IIRT melakukan pemantauan di 4 propinsi (Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara).        IIRT melaksanakan pemantauan dari bulan Nopember 1998 sampai dengan bulan April 1999. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan sebanyak 81 persen responden (penerima beasiswa) berasal dari keluarga miskin; sebanyak 82 persen sekolah mengumumkan       beasiswa secara terbuka; dan sekitar 95 persen siswa menerima beasiswa secara utuh.

Untuk tahun anggaran 1999/2000, jumlah sasaran JPS pendidikan, baik beasiswa maupun DBO tetap dipertahankan,         namun dalam pengelolaannya dilakukan penyempurnaan yang meliputi: (1) penyempurnaan pengalokasian beasiswa dan DBO          yang dihitung berdasarkan pada data yang lebih mutakhir dan         akurat; (2) mengupayakan proporsi yang lebih berimbang antara sekolah negeri dan swasta dengan memberikan kesempatan yang        lebih besar pada sekolah swasta; (3) pengaturan beasiswa antar sekolah secara lebih merata yaitu melalui pengalokasian satu tahap

bagai semua sekolah; dan (4) memperbaiki kriteria alokasi dan mempermudah cara pengalokasian.

Di bidang tenaga kerja, selain upaya penyediaan lapangan kerja bagi penduduk miskin, upaya penanggulangan krisis dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi. Upaya ini dilaksanakan melalui program-program padat karya sektoral dan Inpres, seperti Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenaga Kerjaan (PDKMK), P3T (Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil), Program Padat Karya Kehutanan dan Pekerjaan Umum, serta pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan teknologi padat karya, seperti peningkatan jalan kabupaten dan program         Inpres lainnya. Secara menyeluruh sampai dengan tahun 1998/99, program padat karya khusus telah menyerap tenaga kerja sekitar     57,49 juta HOK atau 80,14 persen dari target. Sedangkan proyek Padat Karya Produktif Sektoral Pekerjaan Umum (PKPS-PU) dalam tahun 1998/99 telah menyerap 40,6 juta HOK dan peluang usaha        bagi pengusaha kecil (C2GEL) sebanyak 18.455 paket. Pada tahun 1999/2000 diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi        64,57 juta HOK dan peluang usaha bagi C2GEL sebanyak 14.900 paket.

Untuk tahun anggaran 1999/2000, penentuan dan lokasi dan besaran dana program padat karya didasarkan pada jumlah penganggur yang mendaftar. Penganggur yang akan diserap melalui program padat karya sektor pekerjaan umum adalah 400.000 orang dengan rata-rata masa kerja 4 bulan yang akan dilaksanakan di 121 kabupaten/kotamadya di 27 propinsi. Di samping itu dilaksanakan program prakarsa khusus bagi penganggur perempuan (Special Initiative for Women Unemployment, SIWU) yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan gender dalam mengakses dan mendapatkan manfaat bagi program yang selama ini banyak

dimanfaatkan oleh laki-laki. Diharapkan melalui program ini, keterlibatan perempuan dapat mencapai 80 persen dengan rata-rata masa kerja 3 bulan. Mekanisme pengusulan program dimulai dari pengajuan usulan kegiatan oleh organisasi masyarakat, LSM,       lembaga swasta dan instansi pemerintah. Usulan kegiatan tersebut dinilai oleh konsorsium di tingkat regional yang terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Jenis usulan kegiatan terdiri dari pelayanan sosial, pelayanan umum, pelatihan dan pengembangan teknologi padat karya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Program        Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) merupakan suatu bentuk bantuan langsung (community fund) kepada masyarakat miskin dan jatuh miskin akibat krisis ekonomi yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (2) menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana social-ekonomi yang menunjang sistem produksi dan distribusi barang/jasa yang diusahakan oleh rakyat, serta dibutuhkan oleh masyarakat; dan (3) meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat       serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk tahun anggaran 1999/2000, program PDM-DKE akan dilaksanakan di 27 propinsi yang tidak mendapatkan alokasi        Program Pengembangan Kecamatan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan alokasi minimal per desa/kelurahan sebesar Rp 25 juta. Lapangan kerja yang tercipta adalah 50 hari         orang kerja untuk setiap juta rupiah pada kegiatan fisik; dengan memperhatikan keseimbangan gender di mana tingkat partisipasi wanita pada kegiatan fisik diharapkan mencapai di atas 15 persen         dan pada kegiatan ekonomi di atas 30 persen.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial tahun anggaran 1998/99, berbagai kritik, masukan, dan tanggapan dari masyarakat luas, baik yang terekam melalui       media massa maupun yang disampaikan langsung kepada pelaksana program, maka pelaksanaan JPS untuk tahun anggaran 1999/2000 dilakukan berbagai penyempurnaan pada aspek pengelolaan dan pengamanan (safeguarding). Perbaikan ini antara lain dengan meningkatkan kualitas dan cakupan penyebarluasan informasi; penetapan mekanisme untuk menangani pengaduan masyarakat mengenai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program-        program JPS; penggunaan sistem pelaporan yang menekankan pada pencapaian target kinerja (output); verifikasi independen atas       laporan yang dikeluarkan oleh pelaksana program; serta pelibatan masyarakat madani dalam tahap perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dalam upaya mempertajam pencapaian sasaran, penyempurnaan dilakukan dengan menggunakan data terbaru dalam penetapan kelompok sasaran dan alokasi geografis, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh program, serta melakukan integrasi dan sinkronisasi program.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan JPS, pelaksanaan JPS tahun anggaran 1999/2000 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen, baik pemerintah maupun non pemerintah. Komponen yang terlibat dalam JPS tersebut, bergabung dalam       Forum Lintas Pelaku yang terdiri dari Tim Koordinasi Pengelolaan Program-Program (TKPP) JPS, Tim Pengendali Gugus Tugas Peningkatan JPS, dan Tim Monitoring Independen. Forum ini berfungsi untuk mewadahi organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku bisnis dan pemerintah untuk dapat bertemu dan memantau pelaksanaan program-program serta membantu memberikan pemecahan masalah yang terjadi.

TKPP-JPS membentuk unit-unit kerja yang bertugas untuk melayani masyarakat luas, yaitu: Pusat Informasi dan Unit       Pengaduan Masyarakat. Pusat Informasi JPS bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi         mengenai seluruh program JPS sehingga seluruh komponen masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi program-program JPS secara akurat. Sementara itu, Unit Pengaduan       Masyarakat bertugas untuk menangani, mengambil tindakan, dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat yang muncul dalam JPS sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program JPS.

Upaya penanggulangan krisis tidak hanya dilakukan melalui program JPS yang bersifat sementara, namun juga dilakukan           melalui Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) sebagai implementasi Inpres No. 21 tahun 1998. Kegiatan program         ini meliputi: Pemberdayaan penduduk, keluarga dan masyarakat miskin; Pemberdayaan usaha mikro; Pemberdayaan wilayah      tertinggal; dan Program pengembangan manajemen pengentasan kemiskinan. Rincian program dan hasil-hasil dari Gerdu Taskin         dapat dilihat pada Bab VII Demokrasi Ekonomi.

 b.   Pelaksanaan Reformasi

1)   Peningkatan Pergelaran Seni Budaya dan Pertukaran Pemuda Antar propinsi dan Antarnegara

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk baik dari segi suku, budaya, adat istiadat, maupun agama, dengan kekayaan alam yang amat melimpah. Kemajemukan tersebut merupakan khazanah budaya bangsa, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang        indah sehingga sering digambarkan bagai "untaian zamrut

katulistiwa." Kekayaan khazanah budaya bangsa tersebut patut terus dipelihara, untuk memperkukuh identitas dan jati diri bangsa.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan kreativitas seni budaya daerah serta menumbuhkan daya cipta            seniman dan budayawan, pemerintah telah melaksanakan program pertukaran seni budaya antardaerah. Kegiatan dalam program       pertukaran seni budaya antardaerah ini antara lain berupa seminar/ pertemuan antarseniman dan budayawan, festival musikalisasi puisi,      serta pergelaran kesenian dan kebudayaan daerah. Program ini        bertujuan ganda yaitu: (1) memberdayakan para seniman di daerah,         dan (2) memperkuat Dewan Kesenian Daerah, yang selama ini           menjadi tulang punggung kegiatan kesenian di daerah.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan dinamika pembangunan generasi muda agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan          membangun Manusia Indonesia Baru yang berkualitas, produktif dan kompetitif di masa mendatang, maka kebijaksanaan pembangunan di semua sektor yang terkait dengan keterlibatan dan peranserta generasi muda harus dipadukan satu sama lain, dengan pertimbangan dan perhatian bahwa generasi muda adalah generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan masa depan yang perlu dipersiapkan dan diberdayakan semaksimal mungkin.

Berbagai program dan kegiatan pemberdayaan generasi muda        telah dilakukan selama era reformasi ini, meliputi antara lain: pembentukan dan pembinaan moral, pengembangan sikap, perilaku         dan kemampuan kewirausahaan, pengembangan kepribadian, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pengembangan wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan generasi muda melalui pembelajaran.
Untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan di kalangan           pemuda, memupuk jiwa patriotisme dan cinta tanah air, serta

memperkuat ikatan persatuan dan kesatuan bagi segenap komponen bangsa, pemerintah telah melaksanakan program pertukaran pemuda antarpropinsi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan wawasan internasional para pemuda, pemerintah juga telah melaksanakan     program pertukaran pemuda antarnegara. Dalam program pertukaran pemuda antarnegara itu, kegiatan yang dilaksanakan antara lain           adalah memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda, menghargai dan belajar dari perbedaan budaya antarpropinsi dan antarbangsa, mengembangkan kemampuan berbahasa asing,         mempelajari berbagai masalah pembangunan lokal dan global, dan          ikut serta dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat terutama masyarakat perdesaan.

Dalam program pertukaran pemuda tersebut juga ditampilkan berbagai kegiatan yang bertujuan mempromosikan kesenian dan kebudayaan masing-masing daerah/negara, memaparkan potensi ekonomi daerah/negara, serta saling tukar informasi, pengalaman, keterampilan, dan keahlian.

Sebagai penghargaan terhadap komitmen Indonesia dalam menciptakan saling pengertian dan perdamaian di dunia melalui pertukaran pemuda antarbangsa, maka Indonesia diberi kepercayaan untuk menjadi Juan rumah dalam penyelenggaraan "The First International Conference of International Youth Exchange Program Alumni."

2)       Partisipasi Masyarakat dan LSM dalam             Pembangunan

Bersamaan dengan arus reformasi yang terus menguat, masyarakat pun makin giat menuntut untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pada

masa reformasi sekarang, pemerintah tidak bisa lagi mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, tanpa         melibatkan partisipasi dan peranserta masyarakat. Demikian pula kebijakan-kebijakan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat, karena pembangunan itu pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelibatan masyarakat dan organisasi sosial non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembangunan seyogyanya dapat diakomodasi.

Pelibatan masyarakat dan organisasi sosial non-pemerintah atau LSM sudah mulai dilakukan dalam pembangunan pendidikan, misalnya, dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Partisipasi masyarakat dan LSM dalam program JPS ini dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring.

Dalam proses perencanaan, masyarakat dan LSM terlibat dalam mendesain program bersama dengan pemerintah; sementara pada tingkat pelaksanaan, masyarakat dan LSM terlibat di dalam struktur organisasi pelaksana program sebagai anggota komite,            mulai dari komite sekolah, komite kecamatan, komite kabupaten, komite propinsi, sampai komite pusat. Bahkan telah dilakukan kerjasama antara perguruan tinggi dan LSM (dalam dan luar negeri) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara independen dan pelaporannya terpisah dari organisasi pelaksana kegiatan.

Partisipasi masyarakat dan LSM makin diperluas pada program pembangunan yang lain seperti program revitalisasi SD-        MI. Dalam program revitalisasi SD-MI, masyarakat dan LSM        terlibat aktif dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan sarana dan prasarana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Masyarakat dan LSM juga terlibat dalam

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi selama program revitalisasi dilaksanakan.

Di bidang pembangunan pendidikan agama, pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat dan LSM dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada masyarakat seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, PUI, Mathla'ul Anwar, dan lain-lain makin diberdayakan, dengan memberikan sejumlah bantuan sehingga lembaga-lembaga tersebut lebih optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Selain di bidang pembangunan pendidikan, masyarakat dan LSM juga terlibat dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, masyarakat dan LSM terlibat menentukan skim-skim kredit melalui koperasi, menginventarisasi dan menyeleksi unit-unit usaha yang dipandang layak mendapatkan kredit, untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan usaha-usaha produktif.

Di bidang pembangunan peranan wanita, pemerintah telah mengembangkan kemitraan dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai upaya penghapusan tindak       kekerasan kepada wanita, peningkatan penghormatan martabat dan HAM, pemampuan pelembagaan, kesetaraan dan keadilan jender serta pemberdayaan wanita sebagai pilar bangsa.

Demikianlah, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat dan LSM sehingga dapat berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Dalam hal ini pemerintah menyadari sepenuhnya, bahwa keterlibatan masyarakat dan LSM dalam penentuan

kebijakan pembangunan itu merupakan bagian dari transparasi,      yang menjadi tuntutan reformasi.

            3)  Pembangunan Institusi Penduduk Lanjut Usia

Salah satu kebijaksanaan di bidang kependudukan adalah mendayagunakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut. Kebijaksanaan ini ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan kesejahteraan penduduk usia lanjut, baik yang masih produktif maupun yang secara fisik sudah tidak produktif lagi.

Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia. Dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk usia lanjut, diupayakan tiga langkah strategis, yaitu: (1) upaya persiapan memasuki usia lanjut; (2) upaya pelibatan usia lanjut dalam kegiatan produktif; dan (3) upaya pelayanan dan perawatan kepada penduduk usia lanjut.

Pencapaian dari langkah-langkah tersebut, sejauh ini cukup menggembirakan yaitu sebanyak 800 ribu keluarga bergabung     dalam kelompok bina keluarga lanjut (BKL) yang berjumlah lebih dari 60 ribu.

Kegiatan pemberdayaan penduduk usia lanjut ini mencakup kegiatan-kegiatan nasional seperti: (1) penyusunan rencana aksi dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan usia lanjut; (2) penyusunan manual socio-cultural and operational research; dan (3) penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemberdayaan penduduk usia lanjut.

            4)  Pemantapan Kerukunan Antarumat Beragama

Berbagai peristiwa kerusuhan sosial yang bernuansa konflik agama, yang terjadi di beberapa daerah selama dua tahun terakhir        ini, secara nyata telah menggoyahkan sendi-sendi kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya       sungguh-sungguh untuk memantapkan kerukunan antarumat     beragama melalui pemberdayaan lembaga-lembaga kerukunan antarumat beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditingkatkan dialog tentang kerukunan di kalangan lembaga​-          lembaga kerukunan antarumat beragama seperti MADIA         (Masyarakat Dialog Antaragama) dan DIAN-Interfedei (Dialog Antaragama). Untuk mendukung kegiatan ini, telah dikembangkan pula kelompok-kelompok kajian yang melibatkan unsur-unsur perguruan tinggi dari berbagai agama.

Selain itu, pemerintah dan para pemuka agama juga telah berupaya menjalin kerjasama dalam membina kerukunan antarumat beragama, melalui optimalisasi fungsi dan peranan organisasi-organisasi keagamaan seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan Matakin. Dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan organisasi keagamaan tersebut, diharapkan makin menguatkan toleransi dan saling pengertian di kalangan umat pemeluk agama. Tumbuhnya toleransi dan saling pengertian di kalangan umat pemeluk agama, selain dapat mereduksi potensi konflik antaragama, juga memberi sumbangan penting dalam upaya memupuk serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

3.         Tindak Lanjut yang Diperlukan.

Pelaksanaan pendidikan agama belum sepenuhnya      mampu meningkatkan akhlak mulia. Walaupun berbagai upaya

sudah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan moral dan akhlak mulia di lingkungan sekolah, namun kualitas pendidikan agama     belum memadai. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu: pertama, proses pembelajaran dan iklim belajar-mengajar belum mampu mendorong proses transformasi nilai, moral, sikap, dan perilaku akhlak mulia kepada anak didik. Selain itu, juga kurangnya keteladanan dalam perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat tertentu. Kedua, sarana pendukung pendidikan agama baru tersedia di sebagian. sekolah, sehingga membatasi kesempatan guru dan anak didik       belajar agama secara utuh. Ketiga, belum tersedianya peraturan         yang memungkinkan sekolah terbebas dari pengaruh negatip seperti penjualan rokok, minuman keras, dan bacaan yang berbau         pornografi.

Pendidikan agama usia dini. Berbagai studi menunjukkan betapa pentingnya pendidikan usia dini dalam membentuk     kepribadian dan akhlak seorang anak. Pendidikan usia dini tersebut seharusnya didapat di lingkungan rumah tangga, selain di        lingkungan sekolah seperti Taman Kanak-Kanak. Karena jenjang pendidikan usia dini memberikan bekal psikologis kepada anak        untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Namun, jumlah dan kualitas Taman Kanak-Kanak masih sangat terbatas. Kalaupun ada, hanya dapat dijangkau oleh anak dari keluarga relatif berkecukupan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memperluas akses anak-anak mendapatkan pendidikan moral dan akhlak mulia pada usia dini       perlu terus ditingkatkan. Demikian pula, upaya meningkatkan pemerataan jenjang pendidikan usia dini sebagai langkah awal         untuk meletakkan dasar-dasar moral agama bagi anak-anak harus dilakukan secara terus-menerus.

Pemberdayaan pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dilihat dari jumlah waktu yang tersedia bagi anak,

jelas bahwa waktu untuk pendidikan di sekolah hanyalah sebagian (kecil) dari total jumlah waktu anak untuk mendapat pendidikan. Bagian terbesar dari waktu anak dihabiskan di lingkungan rumah. Namun banyak orangtua tidak menyadari atau menggunakan waktu tersebut untuk memberikan pendidikan tentang moral dan akhlak      mulia kepada anak. Bahkan tidak jarang contoh-contoh yang         diberikan oleh anggota keluarga yang lain bertentangan dengan       moral, etika, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Oleh karena itu, pendidikan di lingkungan rumah haruslah menjadi tanggung jawab utama keluarga dan pemerintah melalui berbagai peraturan yang memudahkan orangtua untuk mendidik anaknya di lingkungan rumah. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab keluarga     dan masyarakat terhadap hak anak seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak     partisipasi anak. Di samping itu pendidikan di lingkungan keluarga        ini juga merupakan sosialisasi pendidikan moral yang sangat efektif yang dilakukan orang tua kepada anak.

Penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan di masa lalu menggunakan         asas pemerataan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif yang kurang cost-effective.

Pada Era Reformasi, pendekatan pembangunan kesehatan       lebih berorientasi pada upaya promotif dan preventif di samping kuratif dan rehabilitatif. Terjadi reorientasi arah pembangunan kesehatan dari orientasi Reaktif ke orientasi Proaktif (Paradigma Sehat), yakni upaya yang lebih menekankan kepada upaya preventif dan proaktif, bagi individu/masyarakat yang sehat untuk menjaga         agar tetap sehat dengan tidak mengabaikan individu/masyarakat          yang sakit.

Untuk itu telah ditetapkan Visi INDONESIA SEHAT 2010, dengan misi: 1) Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, 2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup       sehat, 3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, mereka dan terjangkau, serta 4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Strategi untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 tersebut :      1) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan, 2) Profesionalisme, 3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan 4) Desentralisasi; dengan menciptakan kawasan sehat, seperti kota sehat, kabupaten sehat, dan propinsi sehat.

Keterbatasan sumber daya yang tersedia mengharuskan membuat prioritas penanganan masalah kesehatan di masa    mendatang, karena itu diterapkan 10 program kesehatan unggulan, yaitu : 1) Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan         dan Hukum Kesehatan, 2) Program Perbaikan Gizi, 3) Program Pencegahan Penyakit Menular termasuk Imunisasi, 4) Program Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Mental, 5)        Program Lingkungan Pemukiman, Air dan Udara Sehat, 6) Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga        Berencana, 7) Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 8) Program Anti Tembakau, Alkohol dan Madat, 9) Program Pengawasan Obat, Bahan Berbahaya, Makanan dan Minuman, 10) Program Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa, termasuk Keselamatan Lalu Lintas.

Dengan adanya pergeseran konsep cara pandang tersebut di atas, maka indikator yang digunakan adalah dengan pendekatan
sistem, yang diutamakan pada indikator input, proses, di samping indikator output.

Penanganan masalah sosial di daerah perkotaan yang komprehensif. Selama ini perhatian pemerintah banyak difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah di daerah pedesaan yang diidentikkan dengan masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pengalaman selama krisis menunjukkan bahwa munculnya berbagai masalah seperti anak jalanan, narkotika, pornografi, dan pelacuran, serta kriminalitas justru terjadi di daerah perkotaan dan sekitarnya. Mengingat besarnya peningkatan permasalahan, maka upaya yang dilakukan pemerintah dan     masyarakat selama ini belum memadai untuk menanggulanginya. Karena itu, di masa depan proporsi pola-pola intervensi penanganan masalah sosial yang spesifik daerah perkotaan perlu ditingkatkan.
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